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MOTTO 
 ال ُوئْسَم َناَك َدْهَعْلا َِّنإ
اص ِدْهَعْلِاب اُوفَْوأَو... 
“...Penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung 
jawabannya” 
(Q.S. Al-Isra: 34) 
vii 
 
PERSEMBAHAN 
 
Alhamdulillah, dengan mengucap syukur kepada Allah SWT yang telah 
mengijabah segala doa-doa yang terpanjatkan, memberikan kekuatan dan 
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kepada mereka yang tetap setia mendukung, khususnya teruntuk: 
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apapun. 
2. Mama son (paman) dan mama santi (bibi) yang telah menerima serta 
memperlakukan ku sebagai anaknya sendiri dan membantu dalam 
mewujudkan cita-citaku dan segala keperluan perkuliahanku sampai 
dengan selesai.  
 
 
 
viii 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan 
Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 
158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi 
tersebut adalah : 
 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب ba B Be 
ت ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ kha Kh Ka dan ha 
د dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ر ra R Er 
ز zai Z Zet 
س sin S Es 
ش syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ix 
 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} Zet (dengan titik di bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ gain G Ge 
ف fa F Ef 
ق qaf Q Ki 
ك kaf K Ka 
ل lam L El 
م mim M Em 
ن nun N En 
و wau W We 
ه ha H Ha 
ء hamzah ...ꞌ… Apostrop 
ي ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No 
Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. بتك Kataba 
x 
 
2. ركذ Zukira 
3. بهذي Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ى...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لرح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, 
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :  
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
Contoh: 
xi 
 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ليق Qi>la 
3. لوقي Yaqu>lu 
4. يمر Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah  transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata 
yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah 
maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. ةضور لافطلأا  Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحلط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xii 
 
1. اّنبر Rabbana 
2. لّزن Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لجّرلا Ar-rajulu 
2. للاجلا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
xiii 
 
1. لكأ Akala 
2. نوذخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤنلا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 و ام دحمم لوسرلإ  Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 للهدمحلا بر نيملاعلا  Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi’il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
Contoh : 
xiv 
 
No 
Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 نيقزارلاريخ وهل الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-
ra>ziqin / Wa innalla>ha lahuwa 
khairur-ra>ziqi>n 
 نازيملاو ليكلا اوفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / 
Fa auful-kaila wal mi>za>na 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
xv 
 
KATA PENGANTAR 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, 
hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul, “Kekuatan Jaminan Dalam Proses Penyelesaian Sengketa 
Wanprestasi Pembiayaan Murabahah Ditinjau Dari Undang Undang No. 4 
Tahun 1996 (Studi Putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/Pa.Ska)” dengan lancar. 
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan 
dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, 
waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan 
banyak terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.selaku Dekan Fakultas Syariah 
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
3. Bapak Masjupri, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi 
Syariah (Muamalah) dan selaku Pembimbing Akademik yang telah 
memberikan pengarahan dan nasehatnya kepada penulis selama 
menempuh studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta. 
4. Bapak Farkhan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah 
membimbing, mengarahkan, memberi masukan kepada penulis selama 
menyusun hingga terselesaikannya skripsi ini. 
5. Dewan Penguji, yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk 
menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan kearah yang lebih 
baik. 
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah membagikan ilmu-ilmunya 
selama menjadi mahasiswa dan semoga segala ilmu yang telah diberikan 
dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang. 
xvi 
 
7. Teman-teman seperjuangan, khususnya jurusan Hukum Ekonomi Syariah 
Angkatan 2015, HES.D.15 yang telah memberikan keceriaan, inspirasi, 
semangat dan berbagi pengalaman yang tidak terlupakan selama 
menempuh studi di Fakultas Syariah. 
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan penyusun satu persatu yang telah 
berjasa dalam menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak 
kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik 
dan saran yang membangun untuk memperbaiki dan menyempurnakan tulisan 
skripsi ini. Akhir kata, penyusuun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat 
untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
Surakarta, 1 Oktober 2019  
      Penulis 
 
 
 
      
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
xvii 
 
ABSTRAK 
Widia, 152111157, “Kekuatan Jaminan Dalam Proses Penyelesaian 
Sengketa Wanprestasi Pembiayaan Murabah}ah Ditinjau Dari Undang 
Undang No. 4 Tahun 1996 (Studi Putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/Pa.Ska)” 
Dewasa ini banyak sengketa ekonomi bermunculan khususnya 
permasalahan dalam pembiayaan di lembaga keuangan banyak nasabah yang 
mengalami masalah dalam memenuhi prestasinya, yang kemudian berakhir 
dengan dilelangnya agunan yang mereka jaminkan. Tulisan ini akan mengkaji apa 
dasar pertimbangan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan 
lelang jaminan dalam putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska dan bagaimana 
kekuatan jaminan dalam proses penyelesaian sengketa wanprestasi produk 
pembiayaan Murabaḥah ditinjau dari Undang Undang No. 4 Tahun 1996  
Penelitian ini merupakan penelitian hukum (literer) dengan pendekatan 
normatif dan mengambil sumber data sekunder dari Putusan Pengadilan agama 
surakarta Putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska. Penelitian ini dianalisis 
menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu penulis menganalisis data 
berdasarkan informasi yang diperoleh kemudian ditarik kesimpulan.  
Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa sebuah penetapan lelang yang 
didasarkan oleh wanprestasi pihak nasabah memiliki kekuatan hukum yang 
mengikat, terutama jaminan yang telah diikat dengan lembaga jaminan. Karena 
Undang-Undang sendiri memberikan hak kepada pemegang Hak Tanggungan, 
yaitu hak preferensi (prioritas) dalam pelunasan hutangnya. Dan dalam UUHT 
pemegang Hak Tanggungan diberikan hak atas kekuasaannya sendiri untuk 
melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan bila debitur cidera janji tanpa fiat dari 
ketua pengadilan. 
 
Kata kunci: Jaminan, Wanprestasi, Hak Tanggungan,  Pembiayaan  Murabaḥah 
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ABSTRACT 
 
Widia, 152111157, Collateral Force In The Quest To Resolve Diputes 
conflict wanes the achievement of Murabah}ah Financing  (Case Study Of 
The Surakarta Religious Court Decision Number 170/Pdt.G/2018/Pa.Ska). 
The development of the islamic economic business today brought to 
light many issues particularly in funding at financial institutions, many debitur 
have been having trouble fulfilling their achievements. which then ends with the 
collateral offering they guarantee when agreeing to the financing agreement. The 
purpose of this research is to find out what is the basis for the judge's 
consideration in deciding the case of a guarantee auction cancellation in Decision 
Number 170 / Pdt.G / 2018 / PA.Ska. and describe the strength of collateral in the 
process of settling a dispute over Murabaḥah financing products in terms of Law 
No. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights. 
This research is a literary research by taking secondary data sources from the 
Judgment of the Surakarta Religious Court, Decision Number 170 / Pdt.G / 2018 / 
PA.Ska. This study was analyzed using descriptive qualitative analysis methods, 
the authors analyze data based on information obtained and then conclusions are 
drawn. The results of this case study show that consideration of Decision Number 
170 / Pdt.G / 2018 / PA.Ska.  
Legal reforms carried out by the Surakarta Religious Court panel of judges 
in the form of substantive interpretation, namely interpretation of the text of the 
law by simply applying it to cases of inconstruction and systematic interpretation, 
namely methods that interpret the law as a whole or regulations as part of the 
entire legislation system related 
 
Keywords: Collateral, Default, Mortgage Rights, Murabaḥah Financing 
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DAFTAR LAMPIRAN 
 
Lampiran 1:  Putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska. 
 
1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Lembaga Keungan Syariah mempunyai posisi strategis sebagai 
penunjang perekonomian Nasional. Lembaga Keuangan Syariah
1
 semakin 
mengembangkan usahanya dalam menghimpun dan menyalurkan dana 
masyarakat melalui penghimpunan simpanan dan pemberian pembiayaan. 
Namun, tentunya dalam hal pembiayaan LKS tidak begitu saja memberikan 
pembiayaan dengan mudah, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh 
pihak nasabah.  LKS dalam menyalurkan pembiayaan kepada perusahaan-
perusahaan dan masyarakat untuk kepentingan pembiayaan diwajibkan untuk 
menerapkan prinsip kehati-hatian bank (prudential banking principles). Hal 
tersebut didasarkan karena dalam pemberian pembiayaan, mengandung resiko 
yang sangat tinggi. Sebelum LKS memberikan pembiayaan, hendaknya harus 
menilai dengan seksama prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu: watak 
(character), kemampuan (capacity), modal (capital), prospek usaha nasabah 
(conditional of economic) dan jaminan (collateral). Prinsip tersebut sebagai 
                                                          
1
 LKS merupakan singkatan dari Lembaga Keuangan Syariah, Lembaga Keuangan Syariah 
adalah lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannnya dalam bentuk aset 
keuangan lainnya misalnya kredit atau pembiayaan, surat-surat berharga, giro dan aktiva produktif 
lainnya dengan menggunakan prinsip syariah, yang termasuk Lembaga Keuangan Syariah adalah 
bank syariah dan lembaga keuangan nonbank 
2 
 
bentuk kehati-hatian LKS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang dimana 
akan memberikan rasa aman kepada LKS sendiri.
2
 
LKS dalam memberikan suatu pembiayaan, membutuhkan jaminan 
bahwa mereka dapat memperoleh kembali dana yang telah dicairkan. Dengan 
menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian tersebut LKS dapat melakukan 
penilaian pembiayaan, kegiatan tersebut disebut dengan analisis pembiayaan. 
Namun hasil dari analisis pembiayaan dan penilaian tidak cukup memberi 
kepastian bahwa LKS dapat memperoleh jaminan pengembalian dana yang 
telah dicairkan. Maka langkah selanjutnya yaitu dengan memperoleh jaminan 
tambahan berupa barang agunan.
3
 
Barang jaminan juga dijadikan indikator yang menentukan seberapa 
besar dana yang dapat dicairkan oleh pihak LKS, apalagi pemberian 
pembiayaan kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk operasional 
LKS dalam menginvestasi dana masyarakat, untuk  mengolah perputaran 
uang kas agar LKS dapat terus beroperasi secara berkesinambungan. 
Contohnya pada BMT Atunnisa dimana peneliti pernah melakukuan kegiatan 
PPL disana pihak menager mengatakan sebagian besar dana atau kas yang 
dimiliki BMT tersebut diinvestasikan dengan cara memberikan pembiayaan 
yang sebanyak-banyaknya kepada masyarakat, karena produk pembiayaan 
dianggap lebih efisien ketimbang menginvestasikan dana BMT dalam bentuk 
                                                          
2
 Retno Puspo Dewi, dkk., “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar 
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, Jurnal Reportorium, Vol. IV, 
Nomor 1,  2017,  hlm.73. 
 
3
 Halimatus Sa’diyah, dkk., “Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad Pembiayaan 
Murabahah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS Bhakti Sumekar Sumenep”, Sykat Al-
Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat , Vol. 29,  Nomor 2,  2018, hlm.72.       
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harta maupun reksadana. Tentu hal ini memiliki resiko yang tinggi oleh sebab 
itu LKS harus dapat memastikan dananya kembali karena jika pembiayaan 
adalah wujud investasi LKS dalam memutar dana kas, tentunya akan 
berakibat fatal bagi kelangsungan operasional LKS jika terjadi wanprestasi 
yang dilakukan oleh nasabah.
4
 
Dari awal terbentuknya akad pembiayaan, jaminan merupakan suatu 
antisipasi yang dilakukanan pihak LKS jika terjadi wanprestasi yang 
dilakukan oleh pihak nasabah sebagai penganti kerugian atas dana yang telah 
dicairkan, dan hal inipun sejak awal telah disadari dan disepakati oleh kedua 
belah pihak.  Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian-perjanjian tersebut, 
antara nasabah selaku pemilik jaminan dan LKS selaku kreditur, maka 
masing masing telah setuju untuk mengikatkan diri serta harus tunduk dan 
patuh pada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 
perjanjian-perjanjian tersebut dengan iktikad baik sebagaimana ketentuan 
Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata : “(1) semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya dan (3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad 
baik,”.5 
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 Rina Seftika, Manager BMT Atunnisa cabang Semanggi, Wawancara Pribadi, 18 
September 2018. 
5
 Ahmadi Miru, dkk., Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW ,  
(Jakarat: Rajawali  Pers, 2012) hlm.78 
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Nasabah tentu sadar betul bahwa barang jaminan yang ia berikan akan 
dilelang pihak LKS untuk menutup kerugian jika nasabah tidak menjalankan 
prestasinya sebagai mana seharusnya, sesuai dengan peraturan dan 
perundang-undangan yang berlaku.  Namun terdapat fenomena yang terjadi 
saat ini, ketika nasabah tidak mampu menjalakan prestasi sebagaimana 
mestinya, kemudian ketika LKS akan melakukan proses lelang, pihak 
nasabah justru tidak terima dan malah menggugat balik pihak LKS atas lelang 
barang jaminannya itu ke muka Pengadilan. 
Seperti halnya perkara ekonomi syariah  yang di putus oleh Pengadilan 
Agama Surakarta pada akhir tahun 2018 yaitu Putusan Nomor 
170/Pdt.G/2018/PA.Ska.  Sengketa ini berawal ketika PJ
6
 mengajukan 
pembiayaan Murabaḥah kepada LKS yaitu Kospin JLSK7 Surakarta. Pada  
tahun 2014, awalnya semua berjalan lancar dan PJ selalu memenuhi 
prestasinya dalam mengangsur pembiayaan Murabaḥah tersebut, namun 
dalam perjalanan waktu usaha, bisnis  PJ tidak berjalan lancar hingga 
mempengaruhi kewajibannya membayar angsuran dan pada akhirnya PJ 
mendapat surat pelaksanana lelang atas agunan  Hak Tanggungan yang ia 
jaminkan dalam akad Murabaḥah.8  
Karena merasa selama ini belum pernah dapat surat peringatan, PJ 
mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Surakarta untuk membatalkan 
                                                          
6
 PJ merupakan nama samaran dari Penggugat, penulisan nama disamarkan guna menjaga 
identitas ataupun privasi dari Penggugat. 
7
 JLSK merupakan nama samaran dari salah satu pihak  Tergugat 
8
 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska  
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lelang terhadap agunannya. Dalam peraturan kementrian keuangan PMK No: 
93/PMK.06/2010 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dimana di dalam Bab 
III Persiapan Lelang Pasal 13 peraturan tersebut, dijelaskan bahwa lelang 
dibatalkan jika ada gugatan dari pihak lain selain debitur/ tereksekusi, 
suami/istri deditur/ tereksekusi yang terkait kepemilikan belum mendapat 
surat peringatan dari tergugat.
9
 
Dalam perkara tersebut pihak LKS melakukan lelang jaminan milik PJ 
setelah  merasa bahwa PJ telah melakukan wanprestasi terhadap akad 
pembiayaan yang mereka lakukan sebelumnya. Dalam hal ini pihak LKS 
melakukan lelang tanpa adanya penetapan oleh Hakim Pengadilan, lelang 
tersebut dilakukan semata-mata karena pihak LKS merasa telah dirugikan dan 
setelah itu pihak LKS langsung mengajukan permohonan lelang kepada Turut 
Tergugat I (KPKNL Surakarta), permohonan lelang tersebut dianggap LKS 
telah sesuai dengan titah yang ada di dalam Sertifikat Hak Tanggungan 
Peringkat I tercantum Title Eksekutorial dengan irah-irah berbunyi: “Demi 
Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dimana Title 
Eksekutorial tersebut sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap.
10
 
Namun Majelis Hakim memiliki pandangan berbeda terhadap ketentuan 
dari peraturan tersebut, oleh karena itu  terhadap Putusan Pengadilan Agama 
Surakarta pada Putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska terjadi perbedaan 
pendapat (disseting opinion) antara Hakim ketua dan Hakim anggota yang 
                                                          
9
 Ibid. 
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mengadili perkara tersebut, walaupun Putusan Pengadilan Agama Surakarta 
tersebut pada akhirnya dimenangkan oleh pihak LKS. Perbedaan pendapat 
yang mendasar dalam memutus perkara tersebut adalah mengenai 
kewenangan Pengadilan Agama mana yang berwenang dalam memutuskan 
perkara pembatalan lelang tersebut. Dan point kedua dibagian pokok perkara 
dalam disseting opinion, Hakim ketua majelis berpendapat bahwa 
pelaksananan eksekusi Hak Tanggungan tanpa pertolongan Hakim (parate 
eksekusi) tanpa fiat eksekusi seperti dimaksud oleh Pasal 6 Undang Undang 
Nomor 4 tahun 1996 tantang Hak Tanggungan mengatakan apabila debitur 
cedera janji maka pemegang Hak Tanggungan berhak menjual objek Hak 
Tanggungan tetapi secara teoritis pasal tersebut bertentangan dengan pasal 26 
Undang-Undang Hak Tanggungan, maka untuk saat ini pelaksanaan eksekusi 
Hak Tanggungan dianggap masih dilaksanakan atas perintah ketua 
Pengadilan.
11
 
Oleh karena hal itu maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih 
mendalam tentang Kekuatan Jaminan dalam Proses Penyelesaian 
Sengketa Wanprestasi Produk Pembiayaan Murabaḥah Ditinjau dari 
Undang Undang No. 4 Tahun 1996 (Studi Putusan Nomor 
170/Pdt.G/2018/PA.Ska) 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, rumusan masalah yang 
diangkat dalam penelitian ini adalah:  
1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pembatalan 
lelang jaminan dalam Putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska ? 
2. Bagaimana kekuatan jaminan dalam proses penyelesaian sengketa 
wanprestasi produk pembiayaan Murabaḥah ditinjau dari Undang 
Undang No. 4 Tahun 1996? 
C. Tujuan Penelitian  
Berpijak dalam rumusan masalah di atas, maka peneliti ini bertujuan 
untuk: 
1. Mengetahui pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara 
pembatalan lelang jaminan dalam Putusan Nomor 
170/Pdt.G/2018/PA.Ska. 
2. Mendeskripsikan kekuatan jaminan dalam proses penyelesaian sengketa 
wanprestasi produk pembiayaan Murabaḥah ditinjau dari Undang 
Undang No. 4 Tahun 1996. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun kegunaan penelitian ini adalah: 
1. Kegunaan Teoritik 
Sebagai wacana untuk memperoleh wawasan dan kontribusi 
pemikiran dalam khasanah ilmu pengetahuaan pada umumnya. Dan 
khususnya pada disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan proses 
8 
 
penyelesaian sengketa, khususnya pada analisis kekuatan jaminan dalam 
proses penyelesaian sengketa wanprestasi produk pembiayaan 
Murabaḥah 
2. Kegunaan Praktis  
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan 
pertimbangan kepada para pihak yang terkait apabila dalam berjalannya 
waktu ditemukan kasus yang serupa, serta hasil penelitian ini diharapkan 
juga dapat menjadi sumbangan ilmu hukum bagi masyarakat luas dalam 
menghadapi perkembangan hukum yang semakain dinamis terkait kasus 
perdata dilembaga keuangan syariah yang semakin kompleks. 
E. Kerangka Teori 
Secara garis besar, terdapat dua sistem dalam menyelesaikan sengketa 
ekonomi syariah. Pertama, secara litigasi yaitu penyelesaian sengketa yang 
diselesaikan di Lembaga Pengadilan dengan berbagai hukum acaranya. 
Kedua, secara nonlitigasi yaitu penyelesaian sengketa yang diselesaikan di 
luar Lembaga Pengadilan. Sengketa yang tidak dapat diselesaikan, baik 
melalui perdamaian (s}ulh}) maupun  secara abitrase (tah}ki>m) akan 
diselesaikan melalui Lembaga Pengadilan. Dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 UU 
Nomor 2006
12
 dinyatakan bahwa Pengadilan Agama merupakan salah satu 
badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan 
penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu 
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 Dalam penjelasan Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “ antara orang-orang 
yang beragama Islam” adalah termasuk atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukan 
diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan peradilan 
agama sesuai dengan ketentuan pasal ini. 
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antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, 
hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.
13
 
Sengketa ekonomi syariah adalah sengketa atas cidera janji / 
penyelenggaraan terhadap poin-poin yang telah diperjanjikan di dalam akad 
misalnya sengketa yang diangkat oleh peneliti  dalam penelitian ini yaitu 
perkara dalam Putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska dimana nasabah 
dianggap tidak memenuhi prestasinya dalam mengangsur pembiayaan 
murabahah sehingga pihak LKS melakukan lelang tehadap jaminan yang 
nasabah agunkan. Peradilan Agama berwenang menghukum pihak nasabah 
atau pihak bank yang melakukan cidera janji (wanprestasi) yang 
menyebabkan kerugian riil (real loss), bila ada tuntutan ganti rugi akibat 
cidera janji tersebut. Wanprestasi lahir dari suatu perjanjian antara kedua 
belah pihak (Pasal 1320 KUH Perdata) dan perjanjian tersebut merupakan 
persetujuan yang didasarkan atas kehendak atau kata sepakat.
14
 
Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya prestasi buruk, 
yang menurut kamus hukum wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera 
janji dan tidak menepati janji dalam perjanjian.
15
 Pada prinsipnya, 
wanprestasi berarti tidak melakukan apa-apa yang menjadi unsur prestasi, 
konkretnya dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Teori Dan Praktik, (Depok: 
Kencana, 2017), hlm.14. 
14
Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah, 
(Yogyakarta: Parama Publising, 2012), hlm. 220. 
15
 Sudarsono, Kamus Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 578. 
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a. Berbuat sesuatu  
b. Tidak berbuat sesuatu  
c. Menyerahkan sesuatu.16 
Terdapat beberapa bentuk wanprestasi, secara umum dikenal empat 
bentuk wanprestasi yang sering terjadi, sebagai berikut: 
a. Tidak melakukan prestasi sama sekali  
b. Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang 
diperjanjikan sebelumnya  
c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan  
d. Nasabah melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan.
17
 
Menurut Pasal 1234 KUH Perdata nasabah dianggap wanprestasi, apabila 
lalai memenuhi perjanjian, tidak menyerahkan / membayar dalam jangka 
waktu yang ditentukan, dan tidak berbuat sesuai dengan yang dijanjikan 
dalam jangka waktu yang telah  ditentukan. Sedangkan menurut Pasal 1763 
KUH Perdata, yang dimaksud wanprestasi adalah tidak mengembalikan 
pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman dalam waktu yang telah 
ditentukan.
18
 
Pihak LKS dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah menerapkan 
prinsip kehati-hatian yaitu dengan melakukan analisis penilaian dan meminta 
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 Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi..., hlm. 130. 
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 Ibid.  
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Sianar Grafika, 2012), hlm. 173. 
11 
 
jaminan berupa benda bergerak ataupun tidak bergerak yang dapat dijadikan 
agunan dalam pembiayaan. Jaminan merupakan suatu bentuk antisipasi yang 
dilakukanan pihak LKS jika terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh pihak 
nasabah sebagai penganti kerugian atas dana yang telah dicairkan.
19
 
Jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu zekerbeid atau 
cautie.zekerbeid atau cautie mencakup secara umum cara – cara bank 
menjamin sepenuhnya tagihannya, disamping pertanggungjawaban umum 
nasabah terhadap barang-barangnya. 
20
 
Di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan 
syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatu jaminan, yaitu, 
“agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa  benda begerak maupun 
benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik agunan kepada bank 
syariah dan/ atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban nasabah  
penerima fasilitas.” 21 
Menurut aturan hukum positif, jaminan adalah sesuatu yang diberikan 
kepada bank yang diserahkan oleh nasabah untuk menimbulkan keyakinan 
dan menjamin bahwa nasabah  akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai 
dengan uang yang timbul dari suatau perikatan.  
Unsur-unsur jaminan, antara lain: 
a. Difokuskan pada pemenuhan kewajiban kepada bank 
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 Halimatus Sa’diyah, dkk., “Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan..., hlm.72.       
20
 Rayno Dwi Adityo, “Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah 
Dan  Jaminan  Keperdataan”,  Jurnal Yuridis, Vol. 2,  Nomor 1, 2015,  hlm. 28. 
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 Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa Dalam..., hlm. 92. 
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b. Wujud jaminan ini dapat dinilai dengan uang (materi) 
c. Timbulnya jaminan karena adanya perikatan antara bank dan 
nasabah, sehingga dapat dikatakan bahwa perjanjian jaminan baru 
timbul setelahadanya perjanjian pokok. Seperti perjanjian hutang 
piutang. sifat perjanjian jaminan merupakan perjanjian tambahan 
atau ikutan ( accesoir) dari perjanjian pokok.
22
 
Ketika terjadi wanprestasi dalam suatu pembiayaan syariah baik itu 
dilakukan oleh pihak nasabah ataupun pihak LKS, Pengadilan yang dapat 
dimintakan untuk melakukan eksekusi  jaminan bila mengacu pada Pasal 224 
HIR adalah kepada ketua Pengadilan Negeri. Namun apabila mengacu pada 
asas hukum yang menyatakan bahwa yang berlaku adalah ketentuan terbaru 
(Undang-Undang Peradilan Agama) sebagaimana disebut diatas, maka 
permintaan pelaksanaan eksekusi tersebut ditujukan kepada Pengadilan 
Agama.
23
 
 Berkaitan dengan eksekusi jaminan atau parate eksekusi, secara umum 
tunduk kepada Pasal 224 HIR/ 256 RBg, dimana proses dan prosedurnya 
adalah penjualan lelang harus diminta kepada ketua Pengadilan dengan dasar 
adanya wanprestasi dari debitur (Pasal 6 UUHT). Perjanjian jaminan 
merupakan aksesoir yang mengikuti perjanjian pokoknya. Jika perjanjian 
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 Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2004),  hlm. 22. 
23
 Faturrahmann Djamil, Penyelesaian Pembiayaan..., hlm. 173. 
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pokoknya diputus oleh lingkungan Peradilan Agama maka perjanjian 
aksesoirnya juga menjadi kewenangan Peradilan Agama.
24
 
F. Tinjauan Pustaka 
       Pada permulaan penulisan proposal penelitian ini, peneliti melakukan 
kegiatan literasi untuk menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan 
tema pembahasan ini, juga mengambil komponen dari penelitian-penelitian 
sebelumnya. Maka dibawah ini ialah beberapa judul literatur yang dijadikan 
objek tinjauan pustaka. 
       Skripsi Bresima Nwaraswati Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2017 yang berjudul Jaminan 
Dalam Perjanjian Utang Piutang (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri 
Sragen Nomor : 45/Pdt.G/2016/Pn.Sgn.) skripsi ini membahas tentang 
Perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh pihak Bank dan nasabah. Dalam 
kesimpulan skripsi ini perjanjian yang dilakukan dianggap telah memenuhi 
syarat sahnya perjanjian sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata Pasal 1320 yaitu sepakat, cakap, suatu hal tertentu dan suatu sebab 
yang halal. Namun perjanjian tersebut dianggap tidak memenuhi prinsip 5 
C’S (the five c’s of credit analysis.) Jaminan diberikan oleh nasabah kepada 
Bank dianggap tidak sebanding sehingga mengakibatkan wanprestasi 
dilakukan oleh pihak nasabah, dimana pihak nasabah tidak melaksanakan 
prestasi sama sekali sebagaimana dengan perjanjian yang telah di sepakati 
dalam hal ini pihak bank telah mengajukan somasi namun tidak ditanggapi 
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 Ibid.hlm. 174 
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oleh pihak nasabah, sehingga mengakibatkan pembiayaan mengalami 
kerugian baik materil maupun immateriil, maka Hakim yang memutuskan 
perkara ini meminta agar para nasabah mengganti kerugian yang terdiri dari 
tiga unsur yaitu biaya, rugi, dan bunga dari utang piutang tersebut.
25
 
       Skripsi Syahrina Prihatini Jurusan Muamalah Wal Iqtishad Fakultas 
Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2012 yang berjudul kedudukan 
Jaminan Dalam Pembiayaan Pada Berbankan Syariah di Tinjau Dari Konsep 
Dlaman, skripsi ini membahas tentang bagaimana kedudukan jaminan yang 
dijadikan agunan dalam pembiayaan pada perbankan syariah, karena menurut 
hasil penelitian tersebut ditemukan bahwa tidak semua jaminan yang 
diberikan nasabah adalah milik pribadi nasabah melainkan jaminan yang 
diserahkan merupakan milik ketiga. Pada skripsi tersebut peneliti meninjau 
permasalahan tersebut dari  konsep dlaman. Pada kesimpulan penelitian 
skripsi tersebut ditemukan bahwa prosedur yang berlangsung pada perbankan 
syariah yang berkaitan tentang jaminan telah diatur dalam undang-undang no. 
21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan fatwa DSN. Namun peraturan 
yang terkandung di dalam  undang-undang tersebut dan fatwa DSN tersebut 
hanya menjelaskan jaminan dalam konteks umum, oleh karena itu untuk 
memenuhi landasan hukum dalam permasalahan jaminan, pihak bank tetap 
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 Bresima Nwaraswati, “Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Kasus Putusan 
Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 45/Pdt.G/2016/Pn.Sgn”, skripsi, Jurusan  Ilmu Hukum 
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. 
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mengacu kepada hukum positif indonesia yang mengatur secara detail 
permasalahan jaminan.
26
 
Sebuah penelitian karya Retno Puspo Dewi, dkk. Yang berjudul 
Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undang-Undang 
Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, penelitian ini membahas 
tentang bagaimana kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia yang 
memiliki kekuatan yang setara dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan 
hukum tetap, dimana yang dimaksud dengan eksekutorial dalam penelitian ini 
adalah langsung melaksanakan eksekusi atau penjualan terhadap benda yang 
menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaannya sendiri tanpa melalui proses 
peradilan. Didalam penelitian ini menyimpulkan bahwa sertifikat jaminan 
fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan 
Fidusia memiliki kekuatan hukum tetap seperti halnya Putusan Pengadilan 
jadi apabila pihak nasabah melakukan cidera janji pihak pembiayaanur dapat 
melakukan eksekusi secara langsung tanpa melalui proses Pengadilan.
27
 
Perbedaan Penelitian  diatas dengan penelitian yang diteliti penulis saat 
ini yaitu terletak pada permasalahan yang diteliti serta tinjauan yang dijadikan 
sudut pandang dalam menganalisis permasalahan tersebut. Penelitian saat ini 
berfokus pada kekuatan jaminan dalam proses penyelesaian sengketa 
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 Syahrina Prihatini, “Kedudukan Jaminan Dalam  Pembiayaan Pada Perbankan Syariahdi 
Tinjau Dari Konsep Dlaman”, Skripsi, Jurusan Muamalah Wal Iqtishad IAIN Ar-Raniry, 
Darusalam Banda Aceh. 2012. 
 
27
 Retno Puspo Dewi, “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia Berdasar Undamg-
Undang Nomer 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia”, Jurnal Repertorium, Vol. IV, Nomor 1, 
Januari-Juni, 2017. 
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wanprestasi dalam produk pembiayaan syariah dan studi Putusan yang 
diambil dalam penelitian ini adalah Putusan yang mengandung perbedaan 
pendapat (disseting opinion) diantara Hakim yang memutus perkara 
tersebut.
28
 Sehingga dari pendapat yang berbeda tersebut, kesimpulan dari 
permasalahan ini memungkinkan untuk di tinjau dari dua sudut pandang yang 
berbeda, sedangkan pada penelitian sebelumnya, meneliti bagaimana 
kedudukan dan eksekutorial (dilakukan secara langsung tanpa adanya proses 
peradilan di meja hijau.) sudut pandang dalam menganalisisnya pun berbeda 
pada penelitian yang diteliti sebelumnya sudut pandang yang digunakan 
adalah Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999, jaminan dalam Konsep 
Dlaman dan analisis terhadap Putusan Pengadilan. 
G. Metode Penelitian  
       Metode merupakan langkah-langkah praktis dan sistematis yang ada 
dalam ilmu-ilmu tertentu yang sudah tidak dipertanyakan lagi karena sudah 
bersifat aplikatif.
29
 Sedangkan Metode penelitian adalah cara yang digunakan 
oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya.
30
 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan penelitian ini 
adalah penelitian literer, yaitu dengan mengumpulkan sejumlah buku-
                                                          
28
 Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska 
 
29
 Sofyan, Metodologi Penelitian Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis, 
(Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 1. 
 
30
 Suharsimi Arikunto, ProsedurPenelitian: Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka 
Cipta, 2010), hlm. 203. 
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buku dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau 
permasalahan yang ditemukan. Pendekatan penelitian dalam penelitian 
ini adalah pendekatan normatif dilakukan dengan jalan mengadakan 
penelitian kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan, 
baik melalui bahan hukum primer, yang diperoleh dari Putusan 
Pengadilan Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska. Penelitian terhadap bahan 
hukum sekunder diperoleh dari data pustaka, dan penelitian melalui 
bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.
31
 
2. Sumber Data 
Sumber data berdasarkan metode penelitian hukum normatif 
(penelitian kepustakaan) merupakan sumber data sekunder, Sumber data 
sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak 
langsung (melalui perantara baik yang diperoleh maupun dicatat oleh 
pihak lain), yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang berupa 
bukti, catatan, laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, buku 
ataupun media online. Sedangkan data yang termasuk data sekunder 
dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari literatur yang 
berkenaan dengan berbagai bahan hukum yang relevan.
32
 
Data yang dikumpulkan merupakan himpunan dari bahan hukum 
primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 
                                                          
31
 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesisi, Disertasi, Dan Karya Ilmiah, 
(Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 34. 
32
 Zinudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 22  
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1) Bahan hukum primer, bahan hukum yang bersifat autoritatif 
berupa Putusan Pengadilan Agama Nomor 
170/Pdt.G/2018/PA.Ska.
33
 
2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-
undangan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan 
dapat membantu proses analisis tentang kekuatan jaminan 
dalam penyelesaian sengketa wanprestasi produk Murabaḥah.34  
3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan 
penjelasan  tentang bahan hukum primer dan sekunder.
35
 
3. Teknik pengumpulan data 
Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka 
teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi.  
Dokumen adalah sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam 
bahan yang  berbentuk dokumentasi. Sifat utama data ini tak terbatas 
pada ruang dan waktu sehingga memberikan peluang kepada penelitian 
untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi diwaku silam. Dokumen 
yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku yang berkaitan dengan 
masalah dalam penelitian, dokumenasi pemerintahan dalam lembaga 
                                                          
33
 Ibid. 
34
 Ibid., hlm. 23 
35
 Ibid.,hlm. 24 
 
19 
 
Pengadilan, laporan, data tersimpan di website dan dan dokumentasi 
lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
36
  
4. Teknik analisis data  
Penulis melakukan analisis data dengan metode deskriptif kualitatif 
yaitu penulis menganalisis data berdasarkan informasi yang diperoleh 
kemudian ditarik kesimpulan.
37
 
H. Sistematika Penelitian 
       Sistematika penulisan memuat uraian dalam bentuk essay yang 
menggambarkan alur logis dari struktur bahasan skripsi. Adapun sistematika 
penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
Bab I Pendahuluan, yang berisikan sub-sub bab tentang latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, review studi 
terdahulu, metode penelitian dan sistematika penelitian. 
Bab II Landasan Teori, berisi tentang beberapa teori yang berkaitan 
dengan akar masalah atau variabel-variabel yang akan digunakan dalam 
penelitian seperti, tinjauan umum tentang akad dan pembiayaan, tinjaun 
umum jaminan dan jaminan dalam pembiayaan Murabaḥah, tinjauan umum 
penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dalam hal ini dikhususkan 
terhadap sengketa wanprestasi,  dan hukum-hukum yang terkait dengan 
kekuatan jaminan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi yang dalam hal 
                                                          
36
  Juliansyah Noor,  Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesisi..., hlm. 141. 
 
37
 Mantra Ida Bagoe, Filsafat Penelitian Dan Metodologi Penelitian Sosial, (Yogyakarta: 
Pustaka Pelajar,  2004), hlm. 130. 
20 
 
ini menggunakan peraturan perundang-undangan No. 4 Tahun 1996 Tentang 
Hak Tanggungan. 
Bab III  Deskripsi Data Penelitian,  membahas mengenai penyajian data 
tentang gambaran umum Pengadilan Agama Surakarta dan gambaran umum 
tentang perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska yang memuat tentang 
pertimbangan hukum, upaya damai, legal standing, dan pertimbangan hukum 
serta hasil Putusan Pengadilan Agama surakarta Nomor 
170/Pdt.G/2018/PA.Ska 
Bab IV Analisis, berisi tentang penguraian hasil penelitian dan 
pembahasan yang kemudian dibandingkan dengan berbagai ketentuan hukum 
baik menurut sistem hukum ekonomi syariah, maupun berdasarkan ketentuan 
yang bersumber dari Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996.  Yang akan 
dibagi dalam dua sub bab yaitu pertimbangan Hakim dalam memutuskan 
perkara pembatalan lelang jaminan dalam Putusan Nomor 
170/Pdt.G/2018/PA.Ska dan kekuatan jaminan dalam proses penyelesaian 
sengketa wanprestasi produk pembiayaan Murabaḥah Ditinjau Dari Undang 
Undang No. 4 Tahun 1996. 
Bab V Penutup, meliputi kesimpulan yang menjawab rumusan masalah 
dan juga dilengkapi dengan saran-saran. Juga pada bab terakhir terdapat 
daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu. 
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BAB II 
TINJAUAN UMUM AKAD PEMBIAYAAN DAN KETENTUAN LELANG 
HAK TANGGUNGAN 
A. Tinjuan Umum Akad (Perikatan / Perjanjian)  
1. Akad 
a. Pengertian Akad 
Di dalam hukum Islam istilah yang telah lama dikenal adalah 
akad sebagai padanan perjanjian atau kontrak. Belakangan, di dalam 
hukum Islam kontemporer dikenal pula istilah  iltizam sebagai 
padanan istilah perikatan. 
1
Istilah yang berkaitan dengan perjanjian 
dalam al-quran setidaknya dikenal dua macam. Yaitu al-‘aqdu (akad)  
dan al-‘ahdu (janji), pengertian al-‘aqdu (akad) secara bahasa 
berarti ikatan , mengikat. Sedangkan menurut istilah al- rabt}h 
(ikatan) yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan 
mengikatkan salah satunya  pada yang lain hingga keduanya 
bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang bersatu.
2
  
Para ahli hukum Islam (Jumhur Ulama) memberikan definisi 
akad sebagai: “pertalian antara ijab dan qabu>l yang dibenarkan syara, 
yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.” 3 Dengan 
demikian istilah akad dapat disamakan dengan istilah perikatan atau 
                                                          
1
 Ridwan Khairandy, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan: Bagian 
Pertama, (Yogyakarta: FHUII Press, 2013), hlm.47. 
2
 Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada 
Media, 2013), hlm. 51. 
3
 Ibid. 
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verbintenis, sedangkan kata al-‘ahdu sama dengan istilah perjanjian 
atau overeenkosmt.
4
 
b. Keabsahan Akad 
Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu akad harus dipenuhi 
rukun dan syarat dari suatu akad, rukun akad adalah unsur mutlak 
yang harus ada dan merupakan esensi dalam setiap akad. Sedangkan 
syarat adalah suatu sifat yang harus ada pada setiap rukun, tetapi 
bukan merupakan esensi akad.
5
 
Jumhur ulama mengatakan ijab dan qabu>l merupakan unsur 
penting dalam suatau akad, disamping unsur-unsur lain yang juga 
termasuk rukun akad. Unsur-unsur tersebut terdiri: 
1) S}i>gat (ijab dan qabu>l) 
Ijab dan qabu>l dapat diwujudkan dengan ucapan lisan 
maupun tulisan. Sedangkan isyarat dapat dilakukan sebagai 
shighat hanya oleh mereka yang tidak mampu berbicara 
ataupun menulis.
6
 Adapun syarat–syarat  yang harus terpenuhi 
agar ijab dan qabu>l memiliki akibat hukum: 
a) Ijab dan qabu>l harus dinyatakan oleh orang yang telah 
mencapai umur tamyiz dan cakap hukum, menyadari dan 
mengetahui  isi perkataan yang diucapkannya. 
                                                          
4
 Dewi Nurul Musjtari, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah, 
(Yogyakarta: Parama Publishing, 2012), hlm. 40 
5
 Ibid., hlm. 44. 
6
 Ibid. 
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b) Ijab dan qabu>l harus tertuju pada suatu objek yang 
merupakan  objek perjanjian. 
c) Ijab dan qabu>l dilakukan dalam suatu majelis yang sama.7 
2) Pelaku Akad 
Pelaku akad adalah para pihak yang melakukan akad dan 
syarat-syarat pelaku akad adalah sebagai berikut: 
a) Berakal, yaitu seseorang yang berakal sehat sehingga dapat 
mempertanggungjawabkan transaksi yang dibuatnya 
b) Dapat membedakan, orang yang berakad haruslah dalam 
keadaan dapat membedakan yang mana yang baik dan 
yang buruk, sebagai pertanda kesadarannya ketika 
melakukan transaksi. 
c) Bebas dari paksaan, seseorang yang melakukan akad 
haruslah rela sama rela, yang berarti para pihak harus bebas 
dalam bertransaksi, lepas dari paksaan dan tekanan.
8
 
3) Objek Akad 
Yaitu suatu yang dijadikan objek dan dikenakan padanya 
akibat hukum yang ditimbulkan. Syarat-syarat yang harus 
dipenuhi dalam objek akad adalah sebagai berikut: 
a) Objek akad telah ada ketika akad dilangsungkan 
b) Objek akad dibenarkan oleh syariah 
c) Objek akad harus jelas dan dikenali 
                                                          
7
 Ibid., hlm. 45. 
8
 Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan..., hlm. 61. 
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d) Objek akad diserah terimakan9 
4) Tujuan Akad 
Tujuan akad adalah maksud pokok yang hendak diwujudkan 
oleh para pihak melalui akad, seperti memindahkan suatu benda 
dengan imbalan dalam akad jual beli.
10
 Tujuan akad dipandang 
sah danmempunyai akibat hukum,yaitu sebagai berikut: 
a) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada 
atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang 
diadakan 
b) Tujuan harus berlangsung adanya hingga berakhirnya 
pelaksanaan akad 
c) Tujuan akad harus dibenarkan syara’11 
c. Batalnya Akad 
Batalnya suatu akad disebabkan hal-hal sebagai berikut: 
1) Tidak terjadi akad disebabkan kedua belah pihak 
membatalkannya 
2) Terdapat persyaratan yang dilanggar oleh salah satu pihak 
3) Salah satu pihak tidak cakap melakukan akad 
4) Kalimat yang digunakan dalam berakad cacat 
                                                          
9
 Ibid., hlm. 66. 
10
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqh 
Muamalat, (Jakarta: Grafindo Persada, 2007), hlm. 219. 
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5) Objek akad merupakan barang yang dilarang oleh agama dan 
ketentuan yang berlaku 
6) Barang yang telah diakadkan terdapat kerusakan dan masih 
dalam garansi (khiyar) 
7) Karena ada paksaan, penipuan, dan khilafan 
8) Habis masa kontrak, akad batal dengan sendirinya atau hapus12 
2. Akad Pembiayaan  
a. Pengertian Akad Pembiayaan  
Secara yuridis Undang Undang nomor 7 tahun 1992 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
1998 menggunakan dua istilah yang berbeda, namun mengandung 
makna yang sama untuk pengertian kredit. Kedua istilah itu, yaitu 
pertama  kata “kredit”, istilah yang digunakan pada bank 
konvensional dalam menjalankan usahanya. Dan kedua, kata 
“pembiayaan” berdasarkan prinsip syariah, istilah yang digunakan 
pada bank syariah atau lembaga keuangan syariah.
13
 
Pengertian pembiayaan disebutkan dalam ketentuan Pasal 1 
angka 12 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: 
Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan 
uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan 
persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain 
yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan 
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 Gemala Dewi, dkk., Hukum Perikatan ..., hlm. 242. 
13
 Djoni s. Gazali, dkk., Hukum Perbankan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 263 
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uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan 
imbalan atau bagi hasil.
14
 
 
Kemudian pengertian pembiayaan tersebut lebih diperjelas lagi 
dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 
9/19/PBI/2007 dan dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang menyatakan sebagai berikut: 
Pembiayaan adalah penyedian dana atau tagihan / 
piutang yang dapat dipersamakan dengan itu dalam: 
1) Transaksi investasi yang didasarkan antara lain atas 
akad mud}arabah dan/ atau musyarakah; 
2) Transaksi sewa yang didasarkan antara lain atas akad 
ijarah atau akad ijarah dengan opsi perpindahan hak 
milik (ijarah muntahiyah bit tamlik) 
3) Transaksi jual beli yang didasarkan antara lain atas 
akad Murabah}ah, salam, dan istishna 
4) Transaksi pinjaman yang didasarkan antara lain atas 
akad Qard} dan; 
5) Transaksi multijasa yang didasarkan antara lain atas 
akad ijarah atau akad kafalah. 
Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank 
syariah dan aatau UUS dan pihak lain yang mewajibkan 
pihak yang dibiayai dan/ atau diberi fasilitas dana untuk 
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu 
tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, ataupun bagi 
hasil.
15
 
 
b. Format Akad Pembiayaan 
Pada dasarnya suatu akad atau perjanjian tidak memerlukan 
format tertentu. Sesuai dengan asas konsensualitas, perjanjian telah 
timbul sejak tercapainya kesepakatan. Para pihak dianggap telah 
mempunyai hak dan kewajiban pada saat disepakatinya meskipun 
dibuat secara lisan. Namun demikian demi kepastian hukum, 
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 Ibid., hlm. 264 
15
 Ibid. hlm. 265 
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perlindungan para pihak dan pembuktian, perjanjian lazim 
dituangkan dalam suatu format tertentu sebagai formalitas seperti 
dalam bentuk akta (pernyataan tertulis).
16
 
Akta merupakan suatu pernyataan tertulis yang dibuat dan 
ditandatangani oleh seseorang atau oleh pihak dalam suatuperjanjian 
dengan maksud dapat dipergunakan sebagai alat bukti dalam proses 
hukum, secara aplikatif, akta ini ada yang berbentuk akta otentik
17
 
dan ada yang berbetuk di bawah tangan.
18
 Dalam akad pembiayaan 
akta dibuat secara otentik, apa yang tertulis adalah peristiwa yang 
sungguh-sungguh telah terjadi dinyatakan oleh para pihak sebagai 
yang disaksikan, dilihat atau didengar oleh pejabat umum yang 
bersangkutan. Artinya akad ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
19
 
c. Fungsi Format Perjanjian Pembiayaan 
Perjanjian tersebut merupakan dokumen penting, dalam 
dokumen itu diatur berbagai hak dan kewajiban dari masing-masing 
pihak, baik pihak penyedia dana maupun penerima dana. Apabila 
terjadi perbedaan pendapat atau sengketa diantara para pihak 
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 Faturrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2014), hlm. 1 
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kemudian hari, maka perjanjian itulah yang akan dijadikan dasar dan 
rujukan bagi para pihak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat 
atau sengketa diantara mereka. Fungsi legalitas tersebut bagi para 
pihak adalah meniadakan resiko penyangkalan tanda tangan, dan 
karenanya mempunyai pembuktian sempurna.
20
 
d. Dasar Hukum Akad Pembiayaan Dibuat Secara Tertulis 
Dasar hukum yang mengharuskan perjanjian / akad pembiayaan 
harus tertulis adalah: 
1) Intruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/10/1996 tanggal 3 
Oktober 1996 antara lain menentukan “dilarang melakukan 
pemberian kredit dalam berbagai bentuk tanpa adanya 
perjanjian kredit yang jelas antara bank dan nasabahnya atau 
antara bank sentral dan bank lain-lainnya” 
2) Surat Bank Indonesia yang ditujukan kepada segenap bank 
devisa no. 3/1093/UPK/KPD tanggal 29 Desember 1970, 
khususnya butir 4 yang berbunyi “untuk pemberian kredit 
tersebut harus dibuat surat perjanjian kredit...” 
3) Ketentuan bahwa perjanjian kredit dan pembiayaan harus dibuat 
secara tertulis dapat dilihat dari penjelasan ayat (2) huruf a 
Pasal 8 UU No. 7 Tahun 1992 jo. UU No. 10 Tahun 1998, 
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 Faturrahman, Penyelesaian Pembiayaan..., hlm. 4 
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pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah 
dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis.
21
 
e. Isi pokok akad/ perjanjian  
Isi pokok perjanjian mengatur substance perjanjian yang memuat isi 
pokok yang diperjanjikan, mengatur syarat dan ketentuan perjanjian 
secara detail. Isi pokok perjanjian mengandung 3 syarat yaitu: 
1) Syarat esensialia adala syarat yang harus ada dalam setiap 
perjanjian, syarat esensialia yang ada dalam akad pembiayaan 
adalah jumlah hutang, jangka waktu pengembalian, imbalan 
dan syarat penariakan pembiayaan, tujuan pembiayaan, cara 
pengembalian, cidera janji, dan jaminan dalam pembiayaan. 
syarat esensialia ini harus ada dalam perjanjian, jika tidak ada 
dalam perjanjian maka perjanjian menjadi tidak sempurna atau 
cacat sehingga tidak mengikat para pihak.
22
 
2) Syarat naturalia 
Adalah ketentuan dalam Undang-Undang yang dapat 
dimasukan kedalam perjanjian yang dibuat para pihak. para 
pihak bebas untuk membuat perjanjian yang isinya sesuai 
kehendak para pihak tetapi jika para pihak tidak mengatur 
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 Ibid., hlm.10 
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 Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 113 
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dalam perjanjian maka Undang-Undang yang akan 
melengkapinya.
23
 
3) Syarat aksidentalia 
Syarat yang tidak harus ada dalam perjanjian. Syarat ini dapat 
dicantumkan dalam perjanjian karena ada kepentingan salah 
satu pihak dalam perjanjian. Syarat ini untuk kepentingan LKS 
agar tidak mengganggu nasabah dalam menegmbalikan 
hutangnya dan untuk memudahkan LKS mengawasi nasabah. 
Syarat-syarat esensialia dan syarat lainnya yang perlu diatur 
dalam akad pembiayaan yaitu mencangkup tentang: 
a) Pasal yang mengatur jumlah pembiayaan  
b) Pasal yang mengatur jangka waktu pembiayaan 
c) Pasal yang mengatur besarnya bagi hasil 
d) Pasal yang mengatur syarat-syarat penarikan atau 
pencairan pembiayaan 
e) Pasal yang mengatur penggunaan pembiayaan 
f) Pasal yang mengatur cara pengembalian pembiayaan 
g) Pasal yang mengatur tentang jaminan pembiayaan 
h) Pasal yang mengatur kelalalian nasabah atau wanprestasi 
i) Pasal yang mengatur hak-hal yang harus dilakukan nasabah  
j) Pasal yang mengatur pembatasan terhadap tindakan 
k) Pasal yang mengatur asuransi barang jaminan 
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l) Pasal yang mengatur perselisihan dan penyelesaian 
sengketa  
m) Pasal yang mengatur keadaan memaksa 
n) Pasal yang mengatur pemberitahuan dan komunikasi 
o) Pasal yang mengatur tentang perubahan dan pengalihan 
Bahwa syarat-syarat dan ketentuan harus dilakukan dengan 
mencermati tidak sampai melanggar Undang-Undang, 
kepatutan atau ketertiban umum. Agar tidak sampai 
melanggar Undang-Undang para pihak yang membuat 
perjanjian itu harus memastikan bahwa ketentuan-
ketentuan memaksa dari hukum perjanjian.
24
 
B. Tinjauan Umum Jaminan  
1. Jaminan  
a. Pengertian Jaminan 
Di dalam Undang-Undang nomor 21 tahun 2008 tentang 
perbankan syariah digunakan istilah agunan untuk memaknai suatau 
jaminan. Yaitu, “agunan adalah jaminan tambahan baik berupa 
benda bergerak yang diserahkam oleh pemilik agunan kepada bank 
syariah dan /atau UUS, guna menjamin pelunasan kewajiban 
nasabah penerima fasilitas.” Menurut hukum positif, jaminan adalah 
sesuatu yang diberikan kepada kreditur yang diserahkan oleh debitur 
untuk menimbulkan keyakinan dan menjamin bahwa debitur akan 
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memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul 
dari suatu perikatan.
25
 
Jaminan dalam hukum positif mempunyai kedudukan seabagi 
pemberi kepastian hukum kepada kreditur atas pengembalian modal/ 
pinjaman/ kredit yang ia berikan kepada debitur, dalam arti bahwa 
barang jaminan setiap waktu tersedia untuk dieksekusi, bila perlu 
dapat  mudah diuangkan untuk melunasi hutang debitur. Nilai benda 
jaminan harus lebih tinggi dari jumlah  modal/ pinjaman/ kredit, 
dengan harapan ketika terjadi wanprestasi atau kredit macet maka 
jaminan itu dapat menutup (meng-cover ) pinjaman yang kreditur 
berikan.
26
 
b. Fungsi Jaminan dalam Pembiayaan  
Dari beberapa ketentuan yang berlaku di bidang perbankan 
dapat disimpulkan bahwa jaminan  dalam pembiayaan hampir selalu 
dipersyaratkan pada setiap skim pembiayaan. Sehubungan dengan 
itu adanya persyaratan yang mewajibkan  calon nasabah (debitur) 
untuk menyerahkan jaminan, maka hal tersebut lebih berkaitan 
dengan beberapa fungsinya. 
Mengenai fungsi jaminan dalam pembiayaan baik di tinjau dari 
sisi LKS maupun dari sisi nasabah dapat dikemukakan lebih lanjut 
sebagai berikut: 
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1) Jaminan sebagai pengamanan pelunasan pembiayaan 
Pembiayaan yang tidak dilunasi oleh nasabah baik seluruhnya 
ataupun sebagaian akan mengakibatkan kerugian bagi lembaga 
keuangan syariah. Kerugian yang menunjukan jumlah yang 
relatif  besar akan memengaruhi tingkat kesehatan bank dan 
kelanjutan usaha bank. 
2) Jaminan sebagai pendorong motivasi debitur 
3) Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan.27  
c. Pengikat Jaminan Pembiayaan 
Sehubungan dengan fungsi objek jaminan kredit dalam rangka 
pemberian pembiayaan, pengikat dan penguasaan perlu diperhatikan 
oleh bank. Kedua hal yag saling berkaitan ini perlu diatur oleh 
peraturan intern masing-masing LKS.
28
 
Terhadap setiap jaminan yang diserahkan nasabah dan disetujui 
oleh LKS, harus segera diikat sebagai jaminan utang. LKS 
seharusnya mengikat jaminan secara sempurna, yaitu dengan 
mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur 
tentang jaminan utang. Pengikat atau penguasaan jaminan kredit 
seharusnya dilakukan sebelum diizinkannya debitur menarik dana 
kredit. 
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1) Perjanjian pengikatan jaminan utang adalah perjanjian accesoir, 
yaitu perjanjian yang dibuat setelah adanya perjanjian pokok, 
perjanjian accesoir timbul (terjadi) karena adanya perjanjian 
pokok yang mendasarinya, salah satu contoh perjanjian 
accesoir adalah berupa perjanjain pengikat objek jaminan 
pembiayaan yang dibuat LKS bersama nasabah atau pemilik 
objek jaminan tersebut.
29
 
2) Praktik LKS mengenai pengikat jaminan pembiayaan 
Cara pengikat jaminan pembiayaan yang secara umum akan 
mengamankan kepentingan LKS adalah melalui suatu lembaga 
jaminan. Beberapa hal yang menguntungkan LKS bila mengikat 
jaminan pembiayaan secara sempurna, diantaranya: 
a) Bank mempunyai hak kebendaan terhadap objek jaminan 
pembiyaan 
b) LKS mempunysi hak didahulukan dari kreditor lain untuk 
memperoleh pelunasan pembiayaan dari hasil penjualan 
objek jaminan bila nasabah ingkar janji 
c) LKS mempunyai kepastian hukum terhadap pengikatan 
objek jaminan 
d) Lks mempunyai kemudahan untuk mencairkan objek 
jaminan
30
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d. Jenis-jenis Jaminan 
Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di 
Indonesia dan yang berlaku di luar negeri. Dalam Pasal 24 UU 
Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan ditentukan bahwa “bank 
tidak akan memberikan pembiayaan tanpa adanya jaminan” 
Jaminan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 
1) Jaminan  materiil, yaitu jaminan kebendaan 
Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam 
arti memberikan hak mendahului diatas benda-benda tertentu 
dan mempunyai sifat yang melekat dan mengikuti benda yang 
bersangkutan. 
2) Jaminan imateriil, yaitu jaminan perorangan 
Jaminan yang hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang 
lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang 
bersangkutan.
31
 
2. Fungsi dan Kedudukan Jaminan dalam Pembiayaan Syariah 
Meskipun dalam LKS bentuk jaminan yang ditetapkan sama 
bentuknya dengan yang diterapkan pada bank konvensional, (jaminan 
perorangan dan jaminan kebendaan) namun kedudukan jaminan berbeda 
antara bank konvensional dan LKS. Pada LKS posisi jaminan bukanlah 
sentral dalam pemberian dana pembiayaan. oleh karena LKS dalam 
memberikan pembiayaaan berdasarkan pada prinsip investasi, dimana 
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setiap investasi mempunyai kemungkinan untung dan rugi. Sehingga 
LKS lebih mengedepankan kelayakan usaha setiap calon mitra/ nasabah 
pembiayaan dan aspek kemitraan.
32
  
Berbeda dengan perbankan konvensional yang dalam setiap 
mengucurkan fasilitas kredit selalu mengedepankan aspek jaminan/ 
agunan (collater) dari nasabah. Di perbankan konvensional masalah 
jaminan merupakan masalah yang penting / dominan dan sentral.  Di 
mana dalam praktek penyaluran kredit pendekatan yang dipergunakan 
oleh pihak bank adalah colleteral approach (pendekatan dari segi 
jaminan / agunan). Sehingga jaminan merupakan hal yang wajib ada 
dalam setiap penyaluran dana kredit.
33
 
3. Jaminan dalam Pembiayaan Murabah}ah 
Jaminan dalam pembiayaan Murabaḥah, apabila ditinjau dari aspek 
regulasinya, dalam hal ini adalah ketentuan Fatwa DSN-MUI yang 
menjadi dasar pedoman perbankan syariah dalam melakukan kegaiatan 
usahanya, dalam Fatwa DSN-MUI tentang pembiayaan Murabaḥah 
Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa: “jaminan dalam 
Murabaḥah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya dan 
LKS dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat 
dipegang.
34
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Menurut Fatwa DSN-MUI tersebut, pada dasarnya dalam 
pembiayaan Murabaḥah, jaminan merupakan hal yang dibolehkan dan 
bukanlah merupakan hal/ sesuatu yang pokok yang harus ada dalam 
pembiayaan Murabaḥah. adanya jaminan dalam perbankan syariah 
khususnya dalam pembiayaan Murabaḥah  hanya untuk memberikan 
kepastian pada pihak LKS bahwa nasabah dalam pembiayaan akan serius 
dengan pesanannya. 
Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan jaminan bukanlah 
men-cover atas modal yang dikeluarkan oleh LKS dan jaminan bukanlah 
hal yang prinsip/pokok pada pembiayaan Murabaḥah, dalam artian 
pembiayaan Murabaḥah tanpa jaminan sudah dapat disetujui/berlaku. 
Jadi kedudukan jaminan menurut Fatwa DSN-MUI guna menghindari 
terjadinya penyimpangan dari pihak nasabah dan agar pihak nasabah 
tidak main-main atau serius dengan pesanannya sesuai dengan yang 
diperjanjikan di muka, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan 
syarat wajib pada setiap pembiayaan Murabaḥah.35 
C. Tinjauan umum tentang wanprestasi 
1. Pengertian wanprestasi 
Prestasi merupakan hal yang harus dilaksanakan dalam suatu 
perikatan yang pemenuhannya merupakan hakikat dari suatu perikatan. 
Kewajiban pemenuhan prestasi dari debitur selalu disertai dengan 
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tanggung jawab (liability), artinya debitur mempertaruhkan harta 
kekayaannya sebagai jaminan pemenuhan utangnya kepada kreditur.
36
 
Sedangkan wanprestasi berasal dari kata Belanda yang artinya 
prestasi buruk, dimana sikap seorang yang tidak memenuhi atau lalai 
dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan 
dalam perjanjian diantara kreditur dan debitur. Wanprestasi diatur dalam 
Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,
 37
 berbunyi:  
“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak 
dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila 
si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, 
tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan 
atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah 
dilampaukannya.”38 
 
2. Unsur-Unsur Terpenuhinya Wanprestasi 
Unsur-unsur seseorang  atau nasabah dapat dikatakan telah 
melakukan wanprestasi: 
a. Adanya Unsur Kesalahan 
 Kesalahan yang dimaksud adalah kesalahan dimana debitur 
dalam keadaan tidak mampu memenuhi kebendaan atau sehingga 
benda prestasinya tidak dapat terhindar dari kerugian. Intinya 
terpenuhinya unsur salah (schuld) dalam arti luas. Schuld yang 
dimaksud adalah meliputi kesalahan yang dibuat oleh debitur atau 
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seseorang yang terjadi karena adanya unsur kesengajaan (opzet) dan 
kelalain (onachtzaamheid) atau karena keadaan memaksa (force 
majaur).
39
 
b. Kesalahan Karena Disengaja 
Unsur kesengajaan disini adalah jika kerugian yang ditimbulkan 
diniatkan dan memang dikehendaki oleh debitur. 
c. Kesalahan Karena Kelalaian  
Unsur kelalaian adalah peristiwa dimana seseorang atau debitur 
seharusnya dalam kondisi objektif tahu atau patut menduga bahwa 
dengan perbuatan atau sikap yang diambil olehnya akan timbul 
kerugian memang disini debitur belum tahu apakah kerugian akan 
muncul atau tidak, tetapi sebagai orang yang normal seharusnya ia 
tahu atau bisa menduga akan kemungkinan munculnya kerugian 
tersebut.
40
 
d. Pernyataan lalai dan somasi (teguran) 
Dalam perjanjian yang tidak di tentukan kapan seseorang 
dikatakan dapat dinyatakan lalai, maka sesuai dengan ketentuan 
pasal 1238 KUH Perdata, bahwa seseorang debitur lalai apabila ia 
dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis yang 
menyatakan ia debitur lalai.
41
 
                                                          
39
 Ibid., hlm. 109. 
40
  Ibid. 
41
 Ibid., hlm. 111 
40 
 
3. Bentuk –bentuk wanprestasi 
Terdapat beberapa bentuk wanprestasi, secara umum dikenal empat 
bentuk wanprestasi yang sering terjadi, sebagai berikut: 
a. Tidak melaksanakan prestasinya sama sekali 
b. Melaksanakan tapi tidak tepat waktu atau terlambat dari yang di 
perjanjikan sebelumnya 
c. Melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan dan 
d. Nasabah melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh 
dilakukan.
42
 
4. Tata Cara Menyatakan Nasabah Wanprestasi 
Mekanisme dalam menyatakan debitur wanprestasi mesti melalui 
beberapa tahapan. Setidaknya terdapat dua bentuk tahapan yang harus 
dilakukan, sebagai berikut: 
a. Sommatie, yaitu peringatan tertulis yang diberikan oleh pihak 
kreditur kepada debitur secara resmi melalui pengadilan. Untuk akad 
pembiayaan pada dasarnya keadaan wanprestasi dapat lansung 
terpenuhi meskipun tanpa adanya peringatan atau pernyataan lalai 
terlebih dahulu dari pihak LKS, mengingat keadaan wanprestasi 
tersebut telah nyata dengan lewatnya waktu pemenuhan kewajiban. 
Namun demikian lazimnya dalam praktik, peringatan somasi kepada 
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nasabah tetap diperlukan untuk tindakan tertentu.
43
 Peringatan 
tersebut dijadikan suatu syarat yang harus dipenuhi oleh LKS jika 
akan mengajukan fiat eksekusi maupun parate eksekusi.
44
 
b. Ingebreke stelling, yaitu peringatan pihak lks kepada nasabah secara 
tersendiri dan tidak melalaui pengadilan.
45
 
5. Akibat Wanprestasi 
Ada beberapa akibat hukum ataupun sanksi yang dapat diterima oleh 
nasabah yang telah wanprestasi: 
a. Membayar ganti rugi yang diderita oleh LKS 
b. Pembatalan Perjanjian 
c. Peralihan resiko 
d. Membayar biaya perkara atas tuntutan yang dilayangkan oleh 
LKS.
46
 
Selain akibat hukum terhadap nasabah diatas, LKS dapat melakukan 
beberapa hal terhadap nasabah yang telah wanprestasi di antaranya: 
a. Tuntutan pembatalan perjanjian 
b. Tuntutan pemenuhan perjanjian  
c. Tuntutan ganti rugi 
d. Tuntutan pembatalan disertai tuntutan ganti kerugian 
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e. Tuntutan agar nasabah melaksanakan perjanjian disertai ganti 
rugi
47
 
Dalam hal ganti rugi, LKS dapat meminta ganti rugi kerugian yang 
dideritanya  kepada nasabah akibat kelalaiannnya sebagaimana yang 
diatur dalam pasal 1234-1244 KUH Perdata. LKS berhak menuntut 
meminta ganti kerugian berupa biaya, rugi, dan ijarah/ bagi hasil, dan 
kerugian terdapat dua unsur, yaitu: 
a. Kerugian yang nyata diderita (dammum emergens) meliputi 
biaya dan rugi 
b. Keuntungan yang tidak diperoleh (lucrum cessans) meliputi 
ijarah/ bagi hasil.
48
 
D. Ketentuan Lelang Hak Tanggungan Dan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1996 
1. Ketentuan Tentang Hak Tanggungan 
a. Pengertian 
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada 
hak atas tanah sebagaiaman dimaksud oleh Undang-Undang No.5 
Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria berikut 
atau tidak berikut benda-benda yang berkaitan dengan tanah.
49
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Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada 
hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
pokok agraria (UUPA) berikut atau tidak berikut benda-benda lain 
yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan 
utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan 
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur yang lain.
50
 
Sebelum pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan penting untuk 
memastikan terpenuhinya unsur-unsur pelaksanaan eksekusi 
Tanggungan, yaitu sebagai berikut: 
1) Merupakan hak jaminan untuk pelunasan hutang 
2) Merupakan hak atas tanah sesuai UUPA 
3) Dibebankan atas tanah dan dapat pula dibebankan berikut 
benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah 
tersebut 
4) Utang yang dijamin adalah utang tertentu  
5) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur 
tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.
51
 
b. Asas-Asas Hak Tanggungan  
1) Memberikan kedudukan yang diutamakan (droit de preference)  
2) Selalu mengikuti objek yang dijamin dalam tangan siapapun 
objek itu berada (droit de suite) 
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3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga dapat 
mengikat pihak ketiga, dan 
4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya52 
c. Sifat-sifat Hak Tanggungan  
1) Mempunyai sifat hak didahulukan  
2) Tidak dapat dibagi-bagi 
3) Membebani berikut atau tidak berikut benda-benda yang 
berkaitan atas tanah  
4) Mempunyai sifat accessoir 
5) Dan mempunyai sifat dapat diberi lebih53 
d. Perlawanan Terhadap Eksekusi Hak Tanggungan 
Hukum harus dapat memberikan perlindungan bagi pemberi 
dan penerima Hak Tanggungan serta pihak-pihak lain yang terkait 
serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang 
berkepentingan. 
Perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan sebenarnya 
hanya dapat dilakukan pihak ketiga sedangkan kalau dari debitur / 
termohon dapat dilakukan dengan upaya hukum bantahan guna 
mencegahpelaksanaan eksekusi lelang yang biasanya karena jumah 
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utang yang belum pasti atau nilai/limit harga lelang yang terlalu 
rendah.
54
 
e. Prosedur dan tahapan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan di 
pengadilan agama 
1) Pengajuan permohonan 
Langkah pertama adalah pemohon mengajukan 
permohonan eksekusi Hak Tanggungan kepada ketua 
pengadilan agama dengan melampirkan kelengkapan : 
a) Fotokopi sertifikat Hak Tanggungan yang memuat irah-
irah “demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha 
Esa” 
b) Fotokopi surat perjanjiaan  (akad syariah) utang piutang 
antara pihak kreditur dengan debitur 
c) Fotokopi pendaftaran hak tangggungan pada kantor 
pertanahan  
d) Fotokopi surat teguran/ peringatan/ somasi/dan kreditur 
kepada debitur atas kelalaiannya membayar cicilan utang; 
dan 
e) Surat kuasa yang masih berlaku, jika pemohon eksekusi 
menggunakan kuasa hukum
55
 
2) Aanmaning (teguran) 
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Setelah menerima permohonan eksekusi Hak Tanggungan 
dari pemohon (kreditur), selanjutnya ketua pengadilan agama 
memerintahkan jurusita / jurusita pengganti untuk memanggil  
debitur yang ingkar janji untuk ditegur (aanmaning). Teguran 
ini sebaiknya dilakukan sebanyak 2 kali, dan dalam kurun 
waktu 8 hari debitur harus memenuhi kewajibannya, yaitu 
membayar utangnya dengan sukarela. Jika debitur suami istri, 
maka harus dipanggil kedua-duanya guna mengetahui faktor 
apa yang menjadi penyebab tidak dipenuhinya perjanjian dan 
sekaligus diberikan peringatan agar keduanya dapat segera 
memenuhi kewajibanannya.
56
 
3) Sita eksekusi  
Apabila pihak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya 
dengan sukarela, kemudian ketua pengadilan agama agar tanah 
objek Hak Tanggungan tersebut disita dengan sita eksekutorial 
oleh panitera atau penggantinya dengan dibantu dua orang saksi 
yang memenuhi persyaratan menurut perundang-undangan . 
Panitera atau penggantinya yang telah melakukan penyitaan 
membuat berita acara tentang penyitaan itu dan 
memberitahukan maksudnya kepada pihak yang memiliki objek 
tersita jika yang bersangkutan hadir pada waktu itu. Apabila 
barang yang disita adalah barang yang tidak bergerak (tanah) 
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yang telah didaftarkan ke kantor pertanahan tanah, maka berita 
acara penyitaan tersebut diberitahukan kepada kepala panitera 
atau penggantinnya. Disamping itu panitera / penggantinya 
meminta kepada kepala desa / lurah setempat untuk 
mengumumkan seluas-luasnya di tempat itu dengan cara yang 
lazim digunakan di daerah itu. Jika setelah disita ternyata 
debitur tetap lalai maka tanah tersebut dijual lelang.
57
 
4) Penjualan lelang 
Pelelangan atas barang tidak bergerak berupa tanah milik 
debitur yang dijadikan jaminan, dilakukan dengan perantara 
bantuan kator lelang negara yang ada di daerah tersebut.
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2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 
Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 mengatur lembaga jaminan yang 
disebut Hak Tanggungan. Lembaga jaminan Hak Tanggungan digunakan 
untuk mengikat objek jaminan utang yang berupa tanah atau benda-
benda yang berkaitan dengan tanah yang bersangkutan. Dengan 
berlakunya UU No. 4 Tahun 1996, maka hipotek yang diatur dalam 
KUH Perdata dan Crediet Verband yang sebelumnya digunakan untuk 
mengikat tanah sebagai jaminan utang, untuk selanjutnya tidak 
digunakan oleh masyarakat untuk mengikat tanah sebagai jaminan utang. 
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Sejak berlakunya UU No.4 Tahun 1996, pengikatan objek jaminan 
berupa tanah sepenunya dilakukan melalui Lembaga Hak Tanggungan.
59
 
a. Ciri-ciri Hak Tanggungan  
Secara singkat dapat dikemukakan bahwa UU No. 4 Tahun 1996 
mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 
1) Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahulukan 
kepada pemegangnya 
2) Selalu mengikuti objek jaminan utang dalam tangan siapapun 
objek tersebut berada 
3) Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, pemenuhan asas 
spesialitas tercapai melalui akta pemberian Hak Tanggungan 
terhadap PPAT sesuai dengan persyaratannyaan pemenuhan 
asas publisitas tercapai dengan melakukan pendaftaran 
pembebanan Hak Tanggungang ke Kantor Pertanahan setempat. 
4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya60 
b. Di dalam UU No. 4 tahun 1996 mengatur beberapa ketentuan 
tentang eksekusi Hak Tanggungan, yaitu Pasal 20: 
a) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan : 
(1) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk 
menjual objek hak tangggungan sebagaimana di 
maksud dalam pasal 6 atau 
(2) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 
ayat (2) 
objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan 
umum menurut tata cara yang ditentukan dalam 
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  Ibid., hlm. 24 
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peraturan perundang-undang untuk pelunasan 
piutang pemegang Hak Tanggungan dengan hak 
mendahulu daripada kredito-kreditor lainnya. (ayat 
1) 
b) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak 
Tanggungan penjualan objek Hak Tanggungan dapat 
dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu 
akan dapat diperoleh harga tertinggi yang 
menguntungkan semua pihak (ayat 2) 
c) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan 
sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau 
pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang 
berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam dua 
surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan 
dan atau media massa setempat, serta tidak ada pihak 
yang menyatakan keberatan (ayat 2 dan ayat 3) 
d) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak 
Tanggungan dengan cara yang bertentangan dengan 
ketentuan pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) batal demi 
hukum. 
e) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, 
penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
dihindarkan dengan pelunasan utang yang dijamin 
dengan Hak Tanggungan itu beserta biaya-biaya 
eksekusi yang telah dikeluarkan (ayat 5) 
f) Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyataknan pailit, 
pemegang Hak Tanggunggan tetap berwenang 
melakukan segala hak yang diperolehnya menurut 
ketentuan Undang-Undang ini
61
 
 
c. Pasal 26 tentang peraturan peralihan 
“Selama belum ada peraturan perundang-undangan yang 
mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 
14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada 
mulai berlakunya Undang-Undang ini, berlaku terhadap 
eksekusi Hak Tanggungan.”62 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM PENGADILAN  AGAMA SURAKARTA DAN 
DESKRIPSI PERKARA EKONOMI SYARIAH NOMOR 170/ 
Pdt.G/2018/PA.Ska 
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Surakarta  
1. Profil Pengadilan Agama Surakarta 
Pengadilan Agama Surakarta adalah badan Peradilan di bawah 
Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dalam tugas dan fungsinya 
memiliki visi mendukung Mahkamah Agung Republik Indonesia 
mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Melaksanakan 
sebagaian tugas pokok kekuasaan keHakiman perkara perdata yaitu 
menerima, memeriksa, mengadili setiap perkara yang diajukan oleh para 
pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta, di mana 
dalam menjalankan tugas tersebut secara teknis yustisial dan administrasi 
finansialnya di bawah pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 
Menyelenggaran  peradilan yang  cepat, tepat dengan biaya terjangkau oleh 
semua lapisan masyarakat, meningkatkan penyedian tempat, sarana dan 
prasarana yang diperlukan serta meningkatkan pelayanan masyarakat 
sehingga dapat menikmati dan mendapatkan kepastian hukum.
1
 
Di dalam melaksanakan tugas sehari-hari Pengadilan Agama Surakarta 
menempati gedung yang telah sesuai prototipe Mahkamah Agung Republik 
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 http://www.pa-surakarta.go.id diakses 28 juni 2019, jam 11.13 WIB 
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Indonesia yang dibangun pada tahun 2009 seluas 1.000 M2 diatas tanah 
seluas 741 M2 terletak di jalan veteran no. 273 Telp. (0271) 636270 fax.
2
 
2. Kewenangan Absolut  
Pengadilan Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang 
menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat Pertama. 
Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. 
Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yakni menyangkut 
perkara-perkara: 
a. Perkawinan; 
b.  Waris; 
c. Wasiat; 
d. Hibah; 
e. Wakaf; 
f. Zakat; 
g. Infaq 
h. Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah3 
Selain kewenangan tersebut, pasal 52A Undang-Undang Nomor 3 
tahun 2006 menyebutkan bahwa “Pengadilan Agama memberikan istbat 
kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun 
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Hijriyah”. Penjelasan lengkap pasal 52A ini berbunyi: “Selama ini 
Pengadilan Agama diminta oleh Menteri Agama untuk memberikan 
penetapan (itsbat) terhadap kesaksian orang yang telah melihat atau 
menyaksikan hilal bulan pada setiap memasuki bulan Ramadhan dan 
awal bulan Syawal tahun Hijriyah dalam rangka Menteri Agama 
mengeluarkan penetapan secara nasional untuk penetapan 1 (satu) 
Ramadhan dan 1 (satu) Syawal. Pengadilan Agama dapat memberikan 
keterangan atau nasihat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan 
penentuan waktu shalat. Di samping itu, dalam penjelasan UU Nomor 3 
Tahun 2006 diberikan pula kewenangan kepada PA untuk 
Pengangkatan Anak menurut ketentuan hukum Islam.
4
 
3. Kewenangan Relatif 
Kewenangan relatif Pengadilan Agama merupakan kewenangan 
lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yuridiksi wilayahnya. Begitu 
pula Pengadilan Agama Surakarta yang mempunyai wilayah hukum 
yang membedakannya dengan Pengadilan lain. 
Tabel 1 
Wilayah Hukum Pengadilan Agama Surakarta 
a. Kecamatan Banjarsari 1) Kelurahan Kadipiro 
2) Kelurahan Nusukan 
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3) Kelurahan Gilingan 
4) Kelurahan Setabelan 
5) Kelurahan Kestalan 
6) Kelurahan Keprabon 
7) Kelurahan Timuran 
8) Kelurahan Ketelan 
9) Kelurahan Punggawan 
10) Kelurahan Mangkubumen 
11) Kelurahan Manahan 
12) Kelurahan Sumber 
13) Kelurahan Banyuanyar 
b. Kecamatan Pasar  Kliwon 1) Kelurahan Joyosuran 
2) Kelurahan Semanggi 
3) Kelurahanpasar Kliwon 
4) Kelurahan Gajahan 
5) Kelurahan Kampung Baru 
6) Kelurahan Baluwarti 
7) Kelurahan Kedung Lumbu 
8) Kelurahan Baluwarti 
9) Kelurahan Sangkrah 
10) Kelurahan Kauman 
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c. Kecamatan Jebres 1) Kelurahan Kepatihan 
Kulon 
2) Kelurahan Kepatihan 
Wetan 
3) Kelurahan Sudiroprajan 
4) Kelurahan Gandekan 
5) Kelurahan Sewu 
6) Kelurahan Pucangsawit 
7) Kelurahan Jagalan 
8) Kelurahan 
Purwodiningratan 
9) Kelurahan Tegalharjo 
10) Kelurahan Jebres 
11) Kelurahan Mojosongo 
d. Kecamatan Serengan 1) Kelurahan Kratonan 
2) Kelurahan Jayengan 
3) Kelurahan Kemlayan 
4) Kelurahan Joyontakan 
5) Kelurahan Danukusuman 
6) Kelurahan Serengan 
7) Kelurahan Tipes 
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e. Kecamatan Laweyan 1) Kelurahan Pajang 
2) Kelurahan Laweyan 
3) Kelurahan Bumi 
4) Kelurahan Panularan 
5) Kelurahan Penumping 
6) Kelurahan Sriwedari 
7) Kelurahan Purwosari 
8) Kelurahan Sondakan 
9) Kelurahan Kerten 
10) Kelurahan Jajar 
11) Kelurahan Karangasem 
 
 Sumber Data: Data Pengadilan Agama Surakarta 
 
4. Visi Misi Pengadilan Agama Surakarta 
a. Visi 
Terwujudnya peradilan yang agung dan berwibawa 
berdasarkan putusan yang adil sehingga tercipta kehidupan 
masyarakat yang tertib dan damai 
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b. Misi 
Menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-
perkara yang diajukan oleh umat Islam atau diluar Islam yang 
menundukan diri di hukum Islam bidang perkawinan, waris, wasiat, 
hibah, wakaf, shodaqoh dan ekonomi syariat secara sederhana 
cepat dan biaya ringan.
5
 
B. Gambaran Umum Perkara Nomor 170/ Pdt.G/2018/PA.Ska  
1. Tentang Pertimbangan Hukum 
Penggugat adalah tuan PJ
6
 seorang laki-laki berumur 47 tahun, 
beragama Islam dan beralamat di Klaten yang merupakan nasabah dari 
Kospin JSLK
7
 yang beralamat di Pasar Kliwon Kota Surakarta yang dalam 
hal ini merupakan salah satu pihak Tergugat dalam perkara Nomor 170/ 
Pdt.G/2018/PA.Ska. 
Perkara ini berawal ketika pihak lks melakukan lelang terhadap agunan 
yang diberikan PJ sebagai jaminan dalam pembiayaan murabahah. lks 
melakukan lelang tersebut untuk menutup kerugian karena pj dianggap tidak 
dapat memenuhi prestasinya dan melakukan cidera janji atas pembiayaan 
yang telah disepakati sebelumnya. PJ merasa tidak pernah diberi peringatan 
                                                          
5
 Ibid. 
6
 PJ merupakan nama samaran dari Penggugat, penulisan nama disamarkan guna menjaga 
identitas ataupun privasi dari Penggugat 
7
 JLSK merupakan nama samaran dari salah satu pihak  Tergugat 
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untuk proses lelang tersebut. Pj juga menyatakan bahwa alasan ia tidak 
dapat memenuhi prestasinya dikarenakan usaha yang ia jalankan tidak 
berjalan lancar namun walaupun begitu pj telah berusaha secara optimal 
untuk melunasi pembiayaannya dengan menitipkan uan sejumlah Rp 
60.000.000,- kepada tergugat namun ditolak oleh tergugat.
8
 
Tuan PJ kemudian mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama 
Surakarta  pada tanggal 20 Februari 2018 yang kemudian terdaftar di 
kepaniteraan Pengadilan Agama Suarakarta tanggal 21 Februari 2018.   
Bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para 
pihak dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah 
perlawanan Penggugat terhadap lelang jaminan yang berupa hak tanggungan 
atas beberapa bidang tanah dan bagunan yang dijadikan agunan dalam akad 
pembiayaan murabaḥah, yang mana lelang tersebut dilakukan oleh turut 
Tergugat I (i.c KPKNL Surakarta) atas permohonan Tergugat (i.c Kospin 
JSLK) guna pembayaran / pelunasan hutang Penggugat terhadap Tergugat, 
dan apakah pelaksanaan lelang yang didaftarkan tergugat kepada turut 
tergugat I adalah perbuatan melawan hukum.
9
 
Penggugat merasa pihak kospin JSLK telah melakukan perbuatan 
melawan hukum, dikarenakan telah melaksanakan lelang eksekusi hak 
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tanggungan terhadap agunan yang diajukan Penggugat dalam akad  
murabaḥah yang dalam hal ini masih dikuasi oleh Penggugat  sehingga 
perlu penetapan Pengadilan terlebih dahulu, Penggugat meragukan agunan 
(SHM tanah dan bagunan) yang ia berikan telah dipasang SKMHT (Surat 
Kuasa Hak Tanggungan), Penggugat merasa dirinya tidak pernah mendapat 
surat peringatan dari Tergugat, dalam mengemukakan pokok gugatannya  
Penggugat juga menjelaskan bahwa angsurannya macet disebabkan oleh 
bisnis Penggugat yang tidak berjalan lancar namun ia mengaku telah 
berusah seoptimal mungkin untuk melunasi pinjamannya, Penggugat juga 
telah berniat untuk menjual salah satu anggunannya untuk melunasi 
pinjamannya sebesar 100.000.000, namun pihak Tergugat meminta 
pelunasan sebesar 120.000.000, bahkan Penggugat telah menitipkan uang 
kepada Tergugat namun Tergugat menolak.
10
 
Atas tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut kemudian pihak 
Penggugat mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Agama Surakarta untuk 
diselesaikan melalui jalur hukum. 
2. Upaya Damai 
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah 
diperintahkan oleh majelis Hakim untuk melakukan usaha damai di luar 
persidangan dengan melaui Hakim mediator H. Zuabaidi, S.H. namun 
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berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Maret 2018 tidak berhasil 
menemukan kata mufakat.
11
 
3. Legal Standing 
Menimbang, bahwa oleh sebab berdasarkan akta perjanjian al-
murabaḥah yang diajukan oleh Tergugat I (bukti), yaitu berupa (fotocopy 
akad perjanjian al-murabaḥah,  atas nama PJ nomor 383 tanggal 16 
Desember 2014 ) yang dikeluarkan oleh Notaris PPAT dan bermaterai dan 
telah dicocokan dengan aslinya, yang membuktikan bahwa antara Tergugat I 
dan Penggugat sepakat mengadakan pembiayaan al-murabaḥah, maka kedua 
belah pihak memiliki legal standing dalam perkara ini.
12
 
4. Pertimbangan (bukti-bukti, gugatan, tuntutan) 
Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang 
isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan ataupun 
tambahan; 
Menimbang, bahwa Tergugat telah memberikan jawaban sebagaimana 
dalam jawabannya dan Turut Tergugat telah pula memberikan jawabannya 
Menimbang, bahwa karena dalam jawaban Tergugat dan Turut 
Tergugat I mengandung eksepsi
13
, maka sebelum pokok perkara akan 
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 Ibid., hlm. 33 
12
 Ibid. 
13
 Eksepsi ialah suatu sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat 
yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan.   
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dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat dan turut 
Tergugat I 
Menimbang, bahwa dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya sebagai 
berikut: 
1) Eksepsi obscuur Libel (Gugatan Kabur dan tida jelas) 
Tergugat (i.c.
14
 KOSPIN JLSK) menilai bahwa gugatan 
Penggugat (i.c. PJ) tersebut adalah kabur atau tidak jelas 
dikarenakan dalam gugatannya Penggugat sangat yakin bahwa 
pembiayaan murabahah yang telah mereka sepakati terjadi pada 
tahun 2015, dimana faktanya perjanjian tersebut terjadi pada tahun 
2014. Dengan demikian tergugat berpendapat bahwa hal tersebut 
merupakan hal yang keliru sehingga menimbulkan ketidak jelasan 
terhadap objek perkara ini.
15
 
2) Eksepsi eror in person (keliru pihak yang diraki sebagai Tergugat) 
Menurut Tergugat dalam perkara a-quo
16
, Penggugat salah 
menarik KOSPIN JLSK Klewer sebagai Tergugat, hal ini 
dikarenakan Kospin JLSK Klewer merupakan salah satu cabang 
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 i.c. Merupakan istilah yang digunakan untuk konsep persidangan yaitu in casu yang berarti 
“dalam hal ini” lihat http://kamushukum.web.id   
15
 Amar Putusan Nomor 170/ Pdt.G/2018/PA.Ska. 
16
  A QUO. Definisi dan arti kata a quo adalah „tersebut‟ penggunaan kata a quo sering digunakan 
untuk mengacu terhadap pembahasan yang sedang dilakukan sebelumnya. Lihat 
http://kamushukum.web.id  (diakses tanggal 28 September 2019 pukul 24.30 WIB) 
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Kospin dimana lembaga tertinggi dan berpusat di kota Pekalongan. 
Di mana dalam organisasi koperasi dipimpin oleh para pengurus, 
yang berhak mewakili KOSPIN di dalam maupun di luar 
Pengadilan sebagaimana akata Perubaha anggaran dasar Koperasi 
terakhir, dengan demikian tergugat meminta majelis Hakim untuk 
menolak ataupun setidak-tidaknya tidak dapat di terima.
17
 
Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama 
eksepsi dari Tergugat dan eksepsi dari Turut Tergugat I maupun tanggapan 
dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut bukan 
merupakan eksepsi tentang kompetensi atau kewenangan mengadili bagi 
pengadilan baik kompetensi absolute maupun kompetensi relatif, karena 
eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat I sudah masuk 
pada materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan 
bersama dengan pokok perkara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 
136HIR.; 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka 
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tidak tepat sehingga 
harus ditolak. 
Menimbang, bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah 
melakukan perjanjian sebagaimana tersebut diatas, dan dalam salah satu 
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 Amar Putusan Nomor 170/ Pdt.G/2018/PA.Ska. 
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klausulnya menyebutkan bila terjadi perselisihan penyelesaiannya melalui 
Pengadilan Negeri Pekalongan;
18
 
5. Kesimpulan 
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan bukti 
yang telah dihadirkan kedua belah pihak berpekara, majelis Hakim 
menyimpulkan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka 
Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini; 
Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Agama Surakarta tidak 
berwenang memeriksa perkara ini, maka gugatan Penggugat patutlah untuk 
dinyatakan tidak dapat diterima; 
C. Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor  170/ Pdt.G/2018/PA.Ska 
1. Putusan Akhir 
Mengingat  segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 
hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Agama 
Surakarta menjatuhkan putusan  
a. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; 
b. Membebankan kepada pengugat untuk membayar biaya perkara ini 
sejumlah Rp. 721.000,- (Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah) 
Demikian dijatuhkan putusan ini dalam permusyawaratan majelis 
Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 september 2018 Masehi, bertepatan 
dengan tanggal 25 dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Achmadi, 
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S.H., M.h. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. Jayin., dan Elis 
Rahmahwati, S.HI, SH, MH, Masing-masing sebagai Hakim anggota, 
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum 
pada hari itu juga, oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh 
Hakim anggota dan dibantu oleh sangadah, S.H sebagai Panitera 
Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat, kuasa 
turut Tergugat II diluar hadirnya Turut Tergugat I; 
2. Disseting Opinion 
Terhadap putusan Pengadilan Agama Surakarta pada perkara No. 170/ 
Pdt.G/2018/PA. Ska., Hakim Drs. H. Achmadi, SH., MH. Berpendapat beda 
(Disseting Opinion)
19
 terhadap putusan tersebut, sebagai berikut: 
a. Dalam Eksepsi: 
1) Bahwa mengenai kewenangan mengadili perkara ini menurut 
Tergugat bukan di Pengadilan Agama Surakarta karena koperasi 
simpan pinjam jasa (KOSPIN JASA) kantor Layanan Klewer 
Surakarta tidak dapat berdiri sendiri sebab kelembagaan 
tertingginya berpusat di Pekalongan, akan tetapi dalam hal ini 
sebagai pihak dalam perjanjian pembiayaan al-musyarakah 
maupun perjanjian al-murabaḥah sebagaimana bukti T.1 berupa 
perjanjian pembiayaan al-musyarakah No.475 dan T.2 berupa 
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 Disetting Opinion adalah pendapat suatu atau lebih hakim dalam suatu perkara yang 
menyatakan ketidaksetujuan dengan pendapat mayoritas majelis dalam hal penilaian terhadap hal 
tertentu. 
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perjanjian pembiayaan al-murabaḥah adalah tuan SP.Amd. 20 
sebagai kepala unit syariah cabang Surakarta sebagai pihak 
pertama dalam perjanjian tersebut berdasarkan surat pengangkatan 
kepala kantor kospin jasa tertanggal 11-12-2012 No. 
111/Sekr/F/JS/XII/2012 dengan akta-akta Notaris Muhammd Sauki 
No.6 dan 7 tertanggal 8-1-2013 sebagai kepala unit syaiah cabang 
Surakarta dinyatakan sah bertindak untuk dan atas nama Kospin 
Jasa, sehingga dalam hal ini dapat dimaknai bahwa pihak yang ada 
dalam kedua akad/ perjanjian tersebut pada T.1 dan T.2 telah atas 
nama Kospin Jasa sebagai cabang yang ada di Surakarta, sehingga 
menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta  
2) Bahwa berdasarkan pertimbanagan tersebut maka eksepsi yang 
diajaukan Tergugat dalam hal ini harus ditolak.
21
 
b. Dalam pokok perkara 
1) Bahwa oleh karena dalam pertimbangan pada Disseting Opinion 
tentang eksepsi yang diajukan Tergugat ditolak, maka gugatan 
Penggugat dapat diterima;  
Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat serta termuat dalam 
bukti T.1 T.18, T.19, T.20 dan T.21  Menimbang, bahwa dalam 
                                                          
20
 Salah satu Tergugat dalam perkara Putusan Nomor 170/ Pdt.G/2018/PA.Ska. 
21
 Amar Putusan Nomor 170/ Pdt.G/2018/PA.Ska. 
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perkara ini terdapat perbedaan pendapat (Disseting Opinion) oleh 
ketua majelis yaitu Drs. H. Achmadi, SH, MH sebagaiman yang 
dimuat setelah amar putusan ini; 
22
 
2) Dengan mendasarkan Penggugat telah melakukan wanprestasi 
kemudian Tergugat telah melakukan somasi atau perinagatan 
terhadap Penggugat sehingga Tergugat telah melakukan parate 
eksekusi  melalui turut Tergugat I (kantor pelayanan negara dan 
lelang /KPKNL Surakarta) atasa hak tanggungannya telah melakukan 
lelang jaminan milik Penggugat pada tanggal 2 Februari 2018 
meskipun dalam pelelangan tersebut belum ada penawaran atau 
belum ada pembeli
23
 
3) Bahwa sesuai fakta pihak Tergugat telah melakukan para eksekusi 
melalui KPKNL Surakarta yang dalam ini mendasarkan pasal 6 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tangggungan, 
padahal menurut pasal 26 UU ini mengenai ekseskusi terhadap Hak 
Tanggungan tidak dapat dilakukan parat eksekusi sebelum ada aturan 
yang mengaturnya, sebagaiman pendapat Dr.Drs. H Amran Suadi, 
SH.M.Hum., M.M dalam bukunya Penyelesaian Sengketa Ekonomi 
Syariah Teori dan Praktek halaman 202 bahwa secara teoritis pasal 6 
                                                          
22
 Ibid. 
23
 Ibid. 
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Undang-Undang NO.4 tahun 1996 tersebut terkendala dengan pasal 
26 UUHT tersebut (selama belum ada peraturan perundang-undangan 
yang mengaturnya, dengan memperhatikan ketentuan pasal 14\, 
peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada pada muali 
berlakunya undang-undang ini, berlaku teradapeksekusi hak 
tanggungan), maka untuk saat ini pelaksanan eksekusi hak 
tanggungan dilaksanakan sesuai ( penjelasan pasal 26 UU Tentang 
Hak Tanggungan yang dimaksud adalah sesuai pasal 224 HIR) yaitu 
harus dilaksanakan atas perintah ketua Pengadilan.
24
 
4) Bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan No. 
27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang, dalam hal ini 
menyangkut pelaksanaan lelang, bukanlah mengenai aturan atau tata 
cara eksekusi hak tanggungan, sedangkan pasal 26 UU No. 4 tahun 
1996 tersebut dalam penjelasannya yang dimaksud tentang tatacara 
eksekusi hak tanggungan adalah sesuai pasal 224 HIR harus 
dilaksanakan atas perintah ketua Pengadilan
25
 
5) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka parat eksekusi atas hak-hak 
tanggungan yang dilaksanakan turut Tergugat I (KPKNL 
Surakarta)terhadap jaminan milik Penggugat pada tanggal 26 
                                                          
24
 Ibid. 
25
 Ibid. 
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Februari 2018 adalah merupakan perbuatan hukum, sehingga lelang 
yang telah dilaksanakan Tergugat dan turut Tergugat I tersebut batal 
demi hukum; 
26
 
                                                          
26
 Ibid. 
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BAB  IV 
ANALISA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SURAKARTA  
NOMOR 170/PDT.G/2018/PA.SKA 
 
A. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pembatalan Lelang 
Jaminan dalam Putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska 
Sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya perkara  Nomor 
170/Pdt.G/2018/PA.Ska. adalah perkara tentang gugatan pembatalan lelang 
Hak Tanggungan  yang diajukan pada  tanggal 21 Februari 2018 ke muka 
Pengadilan Agama Surakarta oleh PJ melawan Tergugat yang dalam hal ini 
adalah KOSPIN JLSK. Pada tanggal 6 September 2018 Majelis Hakim 
memutuskan untuk memenangkan pihak Tergugat, Majelis Hakim 
memutuskan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima dan 
membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara, putusan 
tersebut diputusan oleh Majelis Hakim dengan menimbang atas duduk / 
pokok perkara, proses jawab-menjawab maupun proses pembuktian yang 
berlangsung selama proses persidangan. 
Mengenai eksekusi lelang jaminan berupa Hak Tanggungan yang 
dilayangkan oleh pihak LKS kepada pihak nasabah tidak akan terjadi apabila 
pihak nasabah dapat memenuhi prestasinya dan menyadari secara penuh 
ketika Penggugat menandatangani akad tersebut bahwa selain ia harus 
memenuhi kewajibannya mengangsur pembiayaan tersebut, ia juga harus 
sadar atas resiko yang akan ia terima bahwa ketika terjadi masalah dalam 
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menjalankan maupun memenuhi prestasinya, agunan yang ia berikan sebagai 
jaminan dari pembiayaan tersebut akan dilelang pihak LKS. Dalam akad 
pembiayaan tentu mengandung syarat dan ketentuan yang telah disepakati 
seperti jumlah hutang, jangka waktu pengembalian, imbalan dan syarat 
penariakan pembiayaan, tujuan pembiayaan, cara pengembalian, cidera janji, 
dan jaminan dalam pembiayaan. Penyertaan jaminan dalam pembiayaan 
adalah bentuk dari perjanjian buntut atau (accesoir) yang dibuat berdasarkan 
dengan perjanjian pokok. Oleh sebab itu sebagaimana ketentuan Pasal 1338 
ayat (1) dan ayat (3) KUHPerdata : “(1) semua perjanjian yang dibuat secara 
sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan (3) 
suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik,”. 1   Pasal ini 
menyatakan bahwa nasabah harus memenuhi dan menjalankan apa yang 
tertera dalam perjanjian tersebut dengan iktikad baik. 
Walaupun Penggugat dalam meyampaikan hal-hal pokok berdalih bahwa 
usahanya tidak berjalan lancar dan Penggugat telah berusaha optimal untuk 
melunasi pembiayaan tersebut, Penggugat harus tetap bertanggung jawab atas 
cidera janji yang telah dilakukannya dengan merelakan jaminan tersebut 
dilelang pihak LKS untuk menutupi kerugian yang diderita oleh pihak LKS. 
Agar lebih mudah dalam memahami dasar pertimbangan Hakim 
Pengadilan Agama Surakarta dalam memutus apakah terbukti LKS telah 
melakukan perbuatan melawan hukum atas permohonan eksekusi lelang Hak 
Tanggungan dan apakah benar Penggugat belum diberikan peringatan atas 
                                                          
1
 Ahmadi Miru, dkk., Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW ,  
(Jakarat: Rajawali  Pers, 2012) hlm.78 
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lelang yang telah dilangsungkan oleh pihak Tergugat dengan turut Tergugat I, 
maka akan dijelaskan secara lebih rinci sebagai berikut: 
Pertama,  Dalam proses persidangan sebelum memutus pokok perkara, 
karena Tergugat dan turut Tergugat menyampaikan eksepsi dalam 
jawabannya maka majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat terlebih 
dahulu untuk menanggapi apa yang dikemukakan oleh Tergugat dan turut 
Tergugat I dalam eksepsinya, yaitu: 
1. Eksepsi obscuur libel (gugatan kabur dan tidak jelas) 
Tergugat (i.c. KOSPIN JLSK) menilai bahwa gugatan 
Penggugat (i.c. PJ) tersebut adalah kabur atau tidak jelas 
dikarenakan dalam gugatannya Penggugat sangat yakin bahwa 
pembiayaan Murabaḥah yang telah mereka sepakati terjadi pada 
tahun 2015,  dimana faktanya perjanjian tersebut terjadi pada tahun 
2014. Dengan demikian Tergugat berpendapat bahwa hal tersebut 
merupakan hal yang keliru sehingga menimbulkan ketidak jelasan 
terhadap objek perkara ini.
2
 
2. Eksepsi eror in person (keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat I) 
Menurut Tergugat dalam perkara a-quo, Penggugat salah 
menarik KOSPIN JLSK Klewer sebagai Tergugat, hal ini 
dikarenakan Kospin JLSK Klewer merupakan salah satu cabang 
Kospin dimana lembaga tertinggi dan berpusat di kota Pekalongan. 
Di mana dalam organisasi koperasi dipimpin oleh para pengurus, 
                                                          
2
 Amar Putusan Nomor 170/ Pdt.G/2018/Pa.Ska, hlm. 7 
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yang berhak mewakili KOSPIN di dalam maupun di luar Pengadilan 
sebagaimana akat perubahan anggaran dasar Koperasi terakhir, 
dengan demikian Tergugat meminta majelis Hakim untuk menolak 
ataupun setidak-tidaknya tidak dapat di terima.
3
 
Eksepsi tersebut di tolak oleh majelis Hakim dikarenakan setelah majelis 
Hakim meneliti secara seksama eksepsi dari Tergugat dan eksepsi turut 
Tergugat maupun tanggapan dari Penggugat, maka majelis Hakim menilai 
bahwa eksepsi tersebut bukan merupakan eksepsi tentang kompetisi atau 
kewenangan Pengadilan baik kompetisi absolut ataupun kompetisi relatif, 
karena eksepsi yang diajukan Tergugat dan turut Tergugat I sudah masuk 
pada materi pokok perkara, maka eksepsi tersebut akan dipertimbangkan 
bersama dengan pokok perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR.
4
 
Walaupun eksepsi tersebut ditolak, isi dari eksepsi tersebutlah yang menjadi 
pertimbangan dasar majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut. 
Kedua, pertimbangan selanjutnya adalah mengenai penilaian majelis 
Hakim terhadap pokok masalah yang dipersengketakan dalam gugatan 
perkara a quo, bahwa setelah mendengarkan jawab menjawab antara pihak 
berpekara Hakim menyimpulkan bahwa pokok permasalahannya adalah 
apakah pelaksanaan lelang yang didaftarkan Tergugat kepada turut tegugat I 
serta pelaksanaan lelang tersebut sebagai perbuatan melawan hukum, karena 
                                                          
3
 Amar Putusan Nomor 170/ Pdt.G/2018/Pa.Ska, hlm. 8 
4
 Pasal 136 HIR “Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh tergugat, kecuali tentang hal 
hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus 
dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara” lihat 
https://m.hukumonline.com (diakses 29 september 2019 pukul: 10.53 wib) 
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Penggugat beralasan bahwa pelaksanaan lelang itu perlu penetapan 
Pengadilan terlebih dahulu. untuk menguatkan dalil gugatan tersebut 
Penggugat telah mengajukan beberapa bukti baik berupa surat ataupun saksi 
bahwa pengguguat  masih ada iktikad baik untuk melunasi pembiayaannya 
namun di tolak oleh pihak Tergugat. Karena keterangan saksi dalam hal 
tersebut oleh Penggugat hanya diajukan seorang saksi sehingga  apabila 
seorang saksi bukanlah bukti karena ketentuan minimal saksi tidak dipenuhi 
sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 169 HIR.
5
 
Ketiga, dalam memutus perkara a quo Hakim juga menilai tentang akad 
atau perjanjian yang telah dibuat oleh Tergugat dan Penggugat. Di dalam 
salah satu klasulnya meyebutkan bila terjadi perselisihan penyelesainnya 
melalui Pengadilan Negeri Pekalongan dan oleh sebab itu Hakim memandang 
bahwa sesuai Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata maka kedua belah pihak 
dihukum menaati perjanjian tersebut. Namun jika dilihat  dari Putusan 
Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 mengenai Yudicial Review
6
 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tantang Perbankan Syariah, yang 
menyatakan penyelesaian perbankan syariah merupakan kewenangan 
absolute/ mutlak peradilan Agama dan bukanlah kewenangan Pengadilan 
Negeri. Dengan alasan ini Hakim memutuskan tidak akan memperimbangkan 
                                                          
5
 Pasal 169 HIR “Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada satu alat bukti yang 
lainnya, di dalam hukum tidak dapat dipercaya”. Lihat https://m.hukumonline.com (diakses 29 
september 2019 pukul: 19.17 wib) 
6
 Yudicial Review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-
undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan lebih tinggi yang dilakukan 
oleh lembaga peradilan. Lihat www.indonesia.go.id (diakses 1 oktober 2019 pukul 3.24 WIB) 
73 
 
lebih lanjut bukti-bukti yang telah diajukan penggugat karena perkara 
tersebut bukan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Surakarta. 
Terhadap putusan ini terjadi perbedaan pendapat diantara ketua majelis 
dan dua orang Hakim anggota dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, 
akan tetapi tidak mencapai permufakatan maka sesuai Pasal 14 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009, majelis telah bermusyawarah dan diambil 
keputusan dengan suara terbanyak yang dicantumkan dalam amar putusan 
perkara ini. 
Dalam eksepsi ketua majelis  yaitu Hakim  Drs. H. Achmadi, SH. MH. 
Berpendapat bahwa mengenai mengenai kewenangan mengadili perkara ini 
menurut Tergugat bukan di Pengadilan Agama Surakarta karena koperasi 
simpan pinjam jasa (KOSPIN JASA) kantor Layanan Klewer Surakarta tidak 
dapat berdiri sendiri sebab kelembagaan tertingginya berpusat di Pekalongan, 
akan tetapi dalam hal ini sebagai pihak dalam perjanjian pembiayaan al 
musyarakah maupun perjanjian al Murabaḥah sebagaimana bukti T.1 berupa 
perjanjian pembiayaan al musyarakah No.475 dan T.2 berupa perjanjian 
pembiayaan al-Murabaḥah adalah SP.Amd. 7  sebagai kepala unit syariah 
cabang Surakarta sebagai pihak pertama dalam perjanjian tersebut 
berdasarkan surat pengangkatan kepala kantor kospin jasa tertanggal 11-12-
2012 No. 111/Sekr/F/JS/XII/2012 dengan akta-akta Notaris MS
8
 No.6 dan 7 
                                                          
7
 SP.Amd. merupakan nama samaran dari kepala unit syariah cabang Surakarta, penulisan 
nama disamarkan guna menjaga identitas ataupun privasi dari Tenggugat 
8
 MS. merupakan nama samaran Notaris yang berwenang melakukan pencatatan akta notaris 
terhadap dokumen-dokumen KOSPIN JLSK 
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tertanggal 8-1-2013 sebagai kepala unit syaiah cabang Surakarta dinyatakan 
sah bertindak untuk dan atas nama Kospin Jasa, sehingga dalam hal ini dapat 
dimaknai bahwa pihak yang ada dalam kedua akad/ perjanjian tersebut pada 
T.1 dan T.2 telah atas nama Kospin Jasa sebagai cabang yang ada di 
Surakarta, sehingga menjadi wilayah hukum Pengadilan Agama Surakarta. 
Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi yang diajaukan 
Tergugat dalam hal ini harus ditolak. 
Dari putusan ini dapat dilihat bahwa antara Hakim majelis yang 
memutus perkara memiliki pandangan yang berbeda terhadap kewenangan 
dalam mengadili perkara a quo, disseting opinion terjadi dikarenakan Hakim 
memiliki interprestasi yang berbeda dalam memandang fakta-fakta yang 
terdapat dalam perkara tersebut, penggunaan prinsip-prinsip yang berbeda, 
namun terlepas dari itu semua penulis berpendapat Majelis Hakim telah 
berusaha adil dalam memutus perkara tersebut sesuai dengan peraturan-
peraturan yang berlaku, terlihat dari pendapat masing-masing Hakim yang 
memiliki dasar pertimbangan dan disertai dengan Pasal-Pasal yang 
menguatkan pendapatnya tersebut.  
Berdasarkan putusan Hakim dalam Putusan Nomor 170/ 
Pdt.G/2018/Pa.Ska yang mengandung disseting opinion penulis melihat dua 
cara pandang Hakim dalam memutus perkara tersebut, pertama sudut 
pandang hukum yang dilihat oleh Hakim anggota yaitu sudut pandang 
dimana sebuah peraturan diterapkan terhadap suatu kasus yang memiliki ciri 
permasalahan yang sama dengan peraturan tersebut tanpa mempertimbangkan 
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alasan lain. Sudut pandang ini digunakan oleh Hakim anggota yang memutus 
bahwa,  perkara tersebut bukan kewenangan Pengadilan Agama Surakarta 
dikarenakan dalam klausa akad pembiayaan tersebut memilih Pengadilan 
Negeri Pekalongan dikarena pusat LKS tersebut ada di pekalong, kemudian 
dua Hakim anggota mendasari putusannya pada Pasal 1338 KUH Perdata 
ayat (1) dan ayat (3) KUH Perdata : “(1) semua perjanjian yang dibuat secara 
sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya dan (3) 
suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik,”. 
Sedangkan Hakim ketua berpandangan lain terhadap suatu peraturan, 
Hakim ketua menafsirkan Undang-Undang secara keseluruhan atau peraturan 
sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait/ 
mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Metode ini diterapkan 
Hakim ketua majelis dalam memandang bahwa berdasarkan bukti yang 
diberikan pihak Tergugat bahwa SP.Amd. sebagai kepala unit syariah cabang 
Surakarta dinyatakan sah bertindak untuk dan atas nama Kospin Jasa.  
Choice of law
9
 yang dipilih oleh pihak LKS pun mengandung kekeliruan 
karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 93/PUU-X/2012 
mengenai yudicial review Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tantang 
Perbankan Syariah, yang menyatakan penyelesaian perbankan syariah 
merupakan kewenangan absolute/ mutlak Peradilan Agama dan bukanlah 
kewenangan Pengadilan Negeri. Sehingga perkara tersebut menurut Hakim 
ketua majelis masih menjadi wilayah Kewenangan Pengadilan Agama 
                                                          
9
 Choice of law yaitu pilihan hukum merupakan bagian dari kebebasan berkontrak, yaitu para 
pihak bebas untuk menentukan isi dari kontrak, termasuk pilihan hukumnya. 
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Surakarta. Karena domisili pilihan dalam suatu perjanjian tidak secara mutlak 
menyingkirkan asas actor sequitur forum rei
10
, dan Tergugat tidak dapat 
melakukan eksepsi terhadap tindakan tersebut. Hal ini berdasarkan peraturan 
Pasal 118 ayat (4) HIR, terdapat perkecualian yang membuat ketentuan Pasal 
1338 KUHPerdata tersebut menjadi tidak bersifat mutlak. Ketentuan Pasal 
118 ayat (4) HIR mengatur sebagai berikut: “Bila dengan surat syah dipilih 
dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, 
dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam 
daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.” 11 
Berdasarkan hal tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Dalam sengketa perdata dimuka Hakim, kedua belah pihak yang 
berperkara, bahkan salah satu pihak berhak dan bebas memilih 
tempat tinggal lain dari tempat tinggal mereka yang sebenarnya 
2. Hak dan kebebasan memilih itu dituangkan dapat dituangkan dalam 
bentuk akta otentik maupun di bawah tangan; dan 
3. Dalam hal ada pilihan domisili, kepada para pihak tetap terbuka 
pilihan untuk memilih PN yang disepakati atau memilih PN di 
tempat mana Tergugat bertempat tinggal (actor sequitor forum rei)
12
 
                                                          
10
 Actor Sequitur Forum Rei Adalah asas dalam hukum acara perdata yang menerangkan 
tentang dimanakah seharusnya gugatan diajukan dan berdasarkan asas ini, maka pada prinsipnya 
gugatan hukum acara perdata itu diajukan di pengadilan tempat tinggal Tergugat. 
11
 Randang Ivan. S, Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan 
Kompetensi Relatif Pengadilan, Lex Privatum, Vol. Iv/No. 1/Jan/2016. Hlm. 27 
12
 Ibid., hlm.28 
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Apabila kita memperhatikan ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR dimaksud, 
tersirat secara jelas bahwa kesepakatan atas pemilihan domisili para pihak 
tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal 
Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) HIR. Bahkan 
ketentuan Pasal 118 ayat (1) tersebut lebih unggul tanpa mengurangi 
kebolehan mengajukan gugatan pada PN menurut Pasal-Pasal tersebut, atas 
pilihan penggugat. Dalam hal ini, apabila penggugat mau, maka ia dapat 
memilih kompetensi relatif berdasarkan domisili pilihan atau berdasarkan 
tempat tinggal Tergugat. Kebebasan memilih kompetensi relative dalam hal 
terdapat kesepakatan pilihan domisili, berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR 
tersebut sepenuhnya berada di tangan penggugat, bukan pada pihak Tergugat. 
Jadi, terserah kepada penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan 
kepada PN di daerah hukum tempat tinggal Tergugat atau PN yang 
disepakati.
13
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
13
 Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 201 
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B. Kekuatan Jaminan dalam Proses Penyelesaian Sengketa Wanprestasi 
Produk Pembiayaan Murabaḥah Ditinjau dari Undang Undang No. 4 
Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan 
Kekuatan jaminan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kekuatan 
hukum terhadap ketetapan pengajuan lelang jaminan yang dilayangkan pihak 
LKS kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah atau 
wanprestasi. Apakah memiliki kekuatan yang tetap sehingga tidak dapat 
diganggu gugat ataukah masih ada cela untuk membatalkan ketetapan 
tersebut dengan melihat aturan tata cara pelaksanaan eksekusi lelang Hak 
Tanggungan yang di anggap sah secara hukum. Telah di jelaskan sebelumnya 
bahwa perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska. adalah gugatan nasabah 
kepada pihak LKS terhadap sikap LKS yang melaksanakan lelang eksekusi 
Hak Tanggungan terhadap agunan milik Penggugat. 
Walaupun pembiayaan tersebut menggunakan perjanjian yang berprisip 
syariah yaitu Murabaḥah, dimana jaminan hanya berfungsi sebagai 
pengaman agar nasabah bersungguh-sungguh melakukan prestasinya. Namun 
peraturan yang digunakan ketika terjadi sengketa antara nasabah dan pihak 
LKS tetaplah menggunakan peraturan yang berlaku untuk pembiayaan / 
kredit bank konvensional, karena di Indonesia sendiri belum ada peraturan 
khusus yang mengatur secara detail tentang  lelang jaminan pembiayaan 
syariah.  
Meskipun telah ada Fatwa MUI yang mengatur tentang pembiayaan 
murabah yaitu Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 di dalamnya hanya 
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dijelaskan bahwa diperbolehkan meminta jaminan dalam pembiayaan 
Murabaḥah dan di dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pun hanya 
menjelaskan tentang syarat-syarat akad Murabaḥah tidak ada hal khusus yang 
mengatur permasalahan tentang eksekusi/ lelang jaminan dalam akad 
pembiayaan Murabaḥah. semua tetap merujuk pada peraturan perundang 
undangan yang ditujukan kepada pembiayaan dan penyelesaian kredit 
bermasalah pada produk kredit konvensional. 
Walaupun Hakim majelis memutuskan tidak dapat menerima 
gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam perkara nomor 
170/pdt.g/2018/pa.ska. namun dalam putusan ini kita dapat melihat apa 
saja syarat –syarat yang dapat menjadikan sebuah penetapan pengajuan 
lelang menjadi kuat dan tidak didiskualifikasi sebagai perbuatan 
melawan hukum. Dari putusan ini juga kita dapat melihat pandangan 
hukum yang berbeda (disetting opinnion) terhadap tatacara pengajuan 
lelang yang disampaikan oleh salah satu Hakim majelis yang memutus 
perkara tersebut. 
Dari Amar Putusan Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska penulis melihat 
bahwa dalam mengajukan penetapan lelang terhadap barang agunan pihak 
LKS harus memenuhi beberapa ketentuan yang telah diatur dalam peraturan 
tatacara pengajuan lelang.  
Pertama, Suatu  pengajuan penetapan lelang harus didasarkan adanya 
cidera janji atau wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak nasabah. LKS 
baru boleh melakukan eksekusi lelang jaminan jika nasabah telah terbukti 
80 
 
melakukan cidera janji atau wanprestasi. Karena fungsi jaminan pembiayaan 
untuk mengamankan pelunasan pembiayaan  baru akan muncul pada saat 
pembiayaan dinyatakan sebagai pembiayaan bermasalah. Hal ini sesuai 
dengan bunyi Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata,
 14
:  
Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya 
suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah 
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika 
sesuatu yang harus diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang 
telah dilampaukannya.
15
 
 
Berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Putusan Nomor 
179 K/ Ag/ 2017 tertanggal 10 April 2017 dalam pertimbangannya 
Mahkamah Agung, adanya stressing atau penekanan bahwa lelang yang 
dilakukan sah  karena tidak adanya unsur melawan hukum yang terbukti saat 
lelang dilakukan karena dua hal: 
1. Terbuktinya debitur telah wanprestasi dengan tidak membayar 
pembayaran sesuai janji yang disepakati  
2. Adanya somasi atau teguran sebanyak tiga kali oleh LKS kepada 
nasabah. 
Unsur terbuktinya perbuatan wanprestasi adalah kunci utama dalam 
menentukan apakah perbuatan lelang Hak Tanggungan yang 
dilakukan  adalah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan 
hukum atau tidak. Peringatan tersebut dijadikan suatu syarat yang 
                                                          
14
 Ibid. 
15
  Subekti, dkk., Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta :Balai Pustaka, 2016) hlm. 
324 
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harus dipenuhi oleh LKS jika akan mengajukan fiat eksekusi 
maupun parate eksekusi.
16
 
Untuk akad pembiayaan pada dasarnya keadaan wanprestasi dapat 
langsung terpenuhi meskipun tanpa adanya peringatan atau pernyataan lalai 
terlebih dahulu dari pihak LKS, mengingat keadaan wanprestasi tersebut 
telah nyata dengan lewatnya waktu pemenuhan kewajiban. Namun demikian 
lazimnya dalam praktik, peringatan somasi kepada nasabah tetap diperlukan 
untuk tindakan tertentu.
17
 Peringatan tersebut dijadikan suatu syarat yang 
harus dipenuhi oleh LKS jika akan mengajukan fiat eksekusi maupun parate 
eksekusi.
18
 
Dari proses jawab menjawab dan proses pembuktian antara penggugat 
dan Tergugat dapat disimpulkan bahwa pihak penggugat benar-benar telah 
melakukan wanprestasi hal ini terbukti dari pernyataan bahwa akad 
murabahah yang di buat pada 16 desember 2014  dengan jangka waktu 
pelunasan selama 48 bulan sampai dengan 16 desember 2018 telah jatuh 
tempo dan mengalami kemacetan.
19
   
Pihak LKS pun telah memberikan teguran sebanyak 3 kali dan 
peringatan sebanyak 2 kali yang telah dibuktikan dimuka pengadilan. 
penggugat sendiri  mengakui bahwa ia hanya mampu mengangsur 
                                                          
16
  Amran Suadi, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Dan Kaidah Hukum, 
(Jakarta: Prenada Media, 2018), hlm. 37 
17
Dewi Nurul, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah, (Yogyakarta: 
Parama Publising, 2012) hlm. 144 
18
 Fiat eksekusi merupakan eksekusi yang dilakukan melalui pengadilan sedangkan parate 
eksekusi adalah ekseksi yang langsung dilakukan di kantor lelang. 
19
 Amar Putusan Nomor 170/ Pdt.G/2018/Pa.Ska, hlm. 15 
82 
 
pembiayaan sebanyak 3 kali,
20
 dimana hal tersebut sangat jauh dari 
kewajiban yang harus penggugat laksanakan. Dari Pernyataan tersebut juga 
dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur untuk menyatakan nasabah 
wanprestasi telah terpenuhi. 
Kedua, untuk sahnya pelaksanaan lelang pihak penjual (i.c Tergugat) 
dalam hal ini pihak LKS harus melengkapi dokumen-dokumen dalam 
prosedur pengajuan lelang agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat  
Sahnya eksekusi lelang jaminan salah satunya didukung dengan 
bagaimana LKS memperlakukan jaminan yang telah diserahkan nasabah 
sebagai agunan. Agar LKS mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari 
kreditor konkuren, utang dapat diikat dengan hak jaminan yang bersifat 
khusus, sehingga LKS memiliki hak prefenrensi (didahulukan) dalam 
pelunasan hutangnya. LKS diharusnya mengikat jaminan secara sempurna, 
yaitu dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang jaminan utang. Pengikat atau penguasaan jaminan kredit 
seharusnya dilakukan sebelum diizinkannya nasabah menarik dana 
pembiayaan. 
1. Mengikat jaminan dengan perjanjian accessoir,  
Dilakukan dengan membuat perjanjian jaminan pembiayaan antara 
LKS dan nasabah, sifat perjanjian accesoir menurut hukum merupakan 
perjanjian ikutan yang keberadaannya senantiasa mengikuti perjanjian 
                                                          
20
 Amar Putusan Nomor 170/ Pdt.G/2018/Pa.Ska, hlm. 37 
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pokok. Hal ini termuat dalam Undang-Undang No.4 Tahun 1996 Pasal 
10 ayat (1), yaitu:  
“Pemberian Hak Tanggungan didahului dengan janji untuk 
memberikan Hak Tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang 
tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak 
terpisahkan dari perjanjian utang-piutang yang bersangkutan 
atau perjanjian lain-nya yang menimbulkan utang tersebut.” 
 
2. Mengikat jaminan melalui Lembaga Jaminan 
Pengikat jaminan pembiayaan yang secara umum akan 
mengamankan kepentingan LKS adalah melalui suatu lembaga jaminan, 
jaminan yang berupa Sertifikat Hak Milik suatu tanah harus segera diikt 
dan dipasang dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan dan harus 
didaftarakan di Kantor Badan Pertanahan Nasional agar mendapatkan 
atau diterbitkannya Sertifikat Hak Tanggungan. Dengan demikian sesui 
Pasal 13 ayat 1  “pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada 
kantor pertanahan” dan Pasal 14 ayat (1), (2), dan (3) Sertifak Hak 
Tanggungan memiliki kekuatan hukum tetap. 
(1) Sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor 
Pertanahan menerbitkan sertipikat Hak Tanggungan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
(2) Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI 
KEADILAN BERDASARKAN KETUHAN-AN YANG 
MAHA ESA”.  
(3) Sertipikat Hak Tanggunan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama 
dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh 
kekeuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti 
grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah. 
 
Beberapa hal yang menguntungkan LKS bila mengikat jaminan 
pembiayaan secara sempurna, diantaranya: 
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a. Bank mempunyai hak kebendaan terhadap objek jaminan pembiyaan 
b. LKS mempunysi hak didahulukan dari kreditor lain untuk 
memperoleh pelunasan pembiayaan dari hasil penjualan objek 
jaminan bila nasabah ingkar janji. Pasal 1132 KUH Petdata 
c. LKS mempunyai kepastian hukum terhadap pengikatan objek 
jaminan 
d. LKS mempunyai kemudahan untuk mencairkan objek jaminan21 
Ketiga, Setelah semua persyaratan dipenuhi barulah lelang jaminan 
terhadap pembiayaan bermasalah atau wanprestasi dapat dilakukan sesuai 
ketentuan UU No. 4 Tahun 1996 tentang eksekusi Hak Tanggungan, yaitu 
Pasal 20: 
a) Apabila debitur cidera janji, maka berdasarkan : 
(1) hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual 
objek hak tangggungan sebagaimana di maksud dalam 
Pasal 6 atau 
(2) titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 
(2) 
objek Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum 
menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan 
perUndang-Undang untuk pelunasan piutang pemegang 
Hak Tanggungan dengan hak mendahulu daripada kredito-
kreditor lainnya. (ayat 1) 
b) Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan 
penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah 
tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga 
tertinggi yang menguntungkan semua pihak (ayat 2) 
c) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
hanya dapat dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak 
diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan atau pemegang 
Hak Tanggungan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan 
diumumkan sedikitnya dalam dua surat kabar yang beredar di 
                                                          
21
 Ibid., hlm. 134-137. 
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daerah yang bersangkutan dan atau media massa setempat, serta 
tidak ada pihak yang menyatakan keberatan (ayat 2 dan ayat 3) 
d) Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan 
dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan pada ayat (1), 
ayat (2) dan ayat (3) batal demi hukum. 
e) Sampai saat pengumuman untuk lelang dikeluarkan, penjualan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihindarkan dengan 
pelunasan utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan itu 
beserta biaya-biaya eksekusi yang telah dikeluarkan (ayat 5) 
f) Apabila pemberi Hak Tanggungan dinyataknan pailit, 
pemegang Hak Tanggunggan tetap berwenang melakukan 
segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan Undang-
Undang ini 
  
Jika di analisa, Putusan Nomor 170/ Pdt.G/2018/Pa.Ska, dilihat dari 
disseting opinion dalam poin yang kedua yaitu pendapat ketua majelis dalam 
menimbang penyelesaian pokok perkara ketua majelis memberikan 
pandangannya bahwa  penetapan lelang harus melalui Pengadilan. dan dari 
pendapatnya itu juga ketua majelis memberikan sinyal bahwa masih ada 
kemungkinan yang dapat membatalkan proses lelang tersebut selain dengan 
memenuhi syarat yang telah dijelaskan di atas. 
Dalam pendapatnya ketua majelis memandang bahwa sesuai fakta pihak 
Tergugat telah melakukan para eksekusi melalui KPKNL Surakarta yang 
dalam ini mendasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang 
Hak Tangggungan, “Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan 
pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas 
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 
piutangnya dari hasil penjualan tersebut.” Padahal menurut Hakim ketua 
majelis Pasal tersebut terkendala dengan Pasal 26 “Selama belum ada 
peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, dengan memperhatikan 
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ketentuan dalam Pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada 
pada mulai berlakunya Undang-Undang ini, berlaku terhadap eksekusi Hak 
Tanggungan.” 
Dan karena dalam jawabannya turut Tergugat I (i.c. Kantor Pelayanan 
Kekayaan Negara dan Lelang) menyatakan bahwa pelaksanaan lelang 
tersebut dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 
27/PMK.06/2016 menurut Hakim ketua majelis peraturan tersebut hanya 
menyangkut pelaksanaan lelang dan bukanlah peraturan mengenai aturan tata 
cara eksekusi Hak Tanggungan, sedangkan Pasal 26 UU No. 4 tahun 1996 
tersebut dalam penjelasannya yang dimaksud tentang tatacara eksekusi Hak 
Tanggungan adalah sesuai Pasal 224 HIR harus dilaksanakan atas perintah 
ketua Pengadilan. 
“Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat 
di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai 
perkataan "Atas nama Undang-Undang" berkekuatan sama dengan 
putusan Hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan 
jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan 
perintah dan pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah 
hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih 
tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada Pasal-Pasal di 
atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa 
paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan 
dengan keputusan Hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus 
dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum 
Pengadilan Negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, 
maka peraturan-peraturan pada Pasal 195 ayat kedua dan yang 
berikutnya dituruti.” 
Penjelasan:  
1. Pasal 224 ini menerangkan, bahwa surat-surat yang dianggap 
mempunyai kekuatan yang pasti untuk dieksekusikan seperti 
surat keputusan Hakim yaitu:  
. surat utang memakai hipotik.  
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. surat utang yang dilakukan di hadapan notaris (akte notaris) 
yang kepalanya memakai perkataan-perkataan dahulu "Atas 
nama Raja", kemudian berturut-turut diubah menjadi "Atas 
nama Republik Indonesia", "Atas nama Undang-Undang" dan 
sekarang berdasarkan Pasal 4 UU Pokok KeHakiman No. 
14/1970 menjadi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa".  
2. Apabila surat-surat yang tersebut di atas itu tidak ditepati 
dengan jalan damai, maka akan dijalankan seperti keputusan 
Hakim biasa, yaitu dilangsungkan dengan perintah dan 
pimpinan ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah 
hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau 
memilih sebagai tempat tinggalnya, akan tetapi mengenai 
paksaan badan (sanders = gijzeling) hanya dapat dilakukan 
apabila sudah diizinkan dengan keputusan Pengadilan Negeri.  
 
Namun pendapat Hakim ketua majelis tersebut bertentangan dengan 
fungsi kehadiran Lembaga Jaminan sebagai kemudahan dalam proses 
eksekusi barang jaminan ketika terjadi cidera janji tanpa harus melalui 
Lembaga Pengadilan. Hal ini dikarenakan LKS mempunyai hak preferensi 
dalam pelunasan hutangnya apabila agunan tersebut telah diikat dengan 
lembaga jaminan.
22
 Hal ini juga diperkuat dengan bunyi Pasal 1133 KUH 
Perdata, yaitu “hal untuk didahulukan di antara orang-orang yang berpiutang 
terbit dari hak istimewa, dari gadai dan dari hipotek.” Hal ini juga tertera 
dalam Pasal 20   ayat (1) UUHT, yang berbunyi apabila debitur cidera janji, 
maka berdasarkan:  
a. Hak pemegang Hak Tanggungan pertama untuk menjual objek 
Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau  
b. Titel eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat Hak 
Tanggungan sebagaimana  dimaksud dalam 14 ayat (2), objek 
Hak Tanggungan dijual melalui pelelangan umum menurut tata 
                                                          
22
 Droit de preference merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan. Yang artinya hak 
kebendaan yang lebih dulu terjadi akan lebih diutamakan dari pada yang terjadi kemudian atau 
sering disebut asas prioritas. Maka kiranya makna kata diutamakan dalam hak tanggungan adalah 
sama dengan prefern, yaitu preferen atau didahulukan di dalam mengambil pelunasan atas hasil 
penjualan / eksekusi benda objek hak tanggungan, dibanding dengan para kreditur konkuren. 
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cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan 
untuk pelunasan piutang pemegang Hak Tanggungan dengan 
hak mendahulu dari pada kreditor-kreditor lainnya. 
 
Lebih lanjut  dijelaskan dalam penjelasan umum angka 4 yang 
menyatakan: 
Hak Tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk 
pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan 
kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Dalam arti, 
bahwa jika debitur cidera janji, kerditur pemegang Hak Tanggungan 
berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan 
jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
bersangkuta, dengan hak mendahulu daripada kreditur-kreditur yang 
lain. Kedudukan diutamakan tersebut sudah barang tentu tidak 
menguangi preferensi piutang-piutang negara menurut ketentuan-
ketentuan hukum berlaku. 
 
Salah satu ciri Hak Tanggungan sebagai lembaga hak jaminan atas tanah 
yang kuat, yaitu mudah dan pasti dalam pelaksanaannya. Karenanya hak 
eksekusi objek Hak Tanggungan berada ditangan kreditor. Dari ketentuan 
dalam Pasal 10 ayat (1) UUHT dapat diketahui, bahwa terdapat 2 (dua) cara 
eksekusi objek Hak Tanggungan, yaitu: 
1. Berdasarkan parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
UUHT 
2. Berdasarkan titel eksekutorial yang tedapat dalam sertifikat Hak 
Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) UUHT. 
Dengan diadakannya lembaga Hak Tanggungan disediakan cara 
penyelesaian yang khusus, berupa kemudahan dan pasti dalam 
pelaksanaannya. 
Sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 20 ayat (1) UUHT, 
bahwa cara eksekusi Hak Tanggungan sebagaimana diatur dalam Pasal 20 
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UUHT merupakan perwujudan dari kemudahan yang disediakan Undang-
Undang Hak Tanggungan bagi para kreditor pemegang Hak Tanggungan 
dalam hal harus dilakukan eksekusi. 
Dalam rangka memberikan kemudahan pelaksanaan eksekusi objek Hak 
Tanggungan kepada kreditor pemegang Hak Tanggungan diberikan hak atas 
kekuasaannya sendiri untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan bila 
debitur cidera janji sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 6 UUHT. 
Ketentuan dalam Pasal 6 UUHT memberikan hak kepada kreditor (pemegang 
Hak Tanggungan ) pertama untuk menjual objek Hak Tanggungan atas 
kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan 
piutangnya dari hasil penjualan tersebut bila debitur cidera janji. 
Melalui Pasal 6 UUHT, pembuat Undang-Undang bermaksud untuk 
memberikan suatu kedudukan yang kuat kepada pemegang Hak Tanggungan, 
yaitu dengan memberikan suatu hak yang sangat ampuh, yang disebut parate 
eksekusi. Karena yang diberikan itu berupa hak, maka dalam hukum berlaku 
prinsip terserah kepada pemilik hak akan menggunakannya atau tidak. Tidak 
ada larangan untuk tidak memanfaatkan hak yang diberikan kepada orang 
atau pihak tertentu. 
Bertalian dengan parate eksekusi, angka 9 penjelasan umum atas UUHT 
menyatakan; 
Walaupun secara umum ketentuan tentang eksekusi telah diatur 
dalam hukum acara perdata yang berlaku. Dipandang perlu untuk 
memasukan secara khusus ketentuan tentang eksekusi Hak 
Tanggungan dalam Undang-Undang ini, yaitu mengatur lembaga 
parate eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 HIR dan 
Pasal 258 RBg. 
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Dari angka 9 penjelasan umum atas UUHT diatas diketahui, bahwa  
menurut pembentuk undang –undang Hak Tanggungan, ketentuan dalam 
Pasal 224 HIR/ 258RBg mengatur mengenai lembaga parate eksekusi. 
Sesungguhnya eksekusi objek Hak Tanggungan yang didasarkan kepada 
Pasal 224 HIR/ 258RBg bukanlah merupakan parate eksekusi, melainkan 
merupakan eksekusi Hak Tanggungan yang didasarkan kepada titel 
eksekutorial, sebab parate eksekusi merupakan pelaksanaan eksekusi tanpa 
melalui bantuan pengadilan. 
Parate eksekusi itu dilaksanakan tanpa meminta fiat dari ketua 
pengadilan. Karenanya pelaksanaan parate eksekusi tidak mendasar pada 
ketentuan dalam Pasal 224 HIR dan 258 RBg sebagaimana disebutkan dalam 
penjelasan umum angka 9 dan penjelasan atas Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3) 
UUHT. Karena kewenangan pemegang Hak Tanggungan pertama itu 
merupakan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang. 
 Dari pemaparan diatas penulis berkesimpulan, kurang tepat kiranya 
suatu pelaksanaan lelang Hak Tanggungan diharuskan dilaksanakan sesuai 
(penjelasan Pasal 26 UUHT tentang Hak Tanggungan yang dimaksud adalah 
sesuai Pasal 224 HIR) yaitu harus dilaksanakan atas perintah ketua 
pengadilan. Karena dalam Pasal 10 UUHT pun menjelaskan bahwa Undang-
Undang memberikan beberapa opsi yang dapat diambil oleh LKS dalam 
menentukan eksekusi terhadap benda jaminan dan dua cara tersebut berbeda 
dalam pelaksanaannya, yang satu berdasarkan titel eksekutorial dan seperti 
suatu keputusan pengadilan, harus mengikuti prosedur yang ditentukan dalam 
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hukum acara perdata, sedangkan yang lain adalah eksekusi di luar campur 
tangan pihak pengadilan. 
Dan dari pemahaman penulis setelah penulis memaparkan pokok 
pembahasan dalam penelitian ini, bahwa tatacara eksekusi Hak Tanggungan 
sesungguhnya memiliki 4 cara yang telah diataur dalam Undang-Undang, 
yaitu : 
1. Berdasarkan fiat eksekusi, Fiat eksekusi merupakan eksekusi yang 
dilakukan melalui pengadilan  
2. Berdasarkan parate eksekusi, sedangkan parate eksekusi adalah eksekusi 
yang langsung dilakukan di kantor lelang tanpa memerlukan fiat dari 
ketua pengadilan. (Pasal 6 UUHT) 
3. Berdasarkan titel eksekutorial, yaitu eksekusi dengan menunjukan 
sertifikat hak tanggungan yang bersangkutan dan mengajukannya 
permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan, yang kemudian eksekusi 
akan dilakukan berdasarkan perintah ketua pengadilan  melalui 
pelelangan umum.(Pasal  14 ayat (2) UUHT ) 
4. Berdasarkan lelang dibawah tangan, yaitu eksekusi yang dilakukan di 
luar pelelangan umum atas kesepakatan kedua belah pihak untuk 
memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak. (Pasal 
20 ayat (2) UUHT)  
Dan karena banyak yang kreliru dan menyamakan antara parate eksekusi 
dan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial, sehingga hal ini yang 
menyebabkan Hakim majelis memiliki pandangan bahwa eksekusi Hak 
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Tanggungan dalam sengketa Putusan Nomor 170/Pdt,G/2018/Pa.Ska harus 
melalui penetapan dari ketua pengadilan karena dalam pemaparan Tergugat 
selama proses persidangan mereka menekankan bahwa eksekusi yang mereka 
lakukan adalah berdasarkan titel eksekutorial yang mereka samakan dengan 
parate eksekusi, padahal kedua eksekusi tersebut memiliki proses yang 
berbeda dalam pelaksanaanya. yang dalam hal ini harus mengikuti prosedur 
yang ditentukan dalam hukum acara perdata dengan mengajukan sertifikat 
Hak Tanggungan kepada pengadilan untuk dilakukan eksekusi Hak 
Tanggungan, penggugat tidak menekankan bahwa eksekusi yang mereka 
lakukan adalah berdasarkan parate eksekusi yang prosesnya tidak 
membutuhkan fiat dari pengadilan. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
Setelah penulis menguraikan permasalahan yang menjadi pokok bahasan 
dalam penelitian ini dan dari proses analisa yang telah dilakukan yaitu 
membandingkan permasalahan yang ada dengan berbagai ketentuan hukum 
yang terkait. Maka penulis mengambil beberapa poin sebagai kesimpulan, 
diantaranya: 
1. Dalam hasil analisa penulis bahwa pertimbangan Putusan Nomor 
170/Pdt.G/2018/PA.Ska. yang menyatakan gugatan penggugat tidak 
dapat diterima didasarkan atas pertimbangan asas choice of law yang 
merupakan bagian dari asas kebebasan dalam berkontrak dalam 
menentukan pilihan hukumnya. Namun putusan ini tidak sependapat 
dengan putusan ketua majelis hakim yang berpendapat bahwa perkara 
tersebut masih kewenangan pengadilan agama surakarta Karena domisili 
pilihan dalam suatu perjanjian tidak secara mutlak menyingkirkan asas 
actor sequitur forum rei. dan tergugat tidak dapat melakukan eksepsi 
terhadap tindakan tersebut. 
Pembaruan hukum yang dilakukan oleh majelis hakim Pengadilan 
Agama Surakarta berupa penafsiran substantif yaitu interprestasi 
terhadap teks undang-undang dengan sekedar menerapkannya terhadapa 
kasus inkonkreto daninterprestasi sistematis yaitu metode yang 
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menafsirkan undang-undang secara keseluruhan atau peraturan sebagai 
bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan yang terkait 
2. Hasil studi kasus ini menunjukkan bahwa sebuah penetapan lelang yang 
didasarkan oleh wanprestasi pihak nasabah memiliki kekuatan hukum 
yang mengikat, terutama jaminan yang telah diikat dengan perjanjian 
accesoir dan diikat dengan lembaga jaminan. Karena setelah jaminan 
diikat dengan lembaga jaminan kreditor akan mendapat sertifikat hak 
tanggungan dan hak tanggungan akan berada ditangannya. Eksekusi 
lelang yang dilakukan pihak LKS tanpa melalui lembaga pengadilan 
dianggap sah dan tidak didikualifikas sebagai perbuatan melawan hukum, 
Karena undang-undang sendiri memberikan hak kepada pemegang hak 
tanggungan, yaitu hak preferensi (prioritas) dalam pelunasan hutangnya. 
Dan dalam UUHT pemegang hak tanggungan diberikan hak atas 
kekuasaannya sendiri untuk melaksanakan eksekusi Hak Tanggungan 
bila debitur cidera janji tanpa fiat dari ketua pengadilan. Jadi perlawanan 
lelang yang dilakukan oleh pihak nasabah harus ditolak oleh hakim, 
karena undang-undang sendiri telah memberikan perlindungan hukum 
kepada pihak debitor untuk melakukan sendiri eksekusi lelang terhadap 
jaminan nasabah yang melakukan cidera janji. 
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B. SARAN 
Adapun saran yang dapat penulis berikan terhadap fenomena 
permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, diantaranya: 
1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah 
Agar terlindungi dari resiko kerugian untuk kepentingan 
pembiayaan LKS diwajibkan untuk menerapkan prinsip kehati-hatian 
bank (prudential banking principles). Hal tersebut didasarkan karena 
dalam pemberian pembiayaan, mengandung resiko yang sangat tinggi. 
Sebelum LKS memberikan pembiayaan, hendaknya harus menilai 
dengan seksama prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu: watak 
(character), kemampuan (capacity), modal (capital), prospek usaha 
nasabah (conditional of economic) dan jaminan (collateral). Namun 
hasil dari analisa pembiayaan dan penilaian tidak cukup memberi 
kepastian bahwa LKS dapat memperoleh jaminan pengembalian dana 
yang telah dicairkan. Maka langkah selanjutnya yaitu dengan 
memperoleh jaminan tambahan berupa barang agunan. Setelah adanya 
perjanjian pemberian jaminan diantara LKS dan nasabah bank 
diharapkan dapat langsung mengikat jaminan tersebut dengan lembaga 
jaminan agar ketika terjadi cidera janji/ wanprestasi. LKS memiliki 
kekuatan hukum untuk melakukan lelang jaminan terhadap agunan 
tersebut, tentunya dalam hal ini LKS juga harus mengikuti tatacara 
lelang yang sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga ketika 
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nasabah melakukan perlawanan terhadap lelang tersebut LKS 
mempunyai dasar yang kuat untuk membuktikannya di pengadilan. 
2. Bagi Nasabah 
Dalam mengajukan akad pembiayaan seorang nasabah harus 
memiliki kesadaran yang penuh sebelum  Penggugat menandatangani 
akad tersebut bahwa selain ia harus memenuhi kewajibannya 
mengangsur pembiayaan tersebut, ia juga harus sadar atas resiko yang 
akan ia terima bahwa ketika terjadi masalah dalam menjalankan 
maupun memenuhi prestasinya, agunan yang ia berikan sebagai 
jaminan dari pembiayaan tersebut akan dilelang pihak LKS.  
3. Kepada Pemerintah 
Bagi pemerintah hendaknya melakukan pembaruan peraturan 
Undang-Undang yang ada, agar tidak terjadi tumpang tindih ataupun 
terjadi Pasal-Pasal yang saling bertentangan dalam mengatur suatu 
perkara tertentu.  khususnya pembaruan dalam peraturan yang 
mengatur tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang sampai 
saat ini banyak perkara atau pun kasus yang berada dalam lingkup 
ekonomi syariah masih berpedoman menggunakan peraturan sengketa 
bank konvensional. 
 
97 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Ali , Zainudin, Hukum Perbankan Syariah,  Jakarta: Sinar Grafika , 2010. 
 
Ali, Zainudin, Metodologi Penelitian Hukum,  Jakarta: Sinar Garafika, 2016. 
 
Amar Putusan Nomor 170/ Pdt.G/2018/PA.Ska. 
 
Antonio, Muhammad Syafi’i, Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik, Jakarta : 
Gema Insani Press, 2001. 
 
Anshori, Abdul Ghafur, Perbankan Syariah Di Indonesia, Yogyakarta: Ugm Pres, 
2007. 
 
Anwar , Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam 
Fiqh Muamalat, Jakarta: Grafindo Persada, 2007. 
 
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik, Jakarta: 
Rineka Cipta, 2010. 
 
Bahsan, Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, Jakarta: 
Rajawali Pers, 2015. 
 
Ida Bagoe, Mantra, Filsafat Penelitian Dan Metodologi Penelitian Sosial, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar,  2004. 
 
Dewi, Gemala dkk., Hukum Perikatan Islam Di Indonesia, Jakarta: Kencana 
Prenada Media, 2013. 
 
Faturrahman, Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah, Jakarta: 
Sinar Grafika, 2014. 
 
Gazali, Djoni s. dkk., Hukum Perbankan, Jakarta: Sinar Grafika, 2016. 
 
Harahap, Yahya, Hukum Acara Perdata, Jakarta: Sinar Grafika, 2006. 
 
HS , Salim, Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo 
Persada, 2004. 
 
Kasmir, Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2004. 
 
Khairandy, Ridwan, Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan: 
Bagian Pertama, Yogyakarta: FHUII Press, 2013. 
98 
 
 
 
Musjtari , Dewi Nurul, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan 
Syari’ah, Yogyakarta:Parama Publishing, 2012. 
 
Noor, Juliansyah, Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesisi, Disertasi, Dan Karya 
Ilmiah, Jakarta:  Kencana, 2011. 
Nurul, Musjtari Dewi, Penyelesaian Sengketa Dalam Praktik Perbankan Syariah, 
Yogyakarta: Parama Publishing, 2012. 
 
Nwaraswati, Bresima, “Jaminan Dalam Perjanjian Utang Piutang: Studi Kasus 
Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor : 45/Pdt.G/2016/Pn.Sgn”, 
skripsi, program study Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017. 
 
Rayno Dwi Adityo, “Tipologi Jaminan: Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi 
Syariah Dan Jaminan Keperdataan”, Jurnal Yuridis, Vol.2, No.1, 2015. 
 
Restudiani, Kedudukan Jaminan Dalam Sengketa Pembiayaan Syariah Pada  
Putusan Pengadilan Agama Di Daerah Istimewa Yogyakarta, Prosiding: 
The National Conferences Management and Business (NCMAB) 2018; 
“Pemberdayaan dan Penguatan Daya Saing Bisnis Dalam  Era Digital”,  
ISSN: 2621 – 1572,  
 
Rina Seftika, Manager BMT Atunnisa cabang Semanggi, wawancara pribadi, 18 
September 2018 
 
Puspo Dewi, Retno, dkk., “Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia 
Berdasar UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999Tentang Jaminan  
Fidusia”, Jurnal Reportorium, Vol. IV, No.1, 2017 
 
Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska 
 
Prihatini, Syahrina, “Kedudukan Jaminan Dalam  Pembiayaan Pada Perbankan  
Syariahdi Tinjau Dari Konsep Dlaman”, Skripsi, Jurusan Muamalah Wal  
Iqtishad IAIN Ar-Raniry, Darusalam Banda Aceh. 2012. 
 
Sa’diyah, Halimatus dkk., “Kedudukan Fidusia Sebagai Jaminan Akad 
Pembiayaan Murabaḥah Pada Bank Syariah: Studi Kasus Pada BPRS 
Bhakti Sumekar Sumenep”, Sykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan 
Masyarakat , Vol. 29, No.2,  2018  
99 
 
 
 
Suadi, Amran, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori Dan Praktik,  
Depok: Kencana, 2017.  
 
Suadi, Amran, Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan Dan Kaidah 
Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2018. 
 
Sutarno, Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank, Bandung: Alfabet, 2009. 
 
Sudarsono, Kamus Hukum,  Jakarta : Rineka Cipta, 2007. 
 
S, Randang Ivan, Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam 
Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan, Lex Privatum, Vol. Iv/No. 
1/Jan/2016. 
 
Sofyan, Metodologi Penelitian Islam Penuntun Praktis Untuk Penulisan Skripsi  
Dan Tesis, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013. 
 
http://www.pa-surakarta.go.id diakses 28 juni 2019, jam 11.13 WIB 
 
http://kamushukum.web.id  diakses 28 juni 2019, jam 11.13 WIB 
 
https://m.hukumonline.com diakses 29 september 2019 pukul 19.17 WIB 
 
http://www.indonesia.go.id diakses 1 oktober 2019, pukul 3.24 WIB 
 
LAMPIRAN 1 
 
 
(Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Surakarta) 
 
(Wawancara Bersama Hakim Pengadilan Agama Surakarta) 
Lampiran 2 
 
 
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
SALINAN
PUTUSAN
Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan  Agama  Surakarta,  yang  memeriksa  dan  mengadili
perkara-perkara tertentu pada tingkat  pertama telah menjatuhkan putusan
dalam perkara ekonomi syariah antara :
PARJITO, tempat  tanggal  lahir  di  Klaten,  7  Mei  1970  ;  Pekerjaan  :
Wiraswasta, Agama Islam ; Pendidikan  SLTA ; Jenis kelamin
laki-laki;  alamat  :  Kenteng  Rt.  017  Rw.008Kelurahan
Sidowayah  Kecamatan  Polanharjo  Kabupaten  Klaten,  NIK
3310170704700004,  Kewarganegaraan  :  Indonesia,  dalam
hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Joko Sutarto, SH dan
Dwi  Harjanto,  SH,  Advokat,  beralamat  di  Jalan  Brigjend
Sudiarto No. 74 Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa tanggal
19  Februari  2018  dan  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan
Pengadilan  Agama  Surakarta  dengan  register  Nomor
50/PP/PA.Ska/2018  tanggal  21  Februari  2018,  sebagai
PENGGUGAT ; 
Melawan
1. Kepala KOSPIN JASA LAYANAN SYARIAH KLEWER SURAKARTA
beralamat  di  Jl.  Dr.  Rajiman  No.  38  Los  G  21-22-23  Pasar  Klewer
Kelurahan Gajahan Kecamatan Pasar Kliwon Kota Surakarta, dalam hal
ini memberikan kuasa kepada H. Agus Hartanto, SH, MH dkk, konsultan
hukum dan karyawan Koperasi Simpan Pinjam JASA, berkantor di Jalan
Dr.  Cipto  84  Pekalongan  berdasarkan  Surat  Kuasa  nomor
68/Sekr.Peng/G/Js/III/2018 tanggal 20 Maert 2018 dan telah didaftar di
Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Surakarta  dengan  register  Nomor
97/PP/PA.Ska/2018 tanggal 26 Maret 2018, sebagai TERGUGAT ;
2. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Surakarta
beralamat di Jl. Ki Mangun Sarkoro No. 141 Surakarta, sebagai TURUT
TERGUGAT  I;
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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putusan.mahkamahagung.go.id
2
3. Kepala ATR / BPN Kabupaten Klaten beralamat di Jl. Veteran No. 88
Bareng Lor Klaten Utara Kab. Klaten, selanjutnya mohon disebut sebagai
TURUT TERGUGAT II;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
Telah mendengar para pihak berperkara dan memperhatikan bukti – bukti
yang diajukan oleh kedua pihak;
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
20  Februari  2018  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama
Surakarta  tanggal  21 Februari  2018 Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska yang
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
1. Bahwa  PENGGUGAT  adalah  Debitur  TERGUGAT  dengan  nilai
pinjaman Rp. 250 .000.000,- ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah ) pada
tahun  2015  dengan  perincian  pembiayaan  Musyarakah  sebesar  Rp.
100.000.000,-  (  seratus  Juta  Rupiah  )  dan  pembiayaan  Murabahah
sebesar  Rp. 150 .000.000,- ( seratus Lima Puluh Juta Rupiah )   ;
2. Bahwa pembiayaan tersebut  diagunkan  3  (tiga)  bidang tanah dan
bangunan yaitu:
a. SHM  No.  385,  Luas  Tanah  255  m2atas  nama  Sumardi
Mardiwiyoto  terletak  di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,
Kabupaten Klaten.
b. SHM No. 1470, Luas Tanah 324 m2 atas nama Mardi Wiyoto
terletak  di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten
Klaten.
c. SHM No. 1469, Luas Tanah 380 m2 atas nama Parjito terletak
di Desa Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten.
3. Bahwa  PENGGUGAT  pernah  membayar  3  (tiga)  kali  angsuran
sebesar Rp. 13.695.000,- ( Tiga Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh
Lima Ribu Rupiah ) kepada Tergugat;
4. Bahwa dalam perjalanan waktu usaha / bisnis Penggugat tidak lancar,
namun tetap berusaha seoptimal mungkin untuk melunasi pinjamannya
dengan Tergugat ;
5. Bahwa  sekitar  bulan  Desember  2017  PENGGUGAT  berkeinginan
untuk melunasi pinjamannya dengan cara salah satu  agunannya SHM
No.  1469  a.n  Parjito  akan  dilunasi  dengan  harrga  Rp.  100.000.000,-
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 2
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3
(Seratus Juta Rupiah) namun Tergugat meminta pelunasan sebesar Rp.
120.000.000,-  (Seratus  Dua  Puluh  Juta  Rupiah)  Bahkan  saat  itu
Penggugat  sudah  menitipkan  uang  sebesar  Rp.  60.000.000,-  (Enam
Puluh Juta Rupiah) namun Tergugat tetap menolak  ;
6. Bahwa  pada  akhir  Januari  2018  PENGGUGAT  menerima  surat
dengan Nomor: 028/Js.Sya/Pst/Pby/D/I/2018 yang isinya Pemberitahuan
Pengumuman I Pelaksanaan lelang di tempat Turut Tergugat I pada hari
Senin, 26 Februari 2018 ;
7. Bahwa  lelang  tersebut  adalah  perbuatan  melawan   hukum
dikarenakan ke 3 ( tiga ) SHM yaitu
a. SHM No. 385, Luas Tanah 255 m2 atas nama Sumardi Mardiwiyoto
terletak  di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten
Klaten.
b. SHM No. 1470, Luas Tanah 324 m2 atas nama Mardi Wiyoto
terletak  di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten
Klaten.
c. SHM No. 1469, Luas Tanah 380 m2 atas nama Parjito terletak
di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten  Klaten,
masih  dikuasai  PENGGUGAT.   Sehingga  perlu  Penetapan
Pengadilan terlebih dahulu.
8. Bahwa PENGGUGAT meragukan ke 3 ( tiga ) SHM yaitu
a. SHM  No.  385,  Luas  Tanah  255  m2  atas  nama  Sumardi
Mardiwiyoto  terletak  di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,
Kabupaten Klaten.
b. SHM No. 1470, Luas Tanah 324 m2 atas nama Mardi Wiyoto
terletak  di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten
Klaten.
c. SHM No. 1469, Luas Tanah 380 m2 atas nama Parjito terletak
di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten  Klaten,
sudah dipasang SKMHT ( Surat Kuasa Memasang Hak Tanggugan )
oleh Tergugat:
9. Bahwa  menurut  PMK  No  :  93/PMK.06/2010  Tentang  petunjuk
pelaksanaan lelang, lelang dibatalkan jika ada gugatan dari  pihak lain
selain  debitur/terksekusi,  suami/istri  deditur/terseksekusi  yang  terkait
kepemilikan belum mendapat Surat Peringatan dari TERGUGAT ;
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Berdasarkan  alasan  dalil-dalil  di  atas  maka  Penggugat  mohon  kepada
Majelis  Hakim  segera  memeriksa,  mengadili  perkara,  selanjutnya
menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :
PRIMAIR
1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat I untuk tidak melakukan lelang
atas ke 3 ( tiga ) SHM yaitu :
a. SHM No. 385, Luas Tanah 255 m2 atas nama Sumardi Mardiwiyoto
terletak  di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten
Klaten.
b. SHM No. 1470, Luas Tanah 324 m2 atas nama Mardi Wiyoto
terletak  di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten
Klaten.
c. SHM No. 1469, Luas Tanah 380 m2 atas nama Parjito terletak
di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten  Klaten,
masih  dikuasai  PENGGUGAT.   sampai  dengan  adanya  putusan
berkekuatan hukum tetap.
4. Memerintahkan  kepada  Turut  Tergugat  II  untuk  tidak  melakukan
pencatatan
segala transaksi atas ke 3 ( tiga ) SHM yaitu
a. SHM No. 385, Luas Tanah 255 m2 atas nama Sumardi Mardiwiyoto
terletak  di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten
Klaten.
b. SHM No. 1470, Luas Tanah 324 m2 atas nama Mardi Wiyoto
terletak  di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten
Klaten.
c. SHM No. 1469, Luas Tanah 380 m2 atas nama Parjito terletak
di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten  Klate ,
masih  dikuasai  PENGGUGAT  sampai  dengan  adanya  putusan
berkekuatan hukum tetap.
SUBSIDAIR :
Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
          Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah
datang menghadap di persidangan, kemudian Penggugat dan Tergugat telah
diperintahkan  oleh  Majelis  Hakim  untuk  melakukan  usaha  damai  di  luar
persidangan melalui hakim mediator H. Zubaidi, S.H, yang telah ditetapkan
oleh Ketua Majelis berdasarkan penetapan Nomor 170/Pdt.G/2018/PA. Ska
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tanggal  29 Maret 2018,  berdasarkan laporan  mediator tertanggal 29 Maret
2018 mengatakan bahwa proses mediasi  antara  Penggugat dan Tergugat
tidak berhasil mencapai kesepakatan;
Bahwa  selanjutnya  dibacakan  surat  gugatan  Penggugat  yang  oleh
kuasa Penggugat menyatakan  tidak ada perubahan maupun tambahan dan
tetap pada gugatannya tersebut; 
Bahwa  atas  gugatan  Penggugat,  Tergugat  telah  memberikan
jawabannya  tertanggal  19  April  2018  disampaikan  pada  tanggal  26  April
2018 sebagai berikut:
1) Bahwa, Penggugat (i.c. Parjito) telah mendapatkan  2 (dua) fasilitas
pembiayaan dari Tergugat  (i.c. Koperasi Simpan Pinjam JASA Layanan
Syariah Klewer Surakarta)  yaitu :
a) Pembiayaan  Al-Musyarakah  yang  dibuat  dengan  Akta
Perjanjian  Pembiayaan  Al-Musyarakah,  nomor  475  tertanggal  22
Oktober 2014 dengan pokok Pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua belas bulan) mulai
dari 22 Oktober 2014 sampai dengan 22 Oktober 2015;
b) Pembiayaan Al Murabahah yang dibuat dengan Akta Perjanjian
Al-Murabahah  nomor  383  tertanggal  16  Desember  2014,  dengan
pokok  Pembiayaan  Rp.  150.000.000,--  (seratus  lima  puluh  juta
rupiah)  dengan  jangka  waktu  4  tahun  /  48  bulan,  mulai  dari  16
Desember 2014 sampai 16 Desember 2018;
Dimana,  terhadap  kedua  Perjanjian  Pembiayaan  tersebut  dibuat  oleh
dan dihadapan IDA SHOFIYAH, Sarjana Hukum, Notaris di Sukoharjo;
2) Bahwa,  atas  2  (dua)  fasilitas  Pembiayaan  Al-Musyarakah  dan  Al-
Murabahah  yang  diterima  oleh  Penggugat  tersebut  menggunakan
Jaminan berupa :
Pembiayaan Al-Musyarakah : 
“Sebidang Tanah Hak Milik nomor : 385/Sidowayah yang terletak di
Propinsi  Jawa  Tengah  ,  Kabupaten  Klaten,  Kecamatan  Polanharjo
kelurahan  Sidowayah,  surat  ukur  nomor  3216/1976  yang  terdaftar
atas nama  SUMARDI MARDIWIYOTO;”
Pembiayaan Al-Murabahah :
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”Sebidang Tanah Hak Milik  Nomor  :  1470 seluas  +  324 M2,   yang
diuraikan dalam surat ukur, nomor : 127/Sidowayah/2002 tanggal 27
Mei  2002  tercatat  atas  nama  :  MARDI  WIYOTO  terletak  di
desa/Kelurahan  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten
Klaten Propinsi Jawa Tengah;”
”Sebidang  Ta ah  Hak  Milik  Nomor  :  1469  seluas  380  M2  ,  yang
diuraikan dalam surat ukur nomor : 126/Sidowayah/02 tertanggal 27
Mei  2002,  tercatat  atas  nama  Parjito,  terletak  di  desa/Kelurahan
Sidowayah, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten Propinsi Jawa
Tengah;”
3) Dimana,  terhadap  Jaminan  sebagaimana  tersebut  di  atas  telah  diikat
dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan :
Pada Pembiayaan Al-Musyarakah  : 
Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  Nomor:  160/2015  tertanggal  8
Oktober  2015,  dengan  nilai  hak  tanggungan  berjumlah  Rp.
155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah),  yang dibuat oleh
dan dihadapan ANANG SUTOYO, Notaris  & PPAT dengan wilayah
kerja  Kabupaten Klaten di  mana  akta  tersebut  telah  didaftarkan  di
Kantor   Badan    Pertanahan   Nasional  Kabupaten Klaten, dengan
diterbitkannya  Sertipikat  Hak  Tanggungan  peringkat  I  (Pertama)
nomor : 06851/2015 tertanggal 16 Desember 2015; 
Pada Pembiayaan Al-Murabahah:
”Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  Nomor:  159/2015  tertanggal  8
Oktober  2015,  dengan  nilai  hak  tanggungan  berjumlah
Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) yang dibuat oleh dan dihadapan
ANANG SUTOYO, Notaris & PPAT dengan wilayah kerja Kabupaten
Klaten , di mana akta tersebut telah didaftarkan di  Kantor   Badan
Pertanahan    Nasional   Kabupaten  Klaten,  dengan  diterbitkannya
Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) nomor : 00616/2016;
”Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  Nomor:  033/2016  tertanggal  18
Mei 2018, dengan nilai hak tanggungan berjumlah Rp.125.000.000,-
(seratus dua puluh lima juta rupiah) yang dibuat oleh dan dihadapan
SEPTI HARIYANTI Notaris & PPAT dengan wilayah kerja Kabupaten
Klaten , di mana akta tersebut telah didaftarkan di  Kantor   Badan
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Pertanahan    Nasional   Kabupaten  Klaten,  dengan  diterbitkannya
Sertipikat Hak Tanggungan peringkat I (Pertama) nomor:  03188/2016;
4) Bahwa, terhadap kesemua Akta Pemberian Hak Tanggungan diatas telah
didaftarkan di  Kantor Badan Pertanahan Nasioanal  Kabupaten Klaten,
sehingga  telah  diterbitkan  Sertifikat  Hak  Tanggungan  (SHT)  yang
memiliki  Titel Eksekutorial / Irah-irah ”DEMI KEADILAN BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” yang memiliki  kekuatan yang sama
dengan Putusan Pengadilan;
5) Bahwa,  terhadap  Pembiayaan  Al-Musyarakah  sebagaimana  tersebut
diatas, TELAH JATUH TEMPO sejak tanggal 22 Oktober 2015 dan untuk
Pembiayaan  Al-Murabahah  telah  mengalami  kemacetan;   Dimana
sampai  saat  ini  Penggugat  sama  sekali  belum  menyelesaikan  kedua
Pembiayaan tersebut sebagaimana yang diperjanjikan; 
6) Bahwa, oleh karena Pembiayaan yang diterima oleh Penggugat tersebut
sampai  sekarang  belum  terselesaikan  dengan  baik  dan  bahkan
menunggak,  padahal  Tergugat  telah  sering  memperingatkan  dan
menegurnya baik secara lisan maupun tertulis, namun Penggugat tidak
mengindahkannya;  Oleh  karena  Tergugat  selaku  Pemegang  Hak
Tanggungan  Peringkat  I  (Pertama)  atas  obyek  jaminan  tersebut,
mempunyai hak untuk malaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan
berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan (UU No. 4 tahun 1996), guna
pembayaran / pelunasan hutang Penggugat kepada Tergugat;
7) Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018  telah dilaksanakan
Lelang Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) oleh Turut Tergugat I (i.c.
KPKNL Surakarta)  atas  permohonan  Tergugat,  dimana  hasilnya  tidak
ada Penawaran / pembeli lelang, sehingga timbullah perkara aquo;
I. DALAM EKSEPSI :
     DALAM KONVENSI :
A. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur dan tidak Jelas)  
1. Bahwa,  setelah  Tergugat   mencermati  dalil  gugatan
Penggugat  baik  dari  Posita  sampai  dengan  Petitum,  Tergugat
menilai bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan yang
Obscuur Liber (kabur/tidak jelas);
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2. Bahwa,  alasan  Tergugat  Tersebut  tentunya  sangat
berdasar  hukum,  mengingat  pada  Posita  angka  1  gugatan
Penggugat, yang berbunyi : 
“bahwa  PENGGUGAT  adalah  Debitur  Tergugat  dengan  nilai
Pinjaman Rp.  250.000.000,-(dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)
pada  tahun  2015  dengan  perincian  pembiayaan  Musyarakah
sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta tupiah) dan Pembiayaan
Murabahah sebesar  Rp.  150.000.000,-(seratus  lima puluh juta
rupiah)”
Jika dicermati, Penggugat sangat yakin bahwa pembiayaan Al-
Musyarakah dan Al-Murabahah yang telah disepakati  bersama
dengan Tergugat, terjadi pada tahun 2015 sebagaimana posita
diatas,  namun Faktanya  aqad  perjanjian  tersebut  terjadi  pada
tanggal : 
 Akta Perjanjian Al-Murabahah nomor 383 tertanggal 16
Desember 2014;
 Akta Perjanjian Pembiyaan Al-Musyarakah,  nomor 475
tertanggal 22 Oktober 2014;
3. Sehingga  apabila  Penggugat  mengatakan  jika
pembiayaan tersebut terjadi pada tahun 2015, adalah hal yang
keliru,  sehingga  menimbulkan  ketidakjelasan  terhadap  Obyek
perkara  ini yaitu  berupa  Perjanjian  Al-Musyarakah  dan  Al
Murabahah  yang  disepakati  antara  Penggugat  dan  Tergugat
menjadi  Obscuur  Libel,  karena  faktanya  kedua  aqad  tersebut
dibuat pada tahun 2014, tidak seperti yang Penggugat dalilkan
yaitu pada tahun 2015 sehingga menurut Tergugat I, menjadikan
gugatan  Penggugat  Obscuur  Liber,  sehingga  sangat  berdasar
hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya untuk tidak diterima
N.O/Nietonvankelijke verklaard- Yurisprudensi Mahkamah Agung
Putusan  No.556 K/Sip/1973  tanggal  21  Agustus  1974  yang
menyatakan  “Kalau  objek  gugatan  tidak  jelas,  maka  gugatan
tidak dapat diterima”.
B. Eksepsi  Eror  In  Person  (keliru  Pihak  yang  ditarik  sebagai
Tergugat I);
1. Bahwa,  jika  dicermati  terhadap  perkara  a-quo,
Penggugat  menarik  Koperasi  Simpan  Pinjam  ”Jasa”  Kantor
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Layanan  Syariah  Klewer  Surakarta  sebagai  Tergugat  adalah
tidak  tepat  karena  Koperasi  Simpan  Pinjam  ”Jasa”  Kantor
Layanan Syariah Klewer Surakarta tidak dapat berdiri sendiri, di
mana kelembagaan tertinggi dan terpusat pada Koperasi Simpan
Pinjam  ”Jasa”  Kantor  Pusat  di  Pekalongan,  dimana  dalam
organisasi  Koperasi  ini  dipimpin  oleh  Para  Pengurus,  yang
berhak mewakili Koperasi Simpan Pinjam ”JASA” di dalam dan di
luar Pengadilan sebagaimana dalam Akta Perubahan Anggaran
Dasar Koperasi yang terakhir, khususnya Pasal 12  ayat 1 butir c
yang disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil
Menengah  Republik  Indonesia  tertanggal  29  April  2016  (dua
puluh  Sembilan  April  dua  ribu  enam  belas)  nomor  :
62.3/Dep.1/IV/2016;
2. Bahwa,  sehingga  Gugatan  Penggugat  patut  untuk
ditolak  atau  setidak-tidaknya  tidak  dapat  diterima  (niet
ontvankelijk verklaard) -- lihat Yurisprodensi MA No. 601 K/ Sip/
1975 dan Yurisprodensi MA tertanggal 2 Mei 1984 nomor 2832
K/Sip/1982  :  ”setiap  gugatan  haruslah  sempurna  baik  subyek
maupun obyek dalam perkara, haruslah lengkap identitasnya”;
II. DALAM POKOK PERKARA :
1) Bahwa,  Tergugat  mohon  apa  yang  telah  Tertuang  dalam
Eksepsi  secara  Mutatis  Mutandis  tertuang  dan  terbaca  kembali
dalam jawaban pokok gugatan ini;
2) Bahwa,  Tergugat  menolak  seluruh  dalil  Penggugat,  kecuali
terhadap  apa  yang  secara  tegas  diakui  dan  dibenarkan  oleh
Tergugat;
3) Bahwa, menanggapi dalil Penggugat pada Posita angka 1 & 2,
Tergugat  meluruskan  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat
memang ada hubungan hukum berupa perjanjian pembiayaan, yaitu:
 Pembiayaan  Al-Musyarakah  yang  dibuat  dengan  Akta
Perjanjian Pembiayaan Al-Musyarakah, nomor 475 tertanggal 22
Oktober  2014  dengan  pokok  Pembiayaan  sebesar  Rp.
100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan jangka waktu 12 (dua
belas  bulan)  mulai  dari  22  Oktober  2014  sampai  dengan  22
Oktober 2015;
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 Pembiayaan Al Murabahah yang dibuat dengan Akta Perjanjian
Al-Murabahah nomor 383 tertanggal 16 Desember 2014, dengan
pokok  Pembiayaan  Rp.  150.000.000,-(seratus  lima  puluh  juta
rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun / 48 bulan, mulai dari 16
Desember 2014 sampai 16 Desember 2018;
Dimana, terhadap kedua Perjanjian Pembiayaan tersebut dibuat oleh
dan  dihadapan  IDA  SHOFIYAH,  Sarjana  Hukum,  Notaris  di
Sukoharjo,  namun  Tergugat  menolak  dengan  tegas  apabila
hubungan  pembiayaan  tersebut  terjadi pada  tahun  2015,
sebagaimana dalil Penggugat pada posita angka 1, karena faktanya
pembiayaan tersebut terjadi pada tahun 2014 dengan menggunakan
jaminan  3  sertifikat  Hak  Milik  sebagaimana  yang  disampaikan
Penggugat; -- Oleh karenanya mohon dalil Penggugat untuk ditolak
atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;
4) Bahwa, menaggapi dalil Penggugat pada posita angka 3 dan 4,
bahwa Tergugat membenarkan jika Penggugat pernah mengangsur
3 kali  angsuran untuk pembiayaan Al  Murabahah yang jumlahnya
Rp. 13.695.000,-- (tiga belas juta enam ratus sembilan puluh lima
juta  rupiah),  namun hal  tersebut  masih  sangat  jauh  dari  harapan
Tergugat, karena sejak tanggal 16 april 2015 sampai tanggal 16 april
2018 ini  Penggugat  telah  menunggak 37 bulan,  sedangkan untuk
pembiyaan  Al-Musyarakah,  Penggugat  sama  sekali  belum
memberikan  setoran  sama  sekali,  sehingga  Tergugat  menderita
kerugian yang cukup besar dalam perkara ini;
Bahwa,  apa  yang  disampaikan  Penggugat  pada  posita  angka  4
tersebut  adalah  hal  yang  mengada-ngada,  jika  Penggugat
bersungguh  –  sungguh  untuk  membayar  atau  melunasi  Kedua
Pembiayaannya kepada Tergugat, maka Tergugat tidak akan pernah
melelang  obyek  jaminan  milik  Penggugat  guna  pelunasan
pembiayaan  milik  Penggugat,  karena  pembiayaan  Penggugat
kepada Tergugat  sudah termasuk lama apalagi  telah jatuh tempo,
akan tetapi tetap saja Penggugat tidak ada iktikad baik / to gooder
thraw  hanya  janji-janji  saja,  namun  hal  itu  tetep  Tergugat  selalu
mengingatkan dan menegur bahkan memberikan panggilan gunga
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mencari solusi penyelesaian, sebagaimana teguran panggilan yang
Tergugat lakukan yaitu  : 
1) Surat Teguran No. :
186/JS.Sya/Pst/Pby/D/VIII/2015;
2) Surat Peringatan No. :  53-
10.26/Sya.KLW/X/2015 ;
3) Surat Teguran/somasi No. : 05/Lo/Js.Pst/X/2015 ;
4) Surat panggilan No. :
52/JS.KLW/PBY/XII/2015;
5) Surat Teguran II No. :
014/Js.Sya/Pst/Pby/D/I/2016;
6) Surat Teguran III No. :
031/Js.Sya/Pst/Pby/D/II/2016;
7) Surat Peringatan I No. :  327/
Js.Sya/Pst/Pby/D/X/2017;
8) Surat Panggilan No. :
41/JS.SYA/KLW/PBY/IX/2015;
Namun tetap tidak ada iktikad baik dari Penggugat hingga akhirnya
Tergugat  pada  tanggal  26  Februari  2018,  melelang  jaminan  milik
Penggugat meski belum ada penawaran/belum ada pembeli;
5. Bahwa, menanggapi dalil Posita Penggugat pada angka 5, Tergugat
membantah dengan tegas apa yang disampaikan oleh Penggugat
tersebut,  bahwa  se ala  macam  bentuk  pembayaran  /  pelunasan
maupun  pengambilan  salah  satu  jaminan  yang  akan  dilakukan
Penggugat,  harus  mendapat  persetujuan  dari  Tergugat,  karena
Perjanjian Al-Musyarakah dan Al  Murabahah yang disepakati  oleh
kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka
yang  membuatnya  Vide  pasal  1338  KUHPerdata,  terlebih  segala
macam bentuk tindakan Penggugat terkait perjanjian pembiayaan ini
harus  mendapatkan  persetujuan  dari  Tergugat;  Oleh  karenanya
mohon dalil Penggugat untuk ditolak;
6. Bahwa,  menanggapi  dalil  Penggugat  pada posita  angka 6 dan 7,
Tergugat  menolak  dengan  tegas  dalil  tersebut,  karena  menurut
Tergugat dalil tersebut adalah dalil yang tidak berdasar hukum sama
sekali, karena lelang yang dilaksanakan oleh Tergugat atas  obyek
jaminan milik Penggugat adalah lelang berdasarkan pasal 6 Undang-
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undang  nomor  4  tahun  1996  tentang  Hak  Tanggungan,  karena
Tergugat telah melakukan WANPRESTASI atas perjanjian yang ada,
sehingga Tergugat berhak untuk melaksanakan lelang eksekusi Hak
Tanggungan  Peringkat  I  (Pertama);  bahwa  selanjutnya  terhadap
lelang  Eksekusi  hak  Tanggungan  peringkat  pertama  tidak
memerlukan  penetapan  pengadilan,  karena  dalam  sertifikat  Hak
Tanggungan  peringkat  I  (Pertama)  tercantum  Titel  Eksekutorial
dengan  irah  –irah  berbunyi  :  “DEMI  KEADILAN  BERDASARKAN
KETUHANAN YANG MAHA ESA” dimana kekuatan Titel Eksekutorial
tersebut sama dengan Putusan Pegadilan yang berkekuatan hukum
tetap,  oleh  karena  itu  jika  Tergugat  ingin  melaksanakan  Haknya
melelang  jaminan  Penggugat  tidak  diperlukan  penetapan
Pengadilan, oleh karena itu mohon dalil Penggugat untuk ditolak;
7. Bahwa, menanggapi  dalil  Penggugat  pada Posita  angka 8 dan 9,
Tergugat  menolak  dengan  Tegas  apa  yang  disampaikan  oleh
Penggugat tersebut, bahwa terkait surat kuasa membebankan Hak
Tanggungan  (SKMHT)  akan  Tergugat  buktikan  di  persidangan
nantinya,  selain  itu  terhadap  PMK  No  :  93/PMK.06/2010  tentang
petunjuk pelaksanaan lelang, Tergugat menilai jika Penggugat gagal
memahami maksud dari peraturan menteri keuangan tentang lelang
diatas, bahwa disebutkan lelang bisa dibatalkan apabila ada gugatan
dari  selain  debitur/tereksekusi,  suami  isteri  debitur/tereksekusi,
namun dalam perkara aquo , Penggugat (I.C. Parjito) adalah debitur
tereksekusi  dari  Tergugat,  sehingga  lelang  tetap  bisa  dilanjutkan;
Bahwa, disamping itu jika Penggugat mendalilkan mengenai  Surat
Peringatan,  maka  hal  itu  telah  Tergugat  laksanakan  baik  kepada
Debitur (ic.  Penggugat) maupun kepada Penjamin; Oleh karena itu
mohon  dalil  Penggugat  untuk  ditolak  atau  setidak  tidaknya  tidak
dapat diterima;
8. Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat yang lain atau selebihnya
mohon  untuk  ditolak,   karena  dalil  Penggugat  tersebut  harus
dibuktikan terlebih dahulu dalam pokok perkara dan sidang acara
pembuktian, maka dalil  tersebut mohon untuk ditolak atau setidak-
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tidaknya  mohon  untuk  tidak  diterima  (Niet  Onvaankelijke
Verklaard/N.O); 
III.DALAM REKONVENSI
1. Bahwa,  terhadap  hal-hal  yang  telah  Penggugat
Rekovensi/Tergugat  Konvensi  sampaikan  dalam  Konvensi  mohon
dianggap  telah  tertuang  dalam  Rekovensi  dan  secara  mutatis
Mutandis tertuang dan terbaca pula dalam Rekovensi ini;
2. Bahwa,  Tergugat  Rekonvensi/Penggugat  Konvensi  adalah
Penerima  2  (dua)  fasilitas  pembiayaan  dari  Penggugat
Rekonvensi/Tergugat  Konvensi berupa pembiayaan dalam bentuk  : 
 Pembiayaan  Al-Musyarakah  yang  dibuat  dengan  Akta
Perjanjian Pembiyaan Al-Musyarakah,  nomor 475 tertanggal
22  Oktober  2014  dengan  pokok  Pembiayaan  sebesar  Rp.
100.000.000,-(seratus  juta  rupiah)  dengan  jangka  waktu  12
(dua belas bulan) mulai dari 22 Oktober 2014 sampai dengan
22 Oktober 2015;
 Pembiayaan  Al  Murabahah  yang  dibuat  dengan  Akta
Perjanjian Al-Murabahah nomor 383 tertanggal 16 Desember
2014, dengan pokok Pembiayaan Rp. 150.000.000,-(seratus
lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  jangka  waktu  4  tahun  /  48
bulan,  mulai  dari  16  Desember 2014 sampai  16 Desember
2018;
3. Bahwa,  terhadap  Pembiayaan  yang  telah  diterima  Tergugat
Rekonvensi  /  Penggugat  Konvensi  sebagaimana  point  2  diatas,
Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi menggunakan jaminan
berupa  :
Untuk Pembiayaan Al-Musyarakah : 
“Sebidang  Tanah  Hak  Milik  nomor  :  385/Sidowayah  yang
terletak  di  Propinsi  Jawa  Tengah  ,  Kabupaten  Klaten,
Kecamatan Polanharjo kelurahan Sidowayah, surat ukur nomor
3216/1976  yang  terdaftar  atas  nama   SUMARDI
MARDIWIYOTO;”
Untuk Pembiayaan Al-Murabahah :
a) ”Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 1470 seluas +  324
M2,   yang  diuraikan  dalam  surat  ukur,  nomor  :
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127/Sidowayah/2002  tanggal  27  Mei  2002  tercatat  atas
nama  :  MARDI  WIYOTO  terletak  di  desa/Kelurahan
Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten  Klaten
Propinsi Jawa Tengah;”
b) ”Sebidang Tanah Hak Milik Nomor : 1469 seluas 380 M2 ,
yang diuraikan dalam surat ukur nomor : 126/Sidowayah/02
tertanggal 27 Mei 2002, tercatat atas nama Parjito, terletak di
desa/Kelurahan  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,
Kabupaten Klaten Propinsi Jawa Tengah;”
4. Bahwa,  terhadap  jaminan-jaminan  Tergugat  Rekonvensi  /
Penggugat Konvensi diatas, telah diikat dan dipasang dengan Akta
Pemberian  Hak  Tanggungan  peringkat  I  (pertama)  dan  telah
diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan yaitu   :
Untuk Pembiayaan Al-Musyarakah 
Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 160/2015 tertanggal
8 Oktober 2015, dengan nilai hak tanggungan berjumlah Rp.
155.000.000 (seratus lima puluh lima juta rupiah), yang dibuat
oleh dan dihadapan ANANG SUTOYO, Notaris & PPAT dengan
wilayah  kerja  Kabupaten Klaten di  mana akta  tersebut  telah
didaftarkan  di   Kantor    Badan     Pertanahan    Nasional
Kabupaten  Klaten,  dengan  diterbitkannya  Sertipikat  Hak
Tanggungan  peringkat  I  (Pertama)  nomor  :  06851/2015
tertanggal 16 Desember 2015; 
Untuk Pembiayaan Al-Murabahah
 ”Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  Nomor:  159/2015
tertanggal  8 Oktober  2015,  dengan nilai  hak tanggungan
berjumlah  Rp.100.000.000,-(seratus  juta  rupiah)  yang
dibuat  oleh  dan  dihadapan  ANANG SUTOYO,  Notaris  &
PPAT dengan wilayah kerja  Kabupaten Klaten ,  di  mana
akta  tersebut  telah  didaftarkan  di   Kantor    Badan
Pertanahan    Nasional   Kabupaten  Klaten,  dengan
diterbitkannya  Sertipikat  Hak  Tanggungan  peringkat  I
(Pertama) nomor : 00616/2016; 
 ”Akta  Pemberian  Hak  Tanggungan  Nomor:  033/2016
tertanggal  18   Mei  2018,  dengan  nilai  hak  tanggungan
berjumlah  Rp.125.000.000,-(seratus  dua  puluh  lima  juta
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rupiah) yang dibuat oleh dan dihadapan SEPTI HARIYANTI
Notaris & PPAT dengan wilayah kerja Kabupaten Klaten , di
mana akta tersebut  telah didaftarkan di   Kantor   Badan
Pertanahan    Nasional   Kabupaten  Klaten,  dengan
diterbitkannya  Sertipikat  Hak  Tanggungan  peringkat  I
(Pertama) nomor :  03188/2016; 
5. Bahwa,  terhadap  dua  pembiayaan  Tergugat Rekonvensi  /
Penggugat Konvensi   tersebut telah jatuh tempo dan   mengalami
kemacetan;  Dan  hal  itu  telah  sering  Penggugat Rekonvensi  /
Tergugat  Konvensi  beri  peringatan  dan  teguran  untuk  segera
menyelesaikan  kewajiban  hutangnya;  Surat  Peringatan  ataupun
Teguran tersebut adalah :
1) Surat Teguran No. :
186/JS.Sya/Pst/Pby/D/VIII/2015;
2) Surat Peringatan No. :  53-
10.26/Sya.KLW/X/2015 ;
3) Surat Teguran/somasi No. : 05/Lo/Js.Pst/X/2015 ;
4) Surat panggilan No. :
52/JS.KLW/PBY/XII/2015;
5) Surat Teguran II No. :
014/Js.Sya/Pst/Pby/D/I/2016;
6) Surat Teguran III No. :
031/Js.Sya/Pst/Pby/D/II/2016;
7) Surat Peringatan I No. :  327/
Js.Sya/Pst/Pby/D/X/2017;
8) Surat Panggilan No. :
41/JS.SYA/KLW/PBY/IX/2015;
Bahwa, oleh karenanya Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi
sampai sekarang belum menyelesaikan hutangnya, maka Tergugat
Rekonvensi  /  Penggugat  Konvensi  telah  melakukan  perbuatan
WANPRESTASI (Ingkar Janji) terhadap akte perjanjian pembiayaan
yang ada;
6. Bahwa,  sesuai  dengan pembukuan  Penggugat Rekonvensi  /
Tergugat  Konvensi,  kewajiban  hutang  Tergugat  Rekonvensi  /
Penggugat Konvensi per tanggal  28 Februari 2018 adalah sebesar :
Rp. 343.637.500,- ( tiga ratus empat puluh tiga juta enam ratus tiga
puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dengan perincian   :
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Pembiayaan Al-Musyarakah
 Outstanding Pembiayaan : Rp.99.433.448,-
 Tunggakan bagi hasil 26 bulan : Rp.38.779.052,- +
Jumlah : Rp.138.212.500,-
Pembiayaan Al-Murabahah 
 Jumlah Hutang Tergugat Rekonvensi :  Rp. 219.120.000,-
 Angsuran yang masuk 3 X Rp.4.565.000,- :   Rp.
13.695.000,-
Kekurangan Kewajiban Hutang Trekonvensi:  Rp. 205.425.000,-
 Jumlah Keseluruhan Kewajiban hutang : Rp. 343.637.500,-
Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan margin, bagi hasil,
denda dan biaya-biaya lain yang akan timbul sampai dengan tanggal
Pelunasan;
7. Bahwa,  cukup  beralasan  apabila  Tergugat Rekonvensi  /
Penggugat  Konvensi  dihukum  untuk  membayar  seketika  dan
sekaligus  kewajiban  hutang  kepada  Penggugat  Rekonvensi  /
Tergugat Konvensi,  setelah perkara ini  mendapat kekuatan hukum
yang tetap; 
8. Bahwa,  adalah  wajar  jika  Tergugat Rekonvensi  /  Penggugat
Konvensi  membayar  uang  paksa  (dwangsom)  sebesar  Rp.
500.000,--  (lima  ratus  ribu  rupiah)  untuk  setiap  harinya  terhitung
sejak  putusan  perkara  ini  mempunyai  kekuatan  hukum  tetap,
manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan seluruh isi putusan
dalam perkara ini secara sukarela, sampai dengan dilaksanakannya
seluruh isi  putusan dalam perkara  ini  oleh Tergugat Rekonvensi  /
Penggugat  Konvensi;
9. Bahwa,  oleh  karena  Rekonvensi  ini  a  quo  didasarkan  dan
didukung  dengan  bukti-bukti  yang  sah,  maka  cukup  beralasan
apabila  Penggugat  Rekonvensi / Tergugat Konvensi mohon kepada
Ketua  Majelis  Hakim  yang  terhormat  untuk  menyatakan  putusan
perkara in casu dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada
verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij vooraad); 
Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas,  Penggugat  Rekonvensi /
Tergugat Konvensi mohon kiranya Majelis Hakim yang mulia yang mengadili
Disclaimer
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dan  memeriksa  perkara  a-quo  untuk  memberikan  putusan  dengan  amar
putusan yang berbunyi sebagai berikut  :
I. DALAM KONVENSI  :
DALAM  EKSEPSI   :
1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat  tidak dapat diterima (niet onvankelig
verklaard / N.O);
II DALAM KONVENSI (POKOK PERKARA) :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat adalah penggugat yang tidak beriktikad baik;
3. Menyatakan  sah  menurut  hukum  bukti-bukti  yang  diajukan  oleh
Tergugat dalam perkara; 
4. Menghukum  Penggugat untuk  membayar  biaya-biaya  yang  timbul
dalam perkara ini;
III DALAM REKONVENSI  :
1. Mengabulkan  gugatan  Rekonvensi  Penggugat  Rekovensi/Tergugat
Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum : 
 Akta  Perjanjian  Pembiyaan  Al-Musyarakah,  nomor  475
tertanggal 22 Oktober 2014 dengan pokok Pembiayaan sebesar Rp.
100.000.000,-(seratus  juta  rupiah)  dengan  jangka  waktu  12  (dua
belas bulan) mulai dari 22 Oktober 2014 sampai dengan 22 Oktober
2015;
 Akta  Perjanjian  Al-Murabahah  nomor  383  tertanggal  16
Desember  2014,  dengan  pokok  Pembiayaan  Rp.  150.000.000,-
(seratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 4 tahun / 48
bulan, mulai dari 16 Desember 2014 sampai 16 Desember 2018;
3. Menyatakan  Tergugat  Rekonvensi  /  Penggugat Konvensi  telah
melakukan perbuatan ingkar janji ( WANPRESTASI );
4. Menyatakan  Terlawan  Rekonvensi  /  Pelawan   Konvensi  masih
mempunyai  kewajiban  hutang  sebesar Rp. 343.637.500,-  ( tiga  ratus
empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah),
dengan perincian   :
Pembiayaan Al-Musyarakah
Disclaimer
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 Outstanding Pembiayaan : Rp.99.433.448,-
 Tunggakan bagi hasil 26 bulan : Rp.38.779.052,- +
Jumlah : Rp.138.212.500,-
Pembiayaan Al-Murabahah 
 Jumlah Hutang Tergugat Rekonvensi :  Rp. 219.120.000,-
 Angsuran yang masuk 3 X Rp.4.565.000,- :   Rp.
13.695.000,-
Kekurangan Kewajiban Hutang Trekonvensi:  Rp. 205.425.000,-
 Jumlah Keseluruhan Kewajiban hutang : Rp. 343.637.500,-
Jumlah tersebut masih harus ditambah dengan margin, bagi hasil,
denda dan biaya-biaya lain yang akan timbul sampai dengan tanggal
Pelunasan;
5. Menghukum  Tergugat  Rekonvensi  /  Pengugat  Konvensi  untuk
melaksanakan  kewajibannya  yaitu  membayar  seluruh  kewajibannya
kepada  Penggugat  Rekonvensi  /  Tergugat  Konvensi  secara  tunai  dan
sekaligus;
6. Menghukum  Tergugat  Rekonvensi  /  Pengugat  Konvensi  untuk
membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar : Rp. 500.000,--- (lima ratus
ribu  rupiah)  untuk  setiap  harinya  terhitung  sejak  putusan  perkara  ini
mempunyai  kekuatan hukum tetap,  manakala  yang  bersangkutan  lalai
melaksanakan  seluruh  isi  putusan  dalam perkara  ini  secara  sukarela,
sampai  dengan dilaksanakannya seluruh isi  putusan dalam perkara ini
oleh Tergugat Rekonvensi / Pengugat Konvensi;
7. Menyatakan  Gugatan  Rekonvensi  ini  dapat  dilaksanakan  terlebih
dahulu walaupun ada verzet,  banding maupun kasasi  (uit  voorbaar  bij
vooraad);
I. DALAM KONVENSI / DALAM REKONVENSI  :
8. Menghukum  Tergugat Rekonvensi  /  Pengugat Konvensi  untuk
membayar  seluruh  biaya-biaya  yang  timbul  pada  semua  tingkatan
Peradilan;
A   t   a   u 
Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya agar Perkara ini diputus
yang seadil-adilnya sesuai dengan hukum yang berlaku 
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Bahwa Turut Tergugat I  telah pula memberikan jawabannya secara
tertulis pada persidangan tanggal 17 Mei 2018 sebagai berikut:
A. DALAM EKSEPSI
1. Bahwa  Turut  Tergugat  I  dengan  tegas  menolak  seluruh  dalil
Penggugat,  kecuali  terhadap  hal-hal  yang  diakui  secara  tegas
kebenarannya;
2. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)
2.1. Bahwa  dalam  posita  surat  gugatan  Penggugat  halaman  3
angka  9,  Penggugat  menggunakan  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor  93/PMK.06/2010  tentang  Petunjuk  Pelaksanaan  Lelang
sebagai dasar pertimbangan hukum untuk mengajukan gugatan;
2.2. Bahwa  pelaksanaan  lelang  atas  permohonan  Tergugat
dilaksanakan pada tanggal  26  Februari  2017 dimana pelaksanaan
lelang  menggunakan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang;
2.3. Bahwa  berdasarkan  Pasal  99  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor  27/PMK.06/2016  yang  berbunyi   “Pada  saat  Peraturan
Menteri  ini  mulai  berlaku,  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana
telah  diubah  dengan  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
106/PMK.06/2013, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
2.4. Bahwa berdasarkan  Pasal  100  Peraturan  Menteri  Keuangan
Nomor 27/PMK.06/2016 yang berbunyi  “Peraturan Menteri ini mulai
berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal diundangkan.”
2.5. Bahwa Peraturan Menteri  Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
diundangkan  pada  tanggal  22  Februari  2016  sehingga  Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 sudah mulai berlaku dan
digunakan  setelah  tanggal  22  Mei  2016,  sehingga  pada  saat
pelaksanaan  lelang  tanggal  26  Februari  2017,  Turut  Tergugat  I
menggunakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016
sebagai dasar untuk pelaksanaan lelang tersebut;
2.6. Bahwa Penggugat telah menggunakan peraturan yang sudah
tidak berlaku sebagai dasar pertimbangan h kum. Hal menimbulkan
ketidakjelasan  dalil-dalil  Penggugat  terhadap  perbuatan  melawan
hukum yang seperti apa yang dimaksud oleh Penggugat;
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2.7. Bahwa berdasarkan hal  tersebut di  atas,  cukuplah beralasan
apabila gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima
karena tidak jelas atau kabur. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim
Yang  Mulia  yang  memeriksa  perkara  a  quo  menyatakan  gugatan
tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
B. DALAM POKOK PERKARA
1. Bahwa terhadap hal-hal  yang telah  dikemukakan dalam eksepsi  di
atas,  mohon  dianggap  termasuk  dalam  pokok  perkara  ini  dan  Turut
Tergugat I  menolak seluruh dalil  Penggugat  dalam gugatannya kecuali
terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa  Turut  Tergugat  I  tidak  akan  menjawab  dalil-dalil  yang
dikemukakan  Penggugat  yang  tidak  berkaitan  dengan  tugas  dan
wewenang Turut Tergugat I;
3. Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat di dalam
mengajukan  gugatannya  adalah  sehubungan  dengan  tindakan  Turut
Tergugat  I  yang  melaksanakan lelang terhadap barang yang dijadikan
sebagai jaminan kredit Penggugat kepada Tergugat berupa :
a. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam
SHM  No.385/Sidowayah,  luas  255  m2,  atas  nama  Sumardi
Mardiwiyoto,  terletak  di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,
Kabupaten Klaten,
b. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam
SHM  No.1470/Sidowayah,  luas  324  m2,  atas  nama  Mardi
Mardiwiyoto,  terletak  di  Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,
Kabupaten Klaten
c. Tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam
SHM No.1469/Sidowayah, luas 380 m2, atas nama Parjito, terletak di
Desa  Sidowayah,  Kecamatan  Polanharjo,  Kabupaten  Klaten,  yang
ketiganya selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;
4. Bahwa pelelangan atas obyek a quo dilakukan sebagai  akibat  dari
wanprestasi  atau  cidera  janji  yang  telah  dilakukan  oleh  Penggugat
sebagai  debitor  dalam  hal  pemenuhan  kewajiban  kreditnya  kepada
Tergugat  sebagai  kreditor  sebagaimana  Perjanjian  Pembiayaan  Al-
Musyarakah Nomor 475 tanggal 22 Oktober 2014 dengan jatuh tempo
tanggal  22  Oktober  2015  dan  Perjanjian  Pembiayaan  Al-Murabahah
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Nomor 383 tanggal 16 Desember 2014 dengan jatuh tempo tanggal 16
Desember 2018;
5. Bahwa dalam dalil surat gugatan Penggugat halaman 2 angka 3 yang
pada  intinya  mengakui  bahwa  Penggugat  hanya  sanggup  membayar
sebesar 3 kali angsuran sampai jatuh tempo salah satu perjanjian kredit
tersebut  sehingga  dalam  dalil  tersebut,  Penggugat  mengakui  telah
melakukan perbuatan wanprestasi;
6. Bahwa kata “wanprestasi” berasal dari bahasa Belanda yang berarti
prestasi buruk yang timbul dari adanya perjanjian yang dibuat oleh satu
orang  atau  lebih  dengan  satu  orang  atau  lebih  lainnya  (obligatoire
overeenkomst) (pasal 1313 KUHPerdata);
7. Bahwa  wanprestasi  dikategorikan  ke  dalam  perbuatan-perbuatan
sebagaimana tersebut di bawah  ini : (Subekti, “Hukum Perjanjian”) :
a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
b. Melaksanakan  apa  yang  dijanjikannya,  tetapi  tidak
sebagaimana dijanjikan;
c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
d. Melakukan  sesuatu  yang  menurut  perjanjian  tidak  boleh
dilakukannya.
8. Bahwa atas tindakan wanprestasi Penggugat tersebut, Tergugat telah
melakukan upaya penagihan secara patut melalui surat-surat peringatan
tertulis kepada Penggugat untuk menyelesaikan kewajibannya;
9. Bahwa pada kenyataannya Penggugat telah melakukan wanprestasi
dengan tidak mengindahkan surat-surat tagihan atau peringatan, maka
Tergugat  memiliki  hak  untuk  menjual  berdasarkan  ketentuan  Pasal  6
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang
mengatur sebagai berikut :“ Apabila debitur cidera janji, pemegang hak
tanggungan  pertama  mempunyai  hak  untuk  menjual  obyek  hak
tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  melalui  pelelangan  umum  serta
mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.
10.Bahwa pelelangan tersebut  dilakukan  berdasarkan ketentuan  bunyi
Pasal  6  Undang-Undang  Hak  Tanggungan  Nomor  4  Tahun  1996  dan
Klausul Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 159/2015 tertanggal 8
Oktober  2015  dan  Nomor  160/2015  tertanggal  8  Oktober  2015  yang
berbunyi :
“Jika Debitor tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi utangnya, 
berdasarkan perjanjian utang piutang tersebut di atas, oleh Pihak 
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Pertama, Pihak Kedua selaku Pemegang Hak Tanggungan Peringkat 
Pertama dengan akta ini diberi dan menyatakan menerima kewenangan, 
dan untuk itu kuasa, untuk tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak 
Pertama :
a. menjual  atau  suruh  menjual  dihadapan umum secara  lelang
Obyek  Hak  Tanggungan  baik  seluruhnya  maupun  sebagian  -
sebagian;
b. mengatur  dan  menetapkan  waktu,  tempat,  cara  dan  syarat-
syarat penjualan;
c. menerima uang penjualan, menandatangani dan menyerahkan
kwitansi;
d. menyerahkan  apa  yang  dijual  itu  kepada  pembeli  yang
bersangkutan;
e. mengambil  dari  uang  hasil  penjualan  itu  seluruhnya  atau
sebagian untuk melunasi utang Debitor tersebut di atas; dan
f. melakukan  hal-hal  lain  yang  menurut  undang-undang  dan
peraturan  hukum yang  berlaku  diharuskan  atau  menurut  pendapat
Pihak  Kedua  perlu  dilakukan  dalam  rangka  melaksanakan  kuasa
tersebut.”
11.Bahwa  berdasarkan  pasal  tersebut  di  atas,  ketentuan  Hak
Tanggungan disimpulkan sebagai  hak kreditur yang bersyarat. Dengan
syarat sebagai berikut :
a. Hak  tersebut  menjadi  “matang”  ketika  debitur  cidera
janji/wanprestasi. Hak ini diakomodir Undang-Undang sebagai sarana
bagi kreditur untuk dimudahkan dalam mendapatkan pelunasan hak
tagihnya.
b. Merupakan hak Pemegang Hak Tanggungan Pertama. 
c. Penjualan  melalui  pelelangan  umum.   Kalimat  “  melalui
pelelangan umum “ sebagai formalitas dengan suatu conditio sine qua
non (kata “serta”) akan terlunasi piutang kreditur.
12.Bahwa  Turut  Tergugat  I  menolak  dengan  tegas  dalil  gugatan
Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa pelaksanaan Lelang
oleh Turut Tergugat I harus melalui penetapan atau putusan Pengadilan;
13.Bahwa  menurut  Turut  Tergugat  I,  dalil  Penggugat  yang  demikian
menunjukkan  kesesatan  berfikir  Penggugat  dalam  memahami  suatu
Undang-Undang  dengan  mengambil  ketentuan  secara  sepotong-
sepotong sekedar untuk memberikan keuntungan agar dapat mengulur-
ulur pemenuhan kewajibannya terhadap Tergugat;
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14.Bahwa  perlu  Penggugat  pahami  UU  Hak  Tanggungan  merupakan
undang-undang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang
Hak Tanggungan Peringkat  Pertama (Kreditur  Preferen)  untuk menjual
obyek  Hak  Tanggungan  atas  kekuasaan  sendiri  dan  mengambil
pelunasan  piutangnya  dari  hasil  penjualannya  itu  apabila  Debitur
wanprestasi/cidera janji;
15.Bahwa  hak  relatif  Kreditor  tersebut  bersifat  fakultatif  sebagaimana
ketentuan Pasal 20 UU Hak Tanggungan yang memberikan kewenangan
kepada  Kreditor  untuk  mengambil  pemenuhan  pelunasan  piutangnya
tersebut  baik  secara  parate  eksekusi  sebagaimana  Pasal  6  UU  Hak
Tanggungan,  secara  fiat  eksekusi  berdasarkan  title  eksekutorial  yang
terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan yang berlaku sebagai putusan
pengadilan  yang  berkekuatan  hukum tetap  (vide  Pasal  14  ayat  (2)  jo
Pasal  224  HIR),  maupun  secara  penjualan  di awah  tangan.  Oleh
karenanya eksekusi hak tanggungan secara parate eksekusi maupun fiat
eksekusi merupakan teknis pelaksanaan eksekusi hak tanggungan yang
berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan dan merupakan kewenangan
Pemegang Hak Tanggungan atas kekuasaannya sendiri untuk pengajuan
proses pelaksanaannya.  Sehingga pelaksanaan eksekusi  Pasal  6  Hak
Tangungan  berdasarkan  ketentuan  dimaksud  tanpa  melalui  penetapan
atau putusan Pengadilan adalah sah dan mengikat secara hukum;
16.Bahwa  prosedur  parate  eksekusi  sebagaimana  yang  dimaksudkan
dalam Pasal 6 UUHT, kreditor pemegang hak tanggungan pertama cukup
mengajukan permohonan untuk pelaksanaan pelelangan kepada Kantor
Lelang  Negara.  Hak  kreditor  pertama  untuk  menjual  obyek  hak
tanggungan atas kekuasaan sendiri di depan umum sudah diberikan oleh
Undang-Undang  kepada  kreditor  pemegang  hak  tanggungan  pertama,
dan kewenangan itu tidak diperoleh dari  pemberi  hak tanggungan tapi
sudah  dengan  sendirinya  ada  padanya  atas  dasar  Undang-Undang
memberikan kepadanya;
17.Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan permohonan lelang kepada
Turut  Tergugat  I  terhadap  obyek  sengketa  dengan  surat  nomor  :
383/Js.Pst/Pby/D/XI/2017 tanggal 06 November 2017;
18.Bahwa karena dokumen telah lengkap secara administratif dan benar
secara  formal  sehingga  telah  memenuhi  syarat  untuk  dilaksanakan
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 23
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
24
lelang, selanjutnya Turut Tergugat I  menerbitkan Surat Penetapan Hari
dan Tanggal Lelang. Hal tersebut telah sesuai dengan sesuai ketentuan
Pasal  13  Peraturan  Menteri  Keuangan  R.I.  Nomor  :  27/PMK.06/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang mengatur sebagai berikut :
“Kepala KPKNL/Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan
lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang
sudah lengkap dan telah  memenuhi  legalitas  formal  subjek  dan objek
lelang”.
19.Bahwa  berdasarkan  ketentuan  yang  berlaku,  sebelum  dilakukan
pelelangan oleh Turut Tergugat I, maka pemohon lelang in casu Tergugat
wajib melakukan pengumuman pelelangan atas objek sengketa.  Untuk
pelaksanaan lelang pada tanggal 26 Februari 2018 telah diumumkan oleh
Tergugat  melalui  selebaran  pada  tanggal  22  Januari  2018  sebagai
Pengumuman Lelang Pertama dan melalui Surat Kabar Harian Solo Pos
pada  tanggal  06  Februari  2018  sebagai  Pengumuman Lelang  Kedua.
Pengumuman  lelang  merupakan  syarat  mutlak  guna  memenuhi  asas
publisitas  dan  persyaratan  lelang  sebagai  pemberitahuan  kepada
masyarakat  umum tanpa  terkecuali  Penggugat  mengenai  pelaksanaan
lelang atas objek sengketa sekaligus bilamana dimungkinkan masih ada
keberatan/sanggahan  dari  pihak  lain  atas  pelelangan  yang  akan
dilaksanakan oleh Turut Tergugat I;
20.Bahwa  untuk  sahnya  pelaksanaan  lelang  pihak  penjual  in  casu
Tergugat telah melengkapi dengan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah
(SKPT)  dari  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  Nomor  047/Ket-
11.19/II/2018,  Nomor  048/Ket-11.19/II/2018  dan  Nomor  049/Ket-
11.19/II/2018 yang ketiganya tertanggal 09 Februari 2018;
21.Dan  Pasal  30  huruf  c  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
27/PMK.06/2016, menyatakan bahwa pembatalan lelang diluar ketentuan
Pasal 27 dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :
“terdapat  gugatan  atas  rencana  pelaksanaan  Lelang  Eksekusi
berdasarkan Pasal 6 UUHT dari pihak selain debitor/tereksekusi, suami
atau istri debitor/tereksekusi yang terkait kepemilikan objek lelang”
22.Bahwa  dalam  dalil  surat  gugatan  Penggugat  halaman  2  angka  1,
Penggugat  telah  mengakui  bahwa  Penggugat  merupakan  debitor  dari
Tergugat dan gugatan perkara a quo bukanlah gugatan terkait sengketa
kepemilikan obyek lelang melainkan gugatan ekonomi syariah, sehingga
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lelang tetap dapat  dilaksanakan karena unsur dalam Pasal  27 huruf c
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tidak terpenuhi;
23.Bahwa  dikarenakan  proses  pelaksanaan  lelang  yang  telah
dilaksanakan  oleh  Turut  Tergugat  I  tersebut  telah  jelas  dilaksanakan
secara  sah  dan  tidak  bertentangan  dengan  ketentuan  hukum  yang
berlaku,  sehingga sesuai  dengan ketentuan dalam Buku II  Mahkamah
Agung  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Tugas  dan  Administrasi
Pengadilan pada halaman 149 yang dengan tegas menyatakan “bahwa
suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang
berlaku  tidak  dapat  dibatalkan”  dan  pasal  4  PMK  27/2016  yang
menyatakan  bahwa,  “lelang  yang  telah  dilaksanakan  sesuai  dengan
ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.”, oleh karenanya lelang
yang dilakukan Turut Tergugat I tidak dapat dibatalkan;
24.Bahwa berdasarkan  uraian-uraian  Jawaban tersebut  di  atas,  dapat
disimpulkan  bahwa  tidak  terdapat  fakta  hukum  yang  pada  pokoknya
menyatakan Turut Tergugat I melanggar ketentuan prosedur lelang dan
melakukan  perbuatan  melawan  hukum,  serta  tidak  memenuhi  syarat-
syarat  sesuai  dengan  peraturan  lelang.  Melainkan  hal  tersebut  telah
menunjukkan dan membuktikan bahwa pelelangan atas objek sengketa
telah sesuai dengan prosedur yang berlaku.
Berdasarkan  alasan-alasan  sebagaimana  diuraikan  dalam  pokok  perkara
tersebut di  atas, maka dengan ini Turut Tergugat I mohon kepada Majelis
Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya
berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :
A. DALAM EKSEPSI :
1. Menyatakan  Eksepsi  Turut  Tergugat  I  cukup  beralasan  dan  dapat
diterima;
2. Menyatakan  menolak  gugatan  Penggugat  untuk  seluruhnya  atau
setidak-tidaknya  menyatakan  gugatan  Penggugat  tidak  dapat  diterima
(niet ontvankelijk verklaard).
B. DALAM POKOK PERKARA :
1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak da at diterima (niet ontvankelijk
verklaard);
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 25
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
26
3. Menyatakan  bahwa  pelaksanaan  lelang  pada  tanggal  26  Februari
2018 telah benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Menyatakan menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul.
Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang
seadil-adilnya (ex aequo et bono).
Bahwa  Turut  Tergugat  II  telah  pula  memberikan  jawabannya  pada
persidangan tanggal 26 April 2018 sebagai berikut:
I. Dalam Pokok Perkara
Bahwa terhadap perkara Nomor 170/Pdt.G/2018/PA.Ska dengan obyek
perkara sebagai berikut:
HM.  No.  385  Desa  Sidaowayah  Kecamatan  Polanharjo  Kabupaten
Klaten seluas 255 m2 an. Sumardi Mardiwiyoto
- Pertama  kali  tercatat  atas  nama  Sumardi  Mardiwiyoto  yang
berasal dari C.829 No. 649/76 Akta Jual Beli Tgl. 15-3-1974 No. 74
Dari Wongsorejo.
- Kemudian  dipasang  Hak  Tanggungan  Nomor  06851/2015
peringkat pertama APHT PPAT Anang Sutoyo, SH Nomor 160/2015
tanggal 08 Oktober 2015 di Koperasi Simpan Pinjem Jasa.
- Kemudian  ada  catatan  Surat  Keterangan  Pendaftaran
Tanah/SKPT Nomor 46/2018 untuk keperluan lampiran pelaksanaan
lelang.
HM. Nomor 1470, Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo, Kabupaten
Klaten seluas 324 m2, an. Sumardi Mardiwiyoto;
- Tercatat an. Sumardi Mardiwiyoto berdasarkan Jual Beli  Akta
Jual  Beli  No.  44/2003  tanggal  13  Januari  2003  yang  dibuat  oleh
Camat Polanharjo;
- Kemudian  dipasang  Hak  Tanggungan  Nomor  0616/2016
peringkat pertama APHT PPAT Anang Sutoyo, SH Nomor 159/2015
tanggal 08 Oktober 2015 di Koperasi Simpan Pinjem Jasa;
- Kemudian  ada  catatan  Surat  Keterangan  Pendaftaran
Tanah/SKPT Nomor 47/2018 untuk keperluan lampiran pelaksanaan
lelang.
HM. Nomor 1469 Desa Sidowayah Kecamatan Polanharjo, Kabupaten
Klaten seluas 380 m2, an. Parjito;
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- Tercatat an. Parjito berdasarkan Jual Beli dengan Nomor Akte
1018/2014  tanggal  05  November  2014  yang  dibuat  oleh  Ananto
Kumoro, SH selaku PPAT;
- Kemudian  dipasang  Hak  Tanggungan  Nomor  03188/2016
peringkat  pertama  APHT  PPAT  Septi  Hariyanti,  SH,  M.Kn  Nomor
33/2016 tanggal 18 Mei 2016 di Koperasi Simpan Pinjem Jasa;
- Kemudian  ada  catatan  Surat  Keterangan  Pendaftaran
Tanah/SKPT Nomor 48/2018 untuk keperluan lampiran pelaksanaan
lelang.
II. Petitum
Bahwa Turut Tergugat II (Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten) dalam
hal ini sifatnya hanya melaksanakan pencatatan administrasi saja dan
tidak  berhak  menguji  kebenaran  materiil  Akta  Peralihan  Hak  atas
tanah tersebut, karena pengajuannya telah sesuai dengan Peraturan
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal
114 Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan
pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah  No.  24  tahun  1997  tentang
Pendaftaran Tanah berkaitan tentang Pendaftaran Hak Tanggungan,
sehingga  gugatan  penggugat  tidak  dapat  kami  terima/gugatan
tersebut kami tolak.
Bahwa atas jawaban Tergugat dan Turut Tergugat II, Penggugat telah
memberikan repliknya pada persidangan tanggal 17 Mei 2018 sebagaimana
dalam repliknya;
Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah memberikan dupliknya
tertanggal 28 Desember 2017 sebagaimana duplik Tergugat;
Bahwa  untuk  mendukung  dalil-dalil  gugatannya  Penggugat  telah
mengajukan bukti tertulis berupa: 
1. Fotokopi  Teguran  II  Nomor  014/Js.Sya/Pst/Pby/D/I/2016  yang
dikeluarkan oleh Kospin Jasa Layanan Syariah tanggal 14 Januari 2016,
telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi  Lelang  Objek  Jaminan  Nomor
214/Js.Sya/Pst/Pby/D/VIII/2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kospin  Jasa
Layanan Syariah tanggal 14 Januari 2016, telah bermaterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
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3. Fotokopi  Pencetakan tanda terima dokumen No.DI.306 10021/2018
untuk  Blokir  HM  01469-Sidowayah  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor
Pertanahan  Kabupaten  Klaten,  telah  bermaterai  cukup  dan  telah
dicocokkan dengan aslinya (P.3);
Bahwa  selain  bukti  tertulis,  Penggugat  mengajukan  pula  seorang
saksi mengaku bernama Sigit Pramono bin Riyadi, umur 35 tahun, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta,  tempat tinggal  di  Joyotakan Rt.  02 Rw. 04
Kelurahan  Joyotakan  Kecamatan  Serengan  Kota  Surakarta,  dibawah
sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokokya sebagai berikut:
- Bahwa  saksi  adalah  teman  Penggugat  sejak  tahun  2016  karena
adanya hubungan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan saksi,
hingga sekarang masih komunikasi;
- Bahwa sekitar April  2017, saksi  mengantar Penggugat ke Tergugat
untuk menitipkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
sekitar  10  hari  kemudian  menitipkan  kembali  uang  sejumlah  Rp.
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sekitar bulan Juni 2017 kembali saksi mengantar Penggugat
ke  tempat  Tergugat  dan  Tergugat  mengembalikan uang  sejumlah Rp.
60.000.000,00  (enam  puluh  juta  rupiah)  dan  mengantar  Penggugat
mengambil uang tersebut di Kasir;
- Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  permasalahan  keuangan  tersebut,
saksi hanya tahu memberikan uang dan akhirnya dikembalikan kembali
kepada Penggugat;
- Bahwa usaha Penggugat yaitu pemotongan ayam dan bebek, namun
saksi tidak mengetahui omsetnya dan saat ini usaha tersebut sepertinya
kurang jalan (bangkrut);
Bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:
1. Fotokopi  Salinan  Akta  perjanjian  Pembiayaan  al  Musyarakah  Atas
Nama Parjito Nomor 475 tanggal 22 Oktober 2014 yang dikeluarkan oleh
Ida Shofiyah, SH Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah, telah bermaterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.1);
2. Fotokopi  Salinan  Akta  Perjanjian  al  Murabahah  Atas  nama  Parjito
Nomor  383  tanggal  16  Desember  2014  yang  dikeluarkan  oleh  Ida
Shofiyah,  SH  Notaris  Pejabat  Pembuat  Akta  Tanah,  telah  bermaterai
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cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.2);
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 385 Surat Ukur 3216 Tahun 1976
yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Klaten,
telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.3);
4. Fotokopi  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  1470  yang  dikeluarkan  oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, telah bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya (T.4);
5. Fotokopi  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  1469  yang  dikeluarkan  oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, telah bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya (T.5);
6. Fotokopi  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)
Nomor 66 tanggal 16 September 2015 atas nama Sumardi Mardi Wiyoto
yang  dikeluarkan  oleh  Notaris  Totok  Sumaryoto,  SH,  MKn,  telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.6);
7. Fotokopi  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)
Nomor 65 tanggal  16 September 2015 atas nama Mardi  Wiyoto yang
dikeluarkan oleh Notaris Totok Sumaryoto,  SH, MKn, telah bermaterai
cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.7);
8. Fotokopi  Surat  Kuasa  Membebankan  Hak  Tanggungan  (SKMHT)
Nomor 102 tanggal  22 April  2016 atas nama Parjito yang dikeluarkan
oleh  Notaris  Totok  Sumaryoto,  SH,  MKn,  telah  bermaterai  cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya (T.8);
9. Fotokopi  Sertifikat  Hak  Tanggungan  Nomor  06851/2015  yang
dikeluarkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  tanggal  16
Desember 2015, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan denga
aslinya (T.9);
10.Fotokopi  Sertifikat  Hak  Tanggungan  Nomor  00616/2016  yang
dikeluarkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten  tanggal  03
Februari  2016,  telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan
aslinya (T.10);
11.Fotokopi  Sertifikat  Hak  Tanggungan  Nomor  03188/2016  yang
dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten tanggal 31 Mei
2016,  telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya
(T.11);
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12.Fotokopi  Surat  Nomor  186/Js.Sya/Pst/Pby/D/VIII/2015  perihal
Teguran yang dikeluarkan oleh Kospin JASA Layanan Syariah tanggal 11
Agustus  2015,  telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan
aslinya (T.12);
13.Fotokopi  Surat  Nomor  05/Lo/Js.Pst/X/2015 Perihal  Teguran/Somasi
yang  dikeluarkan  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam  ”JASA”  Pusat
Pekalongan  tanggal 30 Oktober 2015, telah bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya (T.13);
14.Fotokopi Surat Nomor 014/Js.Sya/Pst/Pby/D/I/2016 Perihal Teguran II
yang dikeluarkan oleh Kospin JASA Layanan Syariah tanggal 14 Januari
2016,  telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya
(T.14);
15.Fotokopi Surat Nomor 031/Js.Sya/Pst/Pby/D/II/2016 perihal Teguran
III  yang  dikeluarkan  oleh  Kospin  JASA Layanan  Syariah  tanggal  02
Februari  2016,  telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan
aslinya (T.15);
16.Fotokopi  Surat  Nomor  327/Js.Sya/Pst/Pby/D/X/2017  perihal
Peringatan  I  yang  dikeluarkan  oleh  Kospin  JASA  Layanan  Syariah
tanggal 03 Oktober 2017,  telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya (T.16);
17.Fotokopi  Surat  Nomor  028/Js.Sya/Pst/Pby/D/I/2018  Perihal
Pemberitahuan  Pengumuman I  Pelaksanaan  Lelang  yang  dikeluarkan
oleh  Kospin  JASA Layanan  Syariah  tanggal  22  Januari  2018,  telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.17);
18.Fotokopi  Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi  Hak Tanggunga
tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KPKNL Surakarta telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.18);
19.Fotokopi  Surat  nomor  039/Js.Sya/Pst/Pby/D/II/2018  perihal
Pemberitahuan  Lelang  Pengumuman II  yang  dikeluarkan  oleh  Kospin
JASA Layanan Syariah tanggal 06 Februari 2018, telah bermaterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.19);
20.Fotokopi  Pengumuman  Kedua  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan
atas  nama Parjito  melalui  Koran Solopos tertanggal  6  Februari  2018,
telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.20);
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21.Fotokopi  Salinan/Grrose  Risalah  Lelang  Nomor  109/38/2018  yang
dikeluarkan  oleh  Kepala  KPKNL Surakarta  tanggal  26  Februari  2018,
telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (T.21);
22.Fotokopi Surat Pengakuan Hutang yang dibuat oleh Parjito tanggal 16
Desember 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan
aslinya (T.22);
23.Fotokopi  Surat  Kesepakatan  Perhitungan  Bagi  Hasil  Musyarakah
yang  dibuat  oleh  Suparmin  Aminudin  Kepala  Kantor  Tambaksegaran
Koperasi Simpan Pinjam JASA Layanan Syariah Surakarta dan Parjito
tanggal 22 Oktober 2014, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya (T.23);
24.Fotokopi  Surat  Kesanggupan Membayar  Kembali  yang dibuat  oleh
Parjito  tanggal  22  Oktober  2014,  telah  bermaterai  cukup  dan  telah
dicocokkan dengan aslinya (T.24);
Bahwa  Turut  Tergugat  I  telah  memberikan  bukti  tertulis  sebagai
berikut:
1. Fotokopi  Surat  Permohonan  Lelang  Berdasar  Hak  Tanggungan
Peringkat  I  Nomor  383/Js.Pst/Pby/D/XI/2017  yang  dikeluarkan  oleh
Koperasi  Simpan  Pinjam  JASA  tanggal  6  November  2017,  telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (TTI.1);
2. Fotokopi  Surat  Penetapan  Jadwal  Lelang  Nomor  S-215/WKN.09/
KNL.02/2018  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  Kantor  KPKNL Surakarta
tanggal 18 Januari 2018, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya (TTI.2);
3. Fotokopi  Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah  Nomor  046/Ket-
11.19/II/2018  yang  dikeluarkan  oleh  an.  Kepala  Kantor  Pertanahan
Kabupaten Klaten Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah tanggal 09
Februari  2018,  telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan
aslinya (TTI.3);
4. Fotokopi  Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah  Nomor  047/Ket-
11.19/II/2018  yang  dikeluarkan  oleh  an.  Kepala  Kantor  Pertanahan
Kabupaten Klaten Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah tanggal 09
Februari  2018,  telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan
aslinya (TTI.4);
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5. Fotokopi  Surat  Keterangan  Pendaftaran  Tanah  Nomor  048/Ket-
11.19/II/2018  yang  dikeluarkan  oleh  an.  Kepala  Kantor  Pertanahan
Kabupaten Klaten Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah tanggal 09
Februari  2018,  telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan
aslinya (TTI.5);
6. Fotokopi  Surat  Nomor  186/Js.Sya/Pst/Pby/D/VIII/2015  perihal
Teguran yang dikeluarkan oleh Kospin JASA Layanan Syariah tanggal 11
Agustus  2015,  telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan
aslinya (TTI.6);
7. Fotokopi  Surat  Nomor  05/Lo/Js.Pst/X/2015 Perihal  Teguran/Somasi
yang  dikeluarkan  oleh  Koperasi  Simpan  Pinjam  ”JASA”  Pusat
Pekalongan  tanggal 30 Oktober 2015, telah bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya (TTI.7);
8. Fotokopi Surat Nomor 014/Js.Sya/Pst/Pby/D/I/2016 Perihal Teguran II
yang dikeluarkan oleh Kospin JASA Layanan Syariah tanggal 14 Januari
2016,  telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya
(TTI.8);
9. Fotokopi Surat Nomor 031/Js.Sya/Pst/Pby/D/II/2016 perihal Teguran
III  yang  dikeluarkan  oleh  Kospin  JASA Layanan  Syariah  tanggal  02
Februari  2016,  telah  bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan
aslinya (TTI.9);
10.Fotokopi Surat Nomor 214/Js.Sya/Pst/Pby/D/VIII/2016 perihal Lelang
Objek  Jaminan  yang  dikeluarkan  oleh  Kospin  JASA Layanan  Syariah
tanggal 29 Agustus 2016, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan
dengan aslinya (TTI.10);
11.Fotokopi  Surat  Nomor  025/Js.Sya/Pst/Pby/D/I/2018  perihal
Pemberitahuan Penetapan Lelang  yang dikeluarkan oleh Kospin JASA
Layanan Syariah tanggal 18 Januari 2018, telah bermaterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya (TTI.11);
12.Fotokopi  Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi  Hak Tanggungan
tanggal 22 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KPKNL Surakarta telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (TTI.12);
13.Fotokopi  Pengumuman  Kedua  Lelang  Eksekusi  Hak  Tanggungan
atas  nama Parjito  melalui  Koran Solopos tertanggal  6  Februari  2018,
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 32
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
33
telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (TTI.13);
14.Fotokopi  Risalah  Lelang  Nomor  109/38/2018  tanggal  26  Februari
2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Lelang, telah bermaterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya (TTI.14);
Bahwa  Turut  Tergugat  II  telah  memberikan  bukti  tertulis  sebagai
berikut:
1. Fotokopi  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  1470  yang  dikeluarkan  oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, telah bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya (TTII.1);
2. Fotokopi  Sertifikat  Hak  Milik  Nomor  1469  yang  dikeluarkan  oleh
Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, telah bermaterai cukup dan telah
dicocokkan dengan aslinya (TTII.2);
3. Fotokopi Buku Tanah Nomor 385 yang dikeluarkan oleh Departemen
Dalam  Negeri  Kantor  Sub  DirektoratAgraria  Kabupaten  Klaten,  telah
bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (TTII.3);
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan
putusan ini;
PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan   Penggugat   adalah
sebagaimana tersebut di atas;
Menimbang, bahwa Majelis Hakim  telah berusaha mendamaikan 
Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 130 HIR, akan 
tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil;
Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, maka
Majelis Hakim   memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan
perdamaian dengan jalan  mediasi,  kemudian para  pihak sepakat  memilih
mediator  bernama  H.  Zubaidi,  SH adalah  Hakim  Pengadilan  Agama
Surakarta,  bahwa  proses  dan  tahapan  mediasi  telah  pula  dilaksanakan
sebagaimana ketentuan PERMA Nomor  1 Tahun 2008 yang telah diubah
dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi upaya mediasi tersebut
tidak berhasil;
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Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang
isinya  tetap  dipertahankan  Penggugat  tanpa  ada  perubahan  ataupun
tambahan;
Menimbang,  bahwa  Tergugat  telah  memberikan  jawaban
sebagaimana  dalam  jawabannya  dan  para  Turut  Tergugat  telah  pula
memberikan jawabannya;
Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawaban Tergugat dan Turut
Tergugat  I  mengandung  eksepsi,  maka  sebelum  pokok  perkara  akan
dipertimbangkan   terlebih  dahulu  mengenai  eksepsi  Tergugat  da  Turut
Tergugat I;
DALAM EKSEPSI :
Menimbang,  bahwa  dalil  eksepsi  Tergugat  pada  pokoknya  sebagai
berikut :
A. Eksepsi Obscuur Libel (Gugatan Kabur dan tidak Jelas)  
1. Bahwa, setelah Tergugat  mencermati dalil gugatan Penggugat
baik  dari  Posita  sampai  dengan  Petitum,  Tergugat   menilai  bahwa
gugatan  Penggugat  tersebut  adalah  gugatan  yang  Obscuur  Liber
(kabur/tidak jelas);
2. Bahwa,  alasan  Tergugat  Tersebut  tentunya  sangat  berdasar
hukum,  mengingat  pada Posita  angka 1 gugatan Penggugat,  yang
berbunyi : 
“bahwa  PENGGUGAT  adalah  Debitur  Tergugat  dengan  nilai
Pinjaman Rp.  250.000.000,-(dua  ratus  lima  puluh  juta  rupiah)
pada  tahun  2015  dengan  perincian  pembiayaan  Musyarakah
sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta tupiah) dan Pembiayaan
Murabahah sebesar  Rp.  150.000.000,-(seratus  lima puluh juta
rupiah)”
Jika dicermati, Penggugat sangat yakin bahwa pembiayaan Al-
Musyarakah dan Al-Murabahah yang telah disepakati  bersama
dengan Tergugat, terjadi pada tahun 2015 sebagaimana posita
diatas,  namun Faktanya  aqad  perjanjian  tersebut  terjadi  pada
tanggal : 
 Akta Perjanjian Al-Murabahah nomor 383 tertanggal 16
Desember 2014;
 Akta Perjanjian Pembiyaan Al-Musyarakah,  nomor 475
tertanggal 22 Oktober 2014;
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3. Sehingga  apabila  Penggugat  mengatakan  jika
pembiayaan tersebut terjadi pada tahun 2015, adalah hal yang
keliru,  sehingga  menimbulkan  ketidakjelasan  terhadap  Obyek
perkara  ini yaitu  berupa  Perjanjian  Al-Musyarakah  dan  Al
Murabahah  yang  disepakati  antara  Penggugat  dan  Tergugat
menjadi  Obscuur  Libel,  karena  faktanya  kedua  aqad  tersebut
dibuat pada tahun 2014, tidak seperti yang Penggugat dalilkan
yaitu pada tahun 2015 sehingga menurut Tergugat, menjadikan
gugatan  Penggugat  Obscuur  Liber,  sehingga  sangat  berdasar
hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya untuk tidak diterima
N.O/Nietonvankelijke verklaard- Yurisprudensi Mahkamah Agung
Putusan  No.556 K/Sip/1973  tanggal  21  Agustus  1974  yang
menyatakan  “Kalau  objek  gugatan  tidak  jelas,  maka  gugatan
tidak dapat diterima”.
B. Eksepsi Eror In Person (keliru Pihak yang ditarik sebagai
Tergugat);
1. Bahwa,  jika  dicermati  terhadap  perkara  a-quo,  Penggugat
menarik Koperasi Simpan Pinjam ”Jasa” Kantor  Layanan Syariah
Klewer  Surakarta  sebagai  Tergugat  adalah  tidak  tepat  karena
Koperasi  Simpan Pinjam ”Jasa” Kantor Layanan Syariah Klewer
Surakarta tidak  dapat  berdiri  sendiri,  di  mana  kelembagaan
tertinggi dan terpusat pada Koperasi Simpan Pinjam ”Jasa” Kantor
Pusat  di  Pekalongan,  dimana  dalam  organisasi  Koperasi  ini
dipimpin  oleh  Para  Pengurus,  yang  berhak  mewakili  Koperasi
Simpan  Pinjam  ”JASA”  di  dalam  dan  di  luar  Pengadilan
sebagaimana  dalam Akta  Perubahan  Anggaran  Dasar  Koperasi
yang terakhir, khususnya Pasal 12  ayat 1 butir c yang disahkan
oleh  Menteri  Negara  Koperasi  dan  Usaha  Kecil  Menengah
Republik Indonesia tertanggal 29 April 2016 (dua puluh Sembilan
April dua ribu enam belas) nomor : 62.3/Dep.1/IV/2016;
2. Bahwa, sehingga Gugatan Penggugat patut untuk ditolak atau
setidak-tidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) --
lihat Yurisprodensi MA No. 601 K/ Sip/ 1975 dan Yurisprodensi MA
tertanggal 2 Mei 1984 nomor 2832 K/Sip/1982 : ”setiap gugatan
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haruslah  sempurna  baik  subyek  maupun  obyek  dalam perkara,
haruslah lengkap identitasnya”;
 Menimbang, bahwa Turut Tergugat I dalam eksepsinya  menyatakan
menolak  seluruh  dalil  gugatan  Penggugat  kecuali  terhadap  hal-hal  yang
diakui secara tegas kebenarannya, maka Turut Tergugat I  menolak gugatan
Penggugat  untuk  seluruhnya  atau  setidak-tidaknya   menyatakan  gugatan
Penggugat tidak dapat diterima.
Menimbang,  bahwa  berdasarkan  apa  yang  dikemukakan  oleh
Penggugat  dan  Tergugat, maka  Majelis  Hakim  dalam  perkara  ini
berpendapat  lebih dahulu untuk menanggapi  apa yang dikemukakan oleh
Tergugat dan Turut Tergugat I  dalam eksepsinya;
         Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama
eksepsi dari Tergugat dan eksepsi dari Turut Tergugat I maupun tanggapan
dari Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi tersebut bukan
merupakan eksepsi  tentang kompetensi  atau  kewenangan mengadili  bagi
pengadilan  baik  kompetensi  absolute  mau un  kompetensi  relatif,  karena
eksepsi  yang diajukan oleh Tergugat  dan Turut  Tergugat  I   sudah masuk
pada materi  pokok perkara,  maka eksepsi  tersebut  akan dipertimbangkan
bersama dengan pokok perkara sebagaimana telah diatur dalam Pasal 136
HIR.;
          Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat  tidak tepat sehingga
harus ditolak;
DALAM POKOK PERKARA 
Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat
dan Tergugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II maka ditemukan
pokok sengketa sebagai berikut :
1. a.  Bahwa  Penggugat  sebagai  debitur  dari  Tergugat  dengan
fasilitas  pembiayaan  Al  Musyarakah  dengan  pokok  pembiayaan
Rp.1.00.000.000,-  (searatus  juta  rupiah)  dan  jangka  waktu
angsuran  12  bulan   mulai  22  Oktober  2014  sampai  22  Oktober
2015,  dan  Al  Murabahah  dengan  pokok  pembiayaan
Rp.150.000.000,-(seratus  lima  puluh  juta  rupiah)  dengan  jangka
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 36
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
37
waktu  angsuran   4  tahun  mulai  16  Desember  2014  sampai  16
Desember 2018;
b. Bahwa  Penggugat  pernah  membayar  3  kali  angsuran   sebesar
Rp.13.695.000,(tiga belas juta enam ratus Sembilan puluh lima ribu
rupiah);
c. Bahwa pada tanggal 26 Pebruari  2018 telah dilaksanakan lelang
melalui  Turut Tergugat I   di  Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKNL) Surakarta pada tanah yang diagunkan dalam
pembiayaan Al musyarakah dan Al murabahah tersebut, maka atas
dilakukannya  lelang  oleh  Tergugat  dan  Tergugat  I  tersebut,
Penggugat menganggap tindakan Penggugat dan Turut Tergugat I
adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
2. a. Bahwa  Tergugat  membantah  tentang  pelaksanaan  lelang  yang
diajukan oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I (KPKNL) Surakarta
sebagi perbuatan melawan hukum, karena Tergugat mendasarkan
pada  wanprestasi  yang  dilakukan  Penggugat  terkait  akad
Musyarakah  bahwa  pembiayaan  musyarakah  telah  jatuh  tempo
pada 22 Oktober 2015 yang belum dilunasi oleh Penggugat, dan
terkait  akad  murabahah  pembiayaannya  jatuh  tempo  pada  16
Desember  2018  juga  baru  membayar  3  kali  angsuran  sehingga
menunggak  37  bulan,  selain  itu  Tergugat  sudah  memberikan
teguran  3(tiga)  kali  dan  peringatan  2(dua)  kali  sehingga  telah
terpenuhi syarat untuk mengajukan pelaksanaan lelang;
b. Bahwa  Turut  Tergugat  I  (KPKNL  Surakarta)  membantah
pelaksanaan lelang tanggal  26 Pebruari  2018 sebagai  perbuatan
melawan  hukum,  karena  pendaftaran  lelang  yang  dilakukan
Tergugat  telah  memenuhi  syarat  prosedur  parat  eksekusi
sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 Undang-undang Hak
Tanggungan;
Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah
pelaksanaan  lelang  yang  didaftarkan  Tergugat  kepada  Turut  Tergugat  I
(KPKNL Surakarta) serta pelaksanaan lelang yang dilakukan Turut Tergugat I
tersebut sebagai perbuatan melawan hukum;
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Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat
telah mengemukakan bukti-bukti tertulis :
1. bahwa  bukti  P.1  (Fotokopi  Teguran  II  Nomor
014/Js.Sya/Pst/Pby/D/I/2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kospin  Jasa
Layanan  Syariah  tanggal  14  Januari  2016),  akta  otentik,  telah
bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  yang
menjelaskan  bahwa Penggugat   dalam kewajiban pembiayaannya
bermasalah  maka  Penggugat  dimohon  segera   menyelesaikan
kewajibannya  tersebut  sampai  dengan  tanggal  25  Januari  2016,
sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil
serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;
2. bukti  P.2  (Fotokopi  Lelang  Objek  Jaminan  Nomor
214/Js.Sya/Pst/Pby/D/VIII/2016  yang  dikeluarkan  oleh  Kospin  Jasa
Layanan  Syariah  tanggal  14  Januari  2016),  akta  otentik,  telah
bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  yang
menjelaskan  Tergugat  memberitahukan  kepada  Penggugat  akan
diajukan pendaftaran lelang eksekusi hak tanggungan  kepada kantor
Pelayanan  Kekayaan  Negara  dan  Lelang  (KPKNL)  Surakarta,
sehingga bukti tersebut  telah memenuhi syarat formel dan materiel
serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat ;
3. bukti  P.3  (Fotokopi  Pencetakan  tanda  terima  dokumen
No.DI.306  10021/2018  untuk  Blokir  HM  01469-Sidowayah  yang
dikeluarkan  oleh  Kantor  Pertanahan  Kabupaten  Klaten),  telah
bermaterai  cukup  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya,  yang
menjelaskan  tentang  pendaftaran   Blokir  di  Kantor  Pertanahan
Kabupaten Klaten oleh Kuasa Penggugat  (Drs.  Joko Sutarto,  SH.),
sehingga  bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formal  dan  materiil
serta mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;
Bahwa Penggugat  juga mengajukan bukti  seorang saksi  Banana Sigit
Pramono bin Riyadi yang mengetahui tentang penitipan uang sejumlah
Rp.60.000.000,-  sebagai  upaya  pelunasan  kepada  Tergugat,  yang
kemudian  ditolak  oleh  Tergugat,  keterangan  saksi  dalam  hal  tersebut
oleh  Penggugat  hanya  diajukan  seorang  saksi  sehingga  apabila  bukti
seorang saksi bukanlah sebagai  bukti  (unus testis nulus testis) karena
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ketentuan minimal saksi tidak terpenuhi sebagaimana maksud ketentuan
pasal 169  HIR.
Menimbang,  bahwa  atas  dalil-dalil  Penggugat  tersebut,  maka
Penggugat mengemukakan bukti P.1 maupun bukti P.2  adalah membuktikan
adanya  proses  dilakukannya  lelang  baik  oleh  Tergugat  maupun  Turut
Tergugat  I,  maka  pelaksanaan  lelang  tersebut  merupakan  perbuatan
melawan hukum, hal ini Penggugat beralasan bahwa pelaksanaan lelang itu
perlu penetapan pengadilan terlebih dahulu;
Menimbang,  bahwa Tergugat  maupun Turut  Tergugat  I  membantah
dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut, karena Tergugat maupun Turut
Tergugat I  beralasan dengan mendasarkan pasal 6 Undang-undang No. 4
Tahun  1996  Tentang  Hak  Tanggungan  bahwa  oleh  karena  jaminan  yang
diberikan  Penggugat  tersebut  telah  memberikan  hak  tanggungan  kepada
Tergugat, maka telah adanya wanprestasi yang dilakukan Penggugat telah
terpenuhi  syarat  kewenagan  Tergugat  melalui  Turut  Tergugat  I  (KPKNL
Surakarta) untuk melakukan parate eksekusi dengan pelaksaan lelang tanpa
melalui pengadilan; 
Menimbang,  bahwa  tentang  pelaksanaan  lelang  Tergugat  melalui
Turut Tergugat I telah sesuai prosedur parate eksekusi sebagaimana  bukti-
bukti yang dikemukakan Tergugat berupa bukti T.1 sampai dengan T.24, dan
juga bukti  yang dikemukakan Turut  Tergugat  I  berupa bukti  TT.I.1 sampai
dengan TT.I.14  dan Turut  Tergugat  II  berupa bukti  TTII.1  sampai  dengan
TTII.3,  semua  bukti  Tergugat  maupun  bukti  para  Turut  Tergugat  tersebut
telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang
mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;
Menimbang,  bahwa  sebelum  mempertimbangkan  mengenai
pelaksanaan lelang tersebut,  terlebih dahulu majelis  menilai  tentang akad
atau perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat dan Tergugat;
Menimbang,  bahwa  dalam  akad  perjanjian  pembiayaan  al
Musyarakah  Nomor  475  pasal  17  menyatakan  tentang  penyelesaian
perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam akad tersebut (Penggugat
dan Tergugat) yaitu di Pengadilan Negeri Pekalongan (vide bukti T.1);
Menimbang,  bahwa  dalam  perjanjian  Pembiayaan  al  Murabahah
Nomor 383 pasal  18 menyatakan tentang penyelesaian perselisihan yang
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terjadi  antara  para  pihak  dalam akad  tersebut  (Penggugat  dan  Tergugat)
yaitu di Pengadilan Negeri Pekalongan (vide bukti T.2);
 Menimbang,  bahwa  dalam  pasal  1338  KUHPerdata  menyebutkan
bahwa semua perjanjian yang dibuat sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali
selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang
oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;
Menimbang,  bahwa  telah  ternyata  antara  Penggugat  dan  Tergugat
telah melakukan perjanjian sebagaimana tersebut diatas, dan dalam salah
satu  klausulnya  menyebutkan  bila  terjadi  perselisihan  penyelesaiannya
melalui Pengadilan Negeri Pekalongan;
Menimbang,  bahwa  atas  perjanjian  yang  telah  dibuat  antara
Penggugat dan Tergugat telah ternyata belum pernah melakukan perubahan
atau menarik kembali atas perjanjian yang telah dibuatnya;
Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkaah Konstitusi Nomor
93/PUU-X/2012 mengenai yudicial review Undang-Undang Nomor 21 Tahun
2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan penyelesaian perkara
perbankan  syariah  merupakan  kewenangan  absolute/mutlak  Peradilan
Agama;
Meimbang,  bahwa  berdasarkan  putusan  Mahkamah  Konstitusi
tersebut, maka dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat (bukti T.1
dan  T.2)  penyelesaian  perselisihan  haruslah  dibaca  Pengadilan  Agama
Pekalongan;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka
Pengadilan Agama Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
Menimbang, bahwa dikarenakan Pengadilan Agama Surakarta tidak
berwenang memeriksa perkara ini, maka gugatan Penggugat patutlah untuk
dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat telah dinyatakan
tidak dapat diterima sehingga atas bukti-bukti lainnya tidak dipertimbangkan
lebih lanjut;
Menimbang,  bahwa  terhadap  hal-hal  yang  dipertimbangkan  dalam
konvensi dianggap telah termuat dalam Rekonvensi ini;
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Menimbang,  bahwa  telah  ternyata  dalam  konvensi  gugatan
Penggugat  telah  dinyatakan  tidak  dapat  diterima,  sehingga  atas  gugatan
Rekonvensi Tergugat patutlah pula dinyatakan tidak dapat diterima;
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 HIR., seluruh
biaya perkara dibebankan kepada  Penggugat;
Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat perbedaan pendapat
(disseting  opinion)  oleh  Ketua  Majelis  yaitu  Drs.  H.  Achmadi,  SH,  MH
sebagaimana yang dimuat setelah amar putusan  ini;
Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat antara
Ketua Majelis dengan 2 orang hakim anggota dan telah diusahakan dengan
sungguh-sungguh, akan tetapi tidak mencapai permufakatan maka sesuai
pasal  14  Undang-Undang  Nomor  48  Tahun  2009,  majelis  telah
bermusyawarah  dan  diambil  keputusan  dengan  suara  terbanyak  yang
dicantumkan dalam amar putusan perkara ini;
Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; 
MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);
Demikian  dijatuhkan  putusan  ini  dalam  permusyawaratan  majelis
hakim pada hari  Kamis, tanggal  06  September 2018 Masehi,   bertepatan
dengan tanggal   25 Dzulhijjah  1439 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Achmadi,
S.H.,  M.H.,  sebagai  Ketua  Majelis,  serta  Drs.  Jayin,  S.H.,  dan  Elis
Rahmahwati,  S.HI,  SH,  MH,  masing-masing  sebagai  hakim  anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada
hari  itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi  oleh Hakim
Anggota dan dibantu oleh Umi Sangadah, S.H.  sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat
II diluar hadirnya Turut Tergugat I;
Ketua Majelis,
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Drs. H. Achmadi, S.H.,  M.H.
        
       Hakim Anggota,                                            Hakim Anggota,  
        Drs. Jayin, S.H.                                    Elis Rahmahwati, S.HI, SH, MH
 
Terhadap  putusan  Pengadilan  Agama  Surakarta  pada  perkara  No.
0170./Pdt.G/2018/PA. Ska., Hakim Drs. H. Achmadi, SH., MH. Berpendapat
beda (disseting opinion) terhadap putusan tersebut, sebagai berikut :
DALAM EKSEPSI :
- Bahwa  mengenai  kewenangan  mengadili  perkara  ini  menurut
Tergugat bukan di Pengadilan Agama Surakarta karena Koperasi Simpan
Pinjam  Jasa  (KOSPIN  JASA)  Kantor  Layanan  Klewer  Surakarta  tidak
dapat  berdiri  sendiri  sebab  kelembagaan  tertingginya  berpusat  di
Pekalongan,  akan  tetapi  dalam hal  ini  sebagai  pihak  dalam Perjanjian
Pembiayaan Al-
Musyarakah maupun Perjanjian Pembiayaan Al- Murabahah sebagaimana
bukti T.1 berupa Perjanjian Pembiayaan Al Musyarakah No. 475 dan T.2
berupa Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah adalah Suparmin Aminudin,
Amd.  Sebagai  Kepala  Unit  Syariah  Cabang  Surakarta  sebagai  PIHAK
PERTAMA dalam  perjanjian  tersebut  berdasarkan  surat  Pengangkatan
Kepala  Kantor  Koperasi  Simpan  Pinjam Jasa  disingkat  KOSPIN JASA
tertanggal  11-12-2012  No.  111/Sekr/F/JS/XII/2012  dengan  Akta-akta
Notaris  Muhammad  Sauki  No.  6  dan  7  tertanggal  8-1-2013  sebagai
Kepala Unit  Syariah Cabang Surakarta  dinyatakan sah bertindak untuk
dan atas nama KOSPIN JASA, sehingga dalam hal  ini  dapat dimaknai
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bahwa pihak yang ada dalam kedua akad/perjanjian tersebut pada T.1 dan
T.2  telah  atas  nama  KOSPIN  JASA sebagai  Cabang  yang  berada  di
Surakarta,  sehingga  menjadi  wilayah  hukum  Pengadilan  Agama
Surakarta; 
- Bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  maka  eksepsi  yang
diajukan Tergugat dalam hal ini harus ditolak;
DALAM POKOK PERKARA :
1. Bahwa oleh karena dalam pertimbangan pada disseting opinion tetang
eksepsi yang diajukan Tergugat ditolak, maka gugatan Penggugat dapat
diterima;
Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat  serta yang termuat dalam
bukti T.17, T.18, T.19, T.20 dan T.21 Menimbang, bahwa dalam perkara ini
terdapat  perbedaan pendapat  (disseting  opinion)  oleh  Ketua Majelis  yaitu
Drs. H. Achmadi, SH, MH sebagaimana yang dimuat setelah amar putusan
ini;
2. dengan  mendasarkan  Penggugat  telah  melakukan  wanprestasi
kemudian Tergugat  telah melakukan somasi  atau peringatan terhadap
Penggugat  sehingga  Tergugat  kemudian  melakukan  parat  eksekusi
melalui  Turut  Tergugat  I  (Kantor  Pelayanan  Kekayaan  Negara  Dan
Lelang /KPKNL Surakarta) atas hak tanggungan nya, telah melakukan
lelang jaminan milik Penggugat pada tanggal 26 Pebruari 2018 meskipun
dalam  pelelangan  tersebut  belum  ada  penawaran  atau  belum  ada
pembeli;
3. Bahwa sesuai fakta pihak Tergugat telah melakukan parat eksekusi
melalui  KPKNL Surakarta  yang  dalam  hal  ini  mendasarkan  pasal  6
Undang-undang No. 4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, padahal
menurut pasal 26 UU ini mengenai eksekusi terhadap Hak Tangggungan
tidak  dapat  dilakukan  parat  eksekusi  sebelum  ada  aturan  yang
mengaturnya,  sebagaimana  pendapat  Dr.  Drs.  H.  Amran  Suadi,  SH.,
M.Hum.,M.M. dalam bukunya Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah
Teori Dan Praktek halaman 202 bahwa secara teoritis pasal 6 Undang-
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undang No. 4 Tahun 1996 tersebut terkendala dengan pasal 26 Undang-
undang  Hak  Tanggungan  tersebut  (“selama  belum  ada  peraturan
perundang-undangn  yang  mengaturnya,  dengan  memperhatikan
ketentuan pasal 14, peraturan mengenai eksekusi hypotheek yang ada
pada mulai  berlakunya undang-undang ini,  berlaku terhadap eksekusi
Hak  Tanggungan”),  maka  untuk  saat  ini  pelaksanaan  eksekusi  Hak
Tanggungan dilaksanakan sesuai (penjelasan pasal 26 UU Tentang Hak
Tanggungan yang dimaksud adalah sesuai pasal 224 HIR) yaitu harus
dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan;
4. Bahwa  dengan  adanya  Peraturan  Menteri  Keuangan  No.
27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang,  dalam hal  ini
menyangkut  pelaksanaan lelang,  bukanlah mengenai  aturan atau tata
cara eksekusi  hak tanggungan,  sedangkan pasal  26 UU No. 4  tahun
1994  tersebut  dalam  penjelasannya  yang  dimaksud  tentang  tatacara
eksekusi  hak  tanggungan  adalah  sesuai  pasal  224  HIR  harus
dilaksanakan atas perintah ketua pengadilan;
5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka parat eksekusi atas hak-
hak tanggungannya yang dilaksanakan Tergugat melalui Turut Tergugat I
(KPKNL Surakarta) terhadap jaminan milik Penggugat pada tanggal 26
Pebruari  2018  adalah  merupakan  perbuatan  hukum,  sehingga  lelang
yang telah  dilaksanakan Tergugat  dan Turut  Tergugat  I  tersebut  batal
demi hukum ;
Panitera Pengganti
ttd
UMI SANGADAH, S.H.
Perincian Biaya Perkara:
1. Pendaftaran   Rp      30.000,--
Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 44
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Ma
hk
am
ah
 Ag
un
g R
ep
ub
lik
 In
do
ne
sia
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
45
2. Proses         Rp      50.000,--
3. Panggilan   Rp    630.000,--
4. Redaksi   Rp        5.000,--
5. Meterai   Rp         6.000,--
   Jumlah             Rp    721.000,-
(tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah)
Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Surakarta
A. Heryanta Budi Utama 
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